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KATA PENGANTAR

p uji syukul penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWI atas
I izin dan karunia serta barokah Allah SWT berikan selama

ini, sehingg penyusun dapat menyelesaikan penyusunan buku
Teori dan lmplementosi Budget Siklus Keuongon Daerah ini.

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada Rektor
IPDN, Para Pembantu Rektor, Kepala Biro Akademik, dan
Kepala Bagian Akademik dan rekan-rekan sejawat, seprofesr,
sebagai tenaga pengajar di Institut pemerintahan Dalam Neserl
(IPDN), yang telah banyak memberikan dukungan moril hingga
penyusunan buku ini terselesaikan.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang tidak
terhingga, kepada Jajaran Civitas Akademika tpDN yang selalu
mendorong penyusun, untuk berkarya, menulis, dan menvusun
karya iimiah, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya
ilmu manajemen keua nga n daerah.

Buku ini penyusun sajikan, bagi peserta didik (praja/
mahasiswa) yang sedang menimba ilmu kependidikan iurusan
manajemen keuantan daerah, dan para pejabat pengelola
keuangan daerah.

Penyusun sadari bahwa buku lni belum sempurna, seperti
apa yang diinginkan oleh para praja/mahasiswa dan pejabat
pengelola keuangan daerah, untuk itu, penyusun mohonkan
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pada masa mendata ng.

Semoga AIlah yang Mahakuasa, senantiasa selalu
memberikan lindungan dan kemudahan untuk kita semua.
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BAB I

PENDAHULUAN

1. I(ATA PENGANTAR

qemangat perubahan pada era reformasi keuangan daerah dilandasi
i/adanya otonomi daerah yang berazaskan desentrarisasi. Daerah

diberi kewenangan untuk mengurus dan menyelenggaraan pemenntahan.
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, secara mandiri dan
bertanggung jawab. perubahan ini membawa dampak yang sangat
signifikan dalam kehidupan masyarakat daerah. Sistem sentralisasi yang
lalu pemerintah daerah hanya sebagai objek dan subjek pembangunan, tapi
saat ini dengan sistem desentralisasi, pemerintah daerair merupakan pelaku
utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat daerah. Dengan adanya otonomi daerah yang digulirkan
berdasarkan Undang-Undang No,22 Tahun 1999 tentang pemerintahan
daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan
Keuangan Pusat Dan Daerah, yang telah diubah dan direvisi menjadi Undang_
Undang No, 32 Tahun 2004, dan diubah untuk yang kesekian kali menjadi
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 rentang p€merintahan Daerah dan
Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Dana perimbangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah daerah diberikan
kewenangan untuk mengurus dan bertanggung jawab atas rumah tangganya
sendiri, serta dengan undang-undang dimaksud pemerintah daerah diberikan
kewenangan penuh untuk menggari potensi-potensi sumber sumber
penerimaan daerah dan sekali gus diberikan kewenangan untuk menselola
keuanga n daerahnya sendiri.

Sistem penyelengEaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat dari sentralisasi berubah menladi sistem desentratisasi,
sistem desentralisasi merupakan sistem yang menganut paham pemberian
kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah

H
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tangganya sendiri dan bertanggung .lawab atas pelayanan kepada

masyarakatsertakeseiahteraankepadamasyarakatnyadenganmenggali
potensi-potensi sumber-sumoer daya alam' sumber daya manusia daerah

t"ng"n i"p"nuhnya demi kepentingan dan keselahteraan dan kemakmuran

masya rakat daera h.

Sedangkan Pemerintah Pusat hanya bersifat fasilitatot Iegulator secara

makro, sertl memberikan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat

J"n.narr" pemerintah daerah' Undang-Undang No' 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah menjadikan

landasan dalam imPlementasinya

Perubahan (reformasi) pengelolaan keuangan daeran antara lain'

menyangkut pendekatan (metode) di datam penganggaran' akuntansi dan

p.l"p"rr" keuangan, serta pola pertanggungjawaban (dari vertrkal menjadi

trorizontat). Proses reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak berhenti

sampai di situ saja Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah.ditandai dengan

lahirnya tiga paket undang-undang yang diiadikan dasar dalam pengelolaan

keuangan Daerah

Ketiga paket undang-undang tersebut meliputi: UU No' 17 Tahun 2003

tentang ieuangan Negara, UU No' l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

t'tegara- dan uU No. 15 Tahun 2004) tentang Pemeriksaan dan

pertanggunglawaban Keuangan Negara dan untuk menyempurnakan sistem

par"n.l-n"an yang terpadu pemerintah mengeluarkan dan menetapkan

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

PembanBunan Nasional.

Dalam implementasinya pemerintah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah No 105 Tahun 2000, dan direvisi dengan Peraturan Pemerintah

No. 58 Tahun 2oos tentang Pengelolaan Keuangan Daerah'

Siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari tahap-

tahapan kegiatan yang terkait satu denBan lainnya' diawali dengan

tahap perencanaan dan penganggaran' dilaniutkan 
-dengan 

tahap

pelaksanaan dan penatausahaan/akuntansi dan diakhiri dengan tahap

i"rt"nggrng.i"*. ba n pelaksanaan anggaran kepada DPRD yang dinyatakan

dalam fentuk laporan keuangan dan laporan kineria' Oleh karena itu'

untuk memahami pengelolaan keuangan daerah secara baik' seiogyanya

perlu dipahami mekanlsme atau siklus pengelolaan keuangan daerah

,".a,"n.itdanbenar,berdasarkanperaturanperundang-undanganyang
be rla ku.
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1.1 KAJIAN TEORI TENTANG APBD

Ma rdiasmo (2005), menjelaskan ApBD adalah wujud dari rencana Ja ngka
panjang daerah, serta rencana jangka menengah daerah berdasarkan visi dan
misi kepala daerah terpilih. APBD dibuat dan dipersiapkan oleh pemerintah
daerah, di mana sebelumnya Tancangan ApBD dibahas dan disetujui oleh
Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DpRD). Dan merupakan produk hukum
berbentuk peraturan daerah yang harus diikuti dan ditaati oteh seluruh
jajaran pemerintah daerah. Adapun anggaran daerah merupakan alat untuk
menetapkan besaran pendapatan dan pengeluaran daerah, dan sebagai alat
pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan serta sebagai alat
ukur bagistandar evaluasl kinerja pemerintah daerah. ApBDjuga merupakan
alat motivasi bagi seluruh iajaran unit kerja dalam lingkungan pemerintah
daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan. ApBD diperuntukan
bagi penyelenggardan pemerintahan, pembangunan da n pelaya nan kepada
ma sya ra kat.

APBD merupakan wujud dokumen yang mengakomodir penoaparan
daerah, belania daerah dan pembiayaan daerah. Semua penerimaan dan
pengeluaran daerah wajib dicatat dan dikelola dalam ApBD. Masa waktu
pengelolaan APBD adalah terhitung dari l januari s.d. 31 Desember setiao
tahunnya.

Menurut Halim dan Nasir (2006: rl4)pengertian Keuangan Daerah/ApBD
adalah "Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan perwakilan Rakvat
Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.,,

1.1.1 PENGERTIAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan segala bentuk uang atau benda yang dapat
dinilai dengan uang, yang dikelola oleh pemerintah daerah yang merupaKan
dari hak dan kewajibannya dalam rangka mendukung penyerenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Keuangan daerah juga adalah seluruh asset_seet daerah yang dikuasai
dan dimiliki daerah serta dikelola daerah demi kepentingan masyarakat
daerah bersangkutan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah kesemua itu dilakukdn oengan
berlandaskan kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku baik
undang-undang atau p€raturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
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maupun oleh pemerintah daerah yang kesemuanya merujuk kepada Undang-

Undang Dasar 1945 dan falsafah Negara kita yang berlandaskan Pancasila

dan Undan8-Undang Dasar 1945'

1.1.2 FUNGSI APBD

APBD memPunyai fungsi:

a. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah meniadi

dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belania pada tahun

yanB bersangkutan;

b, Fungsa Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah

m€n.iadi pedoman bagi manaiemen dalam merencanakan kegiatan

pada tahun YanB bersangkutan;

c. Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah

menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenBgaraan

pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah

diteta Pkan;

d. Fungsi Alokasi mengandung a rti bahwa anggaran daerah harus

diarahkan untuk menciptakan lapangan ker'ia/ menguran8i

pengangguran dan pemborosan sumber daya' serta meningkatkan

efisiensi dan efektivitas perekonomian;

e. Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebilakan anggaran

daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan

f. Fungsi Stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah

daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan

keseimbangan fundamental perekonomian daerah'

I.2 KAJIAN NORMATIF

Kaiian normatif dilakukan dengan menyimpulkan dari beberapa prinsip

undang-undang tentang Keuangan Negara dan daerah berikut ini'

1.2.1 UNDANG.UNDANG NO. 17 TAHUN 2OO3 TENTANG KEUANGAN

NEGARA

[ahirnya Undang-UndanB No. 17 Tahun 2003, dilatarbelakan8i dengan

tuntutan dalam pengelolaan keuangan negara, aturan lama yang digunakan

selama initidak lagi sesuai dengan kondisi jaman dan kondisi budaya Bangsa

Indonesia.Dimanaaturanlamamasihmenganutpahamatranyangdibuat
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oleh pemerintah Hindia belanda ata u yang lebih dikenal dengan nama /ndische
Comptobiliteitswet f/CW) Staatsblad Tahun 1925 No. 448 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun
1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 53, Tambahan
Lembaran Negara No. 2860). Undang-Ulndang pengelolaan keuangan negara
harus mengacu pada apa yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945,
sehingga akan menimbulkan sinkronisasi yang jelas dalam pelaksanaannya.
Hal-hal baru dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, merangkum:

1) Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, dengan pendekatan
dalam sisi objek, subje( tujuan, dan proses.

2) Azas-azas umum pengelolaan keuangan negara, dalam pengelolaan
Keuangan negara perlu dilakukan secara profesional, terbuka dan
bertanggung iawab, sedangkan azas_azas umum pengelolaan keuangan
negara meliputi:

a. azas tahunan;
b. azas universalitas;
c. azas kesatuan, dan
d. azas spesialitas.

Selain azas-azas tersebut di atas, untuk mencerminkan best proctice
dalam penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan
negara adanya kaidah baru yang meliputi:
a. Akuntabilitas, berorientasi pada hasil:
b. Profesiona litas;

c. Proporsiona litas;

d. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; dan
e. Pemeriksaan oleh Badan pemerjksa Keuangan yang bebas dan

mandiri.

3) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara

Presiden sebagai Kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk
mengendalikan pengelolaan keuangan negara baik secara umum
maupun secara khusus. Dikarenakan kesibukan pengelolaan keuangan
negara dipercayakan kepada para pembantunya yang meliputt Menteri
Keuangan sebagai pengendali dan pengelola fiskal dan mewakili
pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan. para
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menterl lainnya sebagai peng8una an8garan dan pengguna barang

Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya'

Hal ini perlu dipertegas guna menjaga konsistensi dan sebagaicheks ond

baloncies dari pembagian kewenangan dan pemberian tangEung jawab

Menteri Keuangan oan para Menteri dan Pimpinan Lembaga sebagai

oembantu Presiden di dalam bidang pengelolaan keuangan negara'

Adapun untuk daerah, Presiden memberikan sebahagian kewenangan

kepada Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pengelola keuangan daerah'

Untuk menjaga stabilitas moneter dan nilai rupiah' serta kelancaran

pembayaran, tugas dan tanggung iawab ini diserahkan kepada Bank

Sentral sebagai pengendali dan mimiliki kewenangan penun secara

mandiri.

4) Penyusunan dan penetapan APBN/APBD

Dalam penyusunan dan penetapan angBaran, dipertegas dalam undang-

undang ini, peran DPR dan DPRD, fungsi anggaran pemerintah dan

pemerintah daerah serta pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja

dalam sistem pengangBaran dan penyempurnaan klasifikasi anggaran'

penyatuan angBaran oan penggunaan kerangka pengeluaran jangka

menengah dalam penyusunan anggaran sistem penganggaran berbasis

prestasi keria.

5) Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dengan Bank Sentral'

PemerintahDaerah'Pemerintah/LembagaAsing'PerusahaanNegara'
Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta serta Badan Pengelola Dana

Masyarakat.

Semakin luas dan kompleksnya pengelolaan keuang Negara' maka

diperlukan pengaturan yang jelas antara hubungan Keuangan antar

Pemerintah dengan Bank Sentral, Pemerintah Daerah' Pemerintah/

Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah' Perusahaan

Swasta dan Badan Pengelola Dana Masyarakat'

6) Hubungan Keuangan terkait dengan Bank Sentral, pemerintah pusat

dan bank sentral berkoordinasi di dalam penetapan dan pelaksanaan

kebijakan fiska l, kebijakan moneter;

7l Terkait hubungan keuangan dengan pemerintah daerah' dalam undang-

undang iniadanya pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah

daerah. Juga terkait dengan hubungan keuangan pemerintah pusat
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dengan pemerintah/Lembaga Asing, menyangkut perihal adanya
penerimaan melalui pinjaman luar negeri.

8) Terkait hubungan keuangan pemerintah pusat dengan perusahaan
Negara, Perusahaan Daerah dam perusahaan swsata, serta Badan
Pengelola Dana Masyarakat, pemerintah dapat memberikan pinjaman
atau hibah dan penyertaan modal, serta kebalikannya pemerintah dapat
menerima pinjaman/hibah dari perusahaan Negara/perusahaan Daerah
setelah mendapatkan persetujuan DpR/DpRD.

9) Pela ksa naa n APBN/ApBD_

Setelah APBN/APBD telah ditetapkan oleh Undang-Undang secara rinci,
maka sebagai pedoman para Menteri, dibuatkan Keputusan rresiden
sebagai Pedoman bagi para Menteri/Lembaga Negara untuk pedoman
dalam pelaksanaannya. Keputusan presiden tersebut menyangkut apa_
apa sa.ja secara rinciyang belum diatur didalam Undang_Undang APBN,
yang meliputj:

a. Penga lokasian dana perimbangan;

b. Alokasi anggaran untuk kantor pusat dan daerah;
c. Alokasi belanja pegawai dan pembayaran tunggakan yang menjadi

beban Kementerian dan Lembaga Negara.
d. Alokasisubsidiuntuk keperluan perusahaan/ Badan yang menenma.
Untuk memberikan informasi atas perkembangan pelaksanaan
pengelolaan keuangan negara dan daerah, pemerintah dan pemerintah
daerah periu menyampaikan reporan semester pertama atas rearisasi
anggaran dan disampaikankepada DpR/DpRD pada akhir iuli tahun
anggaran yang bersangkuta n.

Laporan yang diterama oreh DPR/D'RD untuk dijadikan bahan evaruasi
bagi DPR/DpRD, dan sebagai bahan untuk menentukan perubahan
APBN/ApBD tahun berjalan.

10) Pertanggungjawa ban pengelolaan keuangan negara

Untuk mewuiudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara
dan daerah, pemerintah dan pemerintah daerah perlu menyusun dan
membuat laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu dan benar
berdasarkan Standar Akuntansi pemerintah Adapun jenis laporan yang
harus dibuat dan disampaikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
setidak-tidaknya meliputi:

-
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a.

b.

c.

d.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)'

N eraca.

Laporan arus kas, dan

Catatan atas laporan keuan8an (CALK)'

(Sumber: Penjelasan Undang-Undang No 17 Tahun 20013 tentang

Keuanga n Negara ).

1.2.2 U NDANG-UNDANG NO. 1TAHUN2OO4TENTANG PERBENDAHARAAN

NEGARA

1) Latar belakang terbitnya Undang-Undang No' 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara didasarkan atas tujuan umum berneBara yang

menimbuIkan hak dan kewa|iban negara, yang perlu dikelola secara benar

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indsonesia' Berdasarkan

UndanB-Undang Dasar 1945, mene8askan bahwa pengelolaan keuangan

negara dan daerah perlu ditakukan atau diselenggarakan secara benar

da-n profesional, terbuka dan bertanggung jawab dan untuk sebesar-

besar bagi kese.lahteraan dan kemakmuran rakyat lndonesia Yang

diwu.!ud dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan,Belanja Negara

(npeN)Oan nngg"ran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)' Sehingga

paaa S lprit iOOt, diundangkannya Undang-Undang No 17 Tahun

iOo: ,"n,.ng Keuangan Negara Undang-Undang No 17 Tahun 2003'

merupakan jabaran lebih lanjut dari beberapa aturan pokok yang telah

ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945' ke dalam azas-azas

umum pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara

APBN dan APBD perlu ditetapkan dengan kaidah-kaidah hukum

Administrasi Keuangan Negara dan kaidah-kaidah dimaksud sampai

saatinimasUkdandidasarkankepadaUndang-UndanEPerbendaharaan
tndonesia atau yang lebih dikenal dengan nama lndische

Co m Pto bi I ite itsw e t ( | C Wl

stootsblddtahunlgz5No'44Ssebagaimanate|ahbeberapakaIidiubah,
terakhir dengan Undang-Undan8 No' 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 No 53'Tambahan Lembaran Negara No'

2860). Undang-undang tersebut tidak lagi memenuhi kebutuhan dalam

pengelolaan keuangan negara dan daerah' sesuai dengan tututan iaman

dan kondii bangsa Indonesia saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan

dan penyempurnaan dengan melakukan revisi atau perubahan yang
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disesuaikan dengan kondisi Bangsa Indonesia saat ini. Atas dasar
pemikiran tersebut maka lahirlah Undang-Undang perbendaharaan

Negara, yang diiadikan dasar pedoman dalam pengelolaan keuangan
negara dan Pengelolaan Keuangan Daerah. yang disesuaikan dengan
tuntutan jaman dan perkembangan iklim berdemokrasi di Indonesia
saat ini.

2\ Pengertian, Ruang lingkup, dan Azas Umum perbendaharaan Nesara

a. Lingkup Keuanga n Daerah:

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah, merupakan
pemahaman tentang budget siklus keuangan daerah, yang meliputi
aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan/akuntansi dan
aspek pertanggungjawaban dan pelaporan serta pengawasan dan
pemerikaan baik internal maupun eksternal

Sebagai kompetensi dasar yang harus dipahami oleh para pengelola
keuangan daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah meliputi:
1. Pengertian dan ruanglingkup keuangan daerah itu sendiri.
2. Mekanisme dan tahapan dalam perencanaan dan

penganggaran.

3. Mekanisme dan tahapan dalam pelaksanaan anggaran
keuanga n daerah.

4. Mekanisme dan tahapan dalam penatausahaan/akuntasi
keuangan daerah.

5. Mekansime dan tahapan dalam pertanggungjawa ban dan
pelaporan keua ngan daerah.

6. Mekanisme dan tahapan pengawasan dan pemeriksaan
internal.

b. Azas-azas Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Tertib, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara
tertib dan benar berdasarkan Undang-Undang dan peraturan_
peratura n pemerintah yang berlaku;

2. Taat pada peraturan perundanga n-undanga n;

3- Efektif dan efisien dalam pengelolaannya;

4. Ekonomisj

5. Transparan;
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6. Bertanggung iawab dengan memerhatikan:

a. Azas keadilan dengan memerhatikan keseimbangan antara

hak dan kewaliban berdasarkan kualitas dan kuantitas

dengan secara objektif.

b. Azas kepatutan, dengan tindakan dan sikap wajar dan

proporsional.

c. Bermanfaat bagi masyarakat, dalam pengelolaan keuangan

daerah, guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan

masyarakat pada umumnya.

Dikarenakan APBD merupakan sarana untuk melakukan pembangunan

bagi kepentingan masyarakat, diharapkan dan dalam pengelolaannya

dapat memberikan informasi secara rinci tentang tujuan dan sasaran'

serta hasil dan manfaat bagi kepentingan masyaGkat banyak'

Dari penielasan tersebut di atas, dapat diartikan bahwa terbitnya

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat dibidang

pengelolaan keuangan negara dan Daerah dan khususnya bagi para

pejabat pengelola keuangan Negara dan Daerah'

Dalam Undang-Undang No. l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara juga ditegaskan bahwa Perbendaharaan Negara adalah

pengelolaan dan prtanggungjawaban keuangan Negara dan daerah'

termasuk Investasi dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan

dan termasuk dalam penetapan APBN dan APBD setiap tahunnya'

Atas dasar tersebut, maka dalam Undang-Undang No' 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara, diatur tentang ruang lingkup

keuangan Negara dan Daerah dan azas umum pengelolaan keuangan

negara dan Daerah serta kewenangan dari pejabat perbendaharaan

Negara, pelaksaan pendapatan, belanja Negara/daerah, pengelolaan

uang Negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik Negara

dan daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD dan

pengendalian internal pemerintah serta penyelesaian ganti kerugian

Negara/daerah dan pengelolaan dari badan layanan umum dan badan

usaha milik negara dan daerah-

Adapun azas-azas umum keuangan Negara dan daerahmenganut azas-

azas umum:

10
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1. Azas universalitas, azas ini ditegaskan bahwa dalam dalam setiao
transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam satu dokumen
anggaran/

2. Azas tahunan, azas ini secara tegas membatasi masa berlakunva
anggaran dalam satu tahun anggaran tertentu.

3. Azas spesialitas, azas ini menegaskan bahwa kredit anggaran yang
tersedia, terinci secara jelas peruntukan dan penggunaannya.

4. Azas kesatuan, dalam azas ini menegaskan bahwa pendapatan dan
belanja serta pembiayaan Negara dan daerah disajikan dalam satu
dokumen anggaran.

Dalam Undang-Undang perbendaharaan Negara ini juga, menegaskan
bahwa ketentuan yang mendorong para pejabat pengeloranya narus
berlaku profesional, terbuka dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

3l Pejabat Perbendaharaan Negara

Dalam undang-undang ini, secara tegas menegaskan bahwa presiden
selain sebagai kepala Negara, juga sebagai Kepala pemerintahan,
bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara secara
umum, namun dikarenakan kesibukannya, maka kewenangan oaram
pengelolaan keuangan negara di limpahkan kepada Menteri Keuangan
sebagai pembantunya dibidanB pengelolaan keuanBan negara, presiden
merupakan Chief Financial Olficer (CFOI dari pemerintah Republik
fndonesia, sedangkan Menteri Keuangan Chr'e/ O preationol officer (COOJ
di BidanB Keuangan, Dan para menteri sebagai pembantu presiden
merupakan Chief Opreoionol officer (COO) dibidangnya,

Untuk mempertegas tugas dan kewenangan pengelolaan antara menteri
sebagai pembantu presiden, dan sebagai check ond bolance dalam
proses petaksanaan pengelolaan keuangan negara, dengan adanya
pemisahan kewenangan dari segi administrasi pengelolaan keuangan
dengan pemagang kewenangan perbendaharaan. Menteri Keuangan
sebagai pembantu presiden yang dibri kewenangan untuk mengelola
keuangan Negara dari sisi kebendaharaan atau sebagai bendahara
umum Negara (BUN), sedang para menteri tehknis lainnya sebagai
pembantu presiden diberi kewenangan adminsitrasi yang meliputi
untuk melakukan perikatan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan
terjadinya penerimaan da n pengelua ran Negara. perikatan atau tindakan
lainnya ini dimaksudkan adalah untuk melakukan pengujian atas apa

**"
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yang menjadi pembebanan atas tagihan yang diaiukan akibatnya adanya

perikatan tersebut, dan memerintahkan pembayaran atau melakukan

penagihan yang diakibatkan adanya pelaksanaan pengelolaan anggaran

Negara tersebut. Sedangkan Menteri Keuangan atau pejabat yang

ditunluk di bawahnya, melakukan penerimaan sebagai kuasa bendahara

umum Negara bukanhanya sekedar menerima dan mengeluarkan uang

saia, tetapi juga menguji atas kebenaran dari sisi penerimaan dan

pengeluaran keuangan Negara. Menteri Keuangan seba8ai Bendahara

umum Negara berfungsi sebagai pengelolaankeuangan Negara juga

sebagai kasir dan pengawas serta manaier keuangan pemerintah'

Adapun fungsi keuangan yang dilakukan oleh Mnteri KeuanBan hanya

sebatas pada rechmatighed dan wetmatigheid dan hanya dilakukan pada

saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran keuangan Ne8ara' sangat

berbeda dengan fungsi pre audit yag menjadi kewenangan menteri

tekhnis atau post audit yang menjadi kewenangan aparat pengawasan

fungsional dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Penerapan kaidah-kaidah dalam pengelolaan keuangan negara' san

Bat dirasakan sekali dalam pelaksanaan pengelolaannya, Fungsi

pengelolaan sumber daya keuangan Negara, dirasakan sangat

pentingnya fungsi perbendaharaan' yang meliputi perencanaan kas'

pencegahan akan terjadinya kebocoran dalam pengelolaan keuangan

neBara serta pemanfaatan sumber daya keuangan yang dirasakan

murah dan pemanfaatan sumber dana yang menganggur (idle cashJ

untuk meningkatkan dapat meningkatkan kemampuan sumberdaya

keuangan.

Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

juBa mengatur Prinsip-prinsip yang mengatur yang berkaitan dengan

pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan' dan

penerimaan, pengeluaran, pengelolaan utang dan piutang serta

pengelolaan investasi dan pengelolaan barang milik Negara/daerah'

4) Penatausahaan dan Perta nggungjawaba n Pelaksanaan AnSSran

Unda ng-Unda ng No. l Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara' iuga

mengatur tentang bagaimana penatausahaan dan pertanggunglawaban

dalam pengelolaan keuangan nega ra yang akuntabel berdasarkan kaidah-

kaidah dalam penatausahaan dan pertanggungjawaba n pengelolaan

keuangan negara' Dalam mempertanggunglawaban pengelolaan

12
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keuangan negara harus tepat waktu dan disusun berdasarkan standar
akuntansi pemerintah, sehingga perlu diatur dan ditetapkan ketentuan
yang mengatur nya yang meliputi:

1. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui prose akuntansi
pemerintah;

2. Laporan keuangan disaiikan berdasarkan akuntansi pemerintah
yang meliputi laporan Realisasi Anggaran, neraca, dan Laporan Arus
Kas disertai dengan Catatan atas laporan Keuangan (CA[K).

3. Laporan keuanga n disajikan sebagaiwujud daripertanggung[awaban
dari setiap entitas pelaporan yang meliputi: Laporan keuangan
pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian Negara/lembaga,
dan laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Laporan pemerintah dan pemerintah daerah disampaikan kepada
DPR/DPRD selam-lambatnya 6 bulan setelah tahuan anggaran yang
bersangkutan selesai dilakanakan.

5. Laporan keuangan pemerintah, dtaudit oleh lembaga independen
yaitu lembaga ekternalk pemerintah dan pemerintah daerah secara
profesional sebelum disampaikan kepada DpR dan DpRD.

6. Keuangan Pemerintah dapat menghasilkan statistic keuangan
yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan pemerintah
(Government Finance Stotistics/GFS) sehingga dapat memenuhi
pengelolaan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengeroraan
dan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis
perbandingan antarnegara (cross country sfudiesJ, kegiatan
pemerintahan, dan penyajian statistic keuangan pemerintah.

Sampai saat ini dirasakan laporan keuangan pemerintah belum
sepenuhnya, mengikuti standar akuntansi pemerintah, yang
diisyaratkan dalam pasal 32 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara menjadi acuan bagi pemerintah pusat
dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuanga nnya.

5) Penyelesa ia n Kerugian Negara/Daerah

Undang-UndanB No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara, iuga mengatur tentang penyelesaiaan kerugian Negara dan
daerah, yang dikibatkan adanya kelalaian dan penyimpangan dalam
pengelolaan keuangan negara dan daerah yang dilakukan oleh para

IJ
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pejabat pengelola keuangan Negara dan Daerah undang-undang ini

juga secara tegas menegaskan bahawa setiap adanya krugian Negara

dan daerah harus dapat diselesaikan secepatnya serta dikembalikan'

Dan kepada setrap Pimpinan lembaga baik Kementerian dan lembaga

tinggi Negara serta satuan kerla perangkat daerah, jika menemukan

terjadi trndakan penyimpangan yang mengakibatkan adanya kerugian

Negara dan daerah, wa.lib dengan segera melakukan tuntutan ganti

rugi secepatnya dan kepada pejabat yang melakukannya dapat diambil

tindakan baik secara administrative mapun secara hukum berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku Pengenaan ganti rugi

kenada Bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)'

sedangkan pengenaan ganti rugi bukan bendahara, ditetapkan oleh

menteri/pimpinan lemba ga gubernur/bupati/walikota'

6) Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat'

dapat membentuk badan layanan umum yang bertugas dan mempunyai

kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat' berupa

penyediaan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka

memajukan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan

masyarakat. Kekayaan yang dimiliki oleh Badan Layanan umum

merupakan kekayaan negarayang tidak terpisah serta dikelola dan

dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Sehingga

pengelolaan Badan Layanan Umum,.iuga harus menyusun dan membuat

laporan pertanggungjawaban yang tidak terpisahkan dari laporan

Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah' AdaIum pembinaan

keuangan Badan Layanan Umum dilakukan dan menjadi tanggung jawab

dari Kementerian Keuangan, sedangkan pembinaan secara tekhnis

menjadi tanggungjawab dari kementerian teknis yang bersangkutan

(Sumber: Undang-UndangNo l Taun 2004tentang Perbendahraan Negara)'

1.2.3 UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2OO4 TENTANG PEMERIKSAAN,

PERTANGGUNGIAWABAN PENGETOTAAN KEUANGAN NEGARA

1. Dasar pemikiran dengan ditetapkankanya Undang-Undang No' 1

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan langgung Jawab

Keuangan Negara, adalah, untuk menjawab atas ditetapkannya Undang-

Undang No. u Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-

Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara' diketahui

t4
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bersama bahawa, dalam kedua undang-undang tersebut diatur
tentang bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan negara secara
jelas, tetapi untuk masalah pemeriksaan dan perta nggungjawa ban
pengelolaankeua ngan Negara, belum diatur secara detail tenrang stapa
yang melakukan pengawasan, pemeriksaan da npengendalian, sehingga,
kebijakan pemerintah, dalam rangka paket reformasi pengeluaran
keuangan Negara, untuk mencapa i penyelenggaraa n pemerintahan yang

bersih, bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme serta untuk mewujudkan
good governance, pemerintah mengeluaran dan menetapkan Undang-
Undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan
Pertanggungjawa ban Keuangan Negara. Undang-undang ini membahas
secara jelas, lembaga yang melakukan tugas untuk mengawasi dan
melaksnakan tugas-tugas pemeriksaan secara eksternal, selain
pengawasan dan pemeriksaaan internal pemerintah dan pemerintah
Daerah.

2. Badan Pemeriksa Keuangan, merupakan institusi yang benanggung
jawab untuk melakukan tugas-tugas pengawasan dan pemeriksaan
pengelolaan keuangan Daerah. Dalam pasal 2 Undang_Undang No. 17
Tahun 2003, menegaskan, di mana BpK diberikan kewenanean unrur
melakukan 3 {tiga}ien js pemeriksaan yang meliputi:

a. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemeriksaan keuangan
ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini
tentang tingka kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan pmerintah.

b. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan
efisieensi, serta pemeriksaan atasa aspek efektivitas yang lazim
dilakukan bagi kpentingan intern pemerintah.

c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang
dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan
pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tu.iuan tertentu
ini adalah pemeriksaan atas hal hal lain yang berkaitan oengan
keuanga n dan pemeriksaan investihasi.

15



Teori dafl InPlet efltasi Budget Sikl6 Keuanga Daerah

3. Pela ksanaan Pemerikasaan

BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam keti8a tahapan

pemeriksaan yang akan dilakukannya' yakni perencanaan, pelaksanaan

dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan

mencakup kebebasan dalam menentukan objek yang akan diperiksa'

kecuali pemeriksaan yang objeknya telah diatur tersendiri dlam undang-

undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari

lembaga Perwakilan.

Untuk mewuiudkan perencanaan yang konprehensil BPK dapat

memanfaatka n hasil pemeriksaan a parat pengawasa n intern pemerintah'

memerhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi

dari berbagai pihak. Sementara itu kebebasan dalam penyelenggaraan

kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan

waktu pelakanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode

pemeriksaan yang bersifat investiSasi. Selain itu kemandirian BPK dalam

melakukan pemeriksaan keuangan Negara mencakup ketersediaan

sumberdaya aparaturnya, anggaran' dan sarana pendukung lainnya

yang memadai.

BPK dapat memanfaat hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat

pengawasan intern pemerintah Dengan demikian, kuas pemeriksaan

yang dialakukan dapat disesuaikan dan difocuskan pada bidang-

bidang yang secara potensial berdampak pada kewajardn laporan

keuangan Negara. Sehingga aparat pengawasan intern pemerintah

wa.iib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Badan Pemeriksaan

Keuanga n.

Hasil pemeriksaan dan Tindak lanjut

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disaiikan dalam

laporan hasil pemeriksaan (tHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan

selesai. Pemerikaan keuangan akan menghasilkan opini Pemeriksaan

kinerja akan mengahasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi'

sedangkan pemeriksaan dengan tuiuan tertentu akan menBhasilkan

kesimoulan. Dan rekomendasi

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPRD dan DPD

sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti' antara lain dengan

membahasnya bersama pihak terkait.
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BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilkukan
selama 1 {satu} semester. tkhtrsar dimaksud disampaikan kepada DpR/
DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan kepada presiden serta
gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan aga r memperoleh informs
secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan yang dilakukannya.
Dalam rangka transparansi akuntabilitas laporan hasil pemeriksaan
yang dilakukanoleh BpK, maka laporan hasil pemeriksaan yang sudah
disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan bersifat terbuka
untuk umum. Dengan demikian, nasyarakat dapat memperoleh
kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan antara lin pemantauan
atas tindak lanjut tersebut kepada DpR/DpD/DPRD.

(Sumber: Undang-Undang No. j.5 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengetotaan
dan pertangBUngjawaban keuangan Negara).

1.3 PENGENAAN GANTI KERUGTAN NEGARA/DAERAH

Dalam pasal 62 ayat (3) pada Undang-Undang No. l Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, mengatur lebih lanjut tentang pengenaan
ganti kerugiann egara/daerah terhadap bendahara. BpK menerbitkan
surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara
atas kekurangan kas/barang yang terjadi., setelah mengetahui adanya
kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan Keuangan
Negara/daerah. Bendahara tersebut dpat mengalukan keberatan terhadap
putusan BPK. Pengaturan tata cara penyelesaiaan ganti kerugian Negara/
barang ini ditetapkan oleh BpK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.

Pada era reformasi pengelolaan keuangan daerah mengalami
perubahan di mana pola penganggaran, penatausahaan/akuntansi serta
pelaporan keuangan berubah dari vertikaal menjadi horizontal.

Secara harafiah Siklus pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan-
tahapan dari kegiatan atau proses pengelolaan keuangan daerah, yang satu
sama lain saling terkait dan Sehingga untuk mengerti dan memahami akan
pengelolaan keuangan daerah secara benar, kita harus memahami secara
utuh tidak secara parsial atau separuh-paruh. Semua ini agar dipahami
sehingga kita dapat mengerti dan memahaminya dengan benar sesuai
atu ra n yang berla ku.

"Keuangan Daerah, merupakan semua hak dan kewaliban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat

*-,
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dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya semua kekayaan daerah

yang dapat dinilai dengan uang berhubungan dengan hak dan

kewajiba n tersebut"

Dari penjelasa n tersebut diatas' hak da n kewajiban daerah, berdasa rkan

azas otonomi daerah. merupakan kewajiban daerah termasuk kewenangan

daerah dalam menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan'

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerah'

. Hak Pemerintah Daerah

1. Mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri

dalam arti penyelenggaraan pemerintahan' pembangunan dan

pelaYanan kePada masYa rakat;

2. Melakukan pemilihan kepala daerah, untuk sebagai pemimpln

daera h;

3. Mengurus dan mengelola aparatur daerah;

4. Men8gali dan meningkaikan dan mengelola potensi-potensi ke

kekayaan daera h;

5, Melakukan pemun8utan pajak dan restribusi daerah, dan

mengelolanya berdasarkan Undang-Undang No' 28 Tahun 2009

tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

6. Berhak mendapatkan bagi hasil dari sumber pengelolaan

sumberdaya alam dan sumber buatan lainnya yang ada di daerah;

7, Menerima sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah;

8. Mempunyai hak lain yang diatur dalam undang-undang dan

peraturan-peraturan yang berlaku saat ini'

Sumber: Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Femeriksaan dan

Pertanggungrawaban Pengelolaan Keuangan Negara'

Sebagai instrumen kebiiakan utama bagi pemerintah daerah, adalah

anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)'

Anggaran daerah merupakan salah satu instrumen bagi mendukung

pelaksanaan kebiiakan publik di Daerah, di mana pelaksanaan pelayanan

publik sangat membutuhkan anggaran yang tidak sedikit'

I8
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Kebijakan di dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran
lebih difocuskan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
yang menjadi skala prioritas dan preferensi daerah.

Dikarenakan ApBD merupakan instrumen penting sebagai pedoman
dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah, maka diharapkan dalam
pengelolaannya dapat memberikabn informasi sejelas_jelasnya kepada
para pe./abat pengelola keuangan daerah dan masyarakat didaerah, hal ini
dimaksudkan adalah untuk adanya check and bolonces dalam perarsanaan
pengelolaa n APBD.

Prinsip tranparan, keterbukaan dan akuntabel dalam pengelolaannya
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi
Pemerintah serta Undang-Undang dan peraturan Daerah. Apabila ini
dijalankan dalam mengimplementasikan pengelolaan APBD, Insya Allah,
tidak ada masalah dalam memperta nggungjawa bkannya.

Pengelolaan keuangan daerah, merupakan bagian dari ilmu
pemerinta han

Permasalahan aktual pengelolaan keuangan daerah, akhir_akhir ini
menjadi topik yang sangat aktual, di mana terjadi konflik penyusunan
Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah RApBD DKI Jakarta, di mana
DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta tidak sepaham paoa saat
pemba hasan RAPBD tahun 2014, Konflik semacam ini seharusnya tida k perlu
terjadi seandainya masing-masing pihak mengikuti aturan main yan6 tetah
ada. Pemerintah Daerah diharuskan dapat menciptakan good governonce
dan clean Government dalam hal tata kelola pemerintahan yang didukung
atau mengunakan Dana ApBD,

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 13 Tahun 2006. pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam
permendagri ini melipuh kekuasaan pengelolaan keuangan daeran, azas
umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan ApgD,
penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DpRD,
pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan
keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, perta nggungjawa ba n
pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan
daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD (Badan layanan

|--
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Umum Daerah). Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib'

taat pada peraturan perundang-undanga n, efektif' efisien' ekonomis'

transparan, dan bertanggung lawab dengan memerhatikan azas keadilan'

keoatutan, dan manfaat untuk masyarakat'###
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BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

2.1 PENDAHULUAN

2. 1. 1 KETERKAITAN PERENGANAAN DAN PENGANGGAMN

p eren.anaa n rnerupakan acuan bagi penganggaran merupakan proses
I di dalam menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan

daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Sedangkan Kebijakan
Umum Anggaran dalah merupakan bagian dari dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam
merencanakan pembangunan dan pengambilan kebi.jakan pemelnran
daerah, KUA mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam penyusunan
progam dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam penyusunan
perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan partisipasr masyaraKat
dan seluruh jajaran pemerintah daerah terkait, tujuan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat
yang dilakukan pemerintah daerah adalah semata untuk mensejahterakan
masyarakat daerahnya.

Berdasarkan pasal 153 Undang_Undang No.32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun dan
dibuat secara berjenjang, hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
daerah, pela ksa na a n dan pengawasan daerah. ApBD merupa kan diokumen
perencanaan daerah berdemensi l tahun anggaran dan membutuhkan
Kebijakan Umum ApBD, sebagai formulasi dari kebijakan anggaran dan
kebijakan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan
dengan formulasi kebijakan fiscal daerah. Adapun kebijakan operestonal
anggaran lebih ditekankan kepada alokasi sumberdaya berdasarkan
Strategi dan Prioritas. Sehingga penyusunan KUA dan Strategi dan priorjtas
(SP) harus didasarkan kepada rencana pembangunan jangka menengan

-
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daerah (RPIMD) sebagai dokumen perencanaan yang berdemensi 5 tahun

anggaran.

Adapun perencanaan dan penganggaran daerah untuk demensi 1 tahun

anggaran merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan unit

t"ll d.t.t p.."rintah daerah (5KPD)Yang meniadikan pedoman atau dasar

,ntuk penyusunan KUA dan SP dengan terlebih dahulu melalui mekanisme

musrenbang pembanguna n daerah '

Gambar di bawah ini mencerminkan keterkaitan antara Perencanaan

dan penganggaran daerah. 
Gambar 2.1

@ @"@I@'
Sumber: Permendagri No 13 Tahun 2006 {diolah)'

Secaraskematisketerkaitanperencanaandanpenganggaranter|ihat
dalam gambar di bawah ini:

Gambar 2.2 Alur keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran daerah

PERENCANAAN DAERAHP€NGANGGARAN DAERAH

I

ffi
itffiffi-

Sumber: Permendagri No 13 Tahun 2006 (diolahl

2.1.2 PERENCANAAN

Secarateori'dikemukakanolehConyersdanHi|ls(1984)Perencanaan
didefinisikan sebagai proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan

dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada' dengan

sasaran untuk m€ncapaituiuan tertentu dimasa mendatang

Adapun menurut pendapat Todaro {2000) dari sudut pandang ekonomi

perencanaan adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkordinir

pengambilan keputusan ekonomi dalam iangka panjang serta mempengaruhi'

men=gatur dan dalam beberapa hal mengontroltingkat dan laju pertumbuhan
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berbagai varia ble ekonomiyang utama untuk menca pai tujuan pembangunan
yang telah ditentukan sebelumfl yir_

Menurut pendapat Todaro (2009) perencanaan diperlukan dikarenakan
adanya empat halyaitu: kegagalan pasar, mobilisasi, alokasi sumberdava dan
dampak psikologis.

Untuk mengatasi kegagalan pasar dibutuhkan perencanaan yang
mencakup adanya eksternalitas, penyediaan barang publik murni, monopoli.
Liberalisme perorangan terbukti melahirkan pasar yang tidak sehat dan
menyebabkan hdak meratanya penguasaan sumberdaya yang dapat
menyebabkan pengaturan harga. perencanaan dibutuhkan juga untuk
mengatur dan mengantisipasi perubahan social ekonomi yang diakibatkan
oleh perubahan ekonomi makrodan mikro dan juga perubahan soctat yang
terjadi. Menurut Todaro 2009) factor yang mempengaruhi perencanaan
adalah adanya gap antara teori dengan kenyataan yang sebenarnya. Contoh
political will dan implementasi rencana. penyebab kegagalan perencanaan
menurut pendapat Killick (1976) beberapa penyebab gagalnya perencanaan
disebabkan adanya gangguan ekonomi yang tidak terantisipasi baik eksternal
maupun internal, kelemahan kelembagaan, lack of political will.

Menurut Griffin, kegagalan perencanaan disebabkan dua hal, pertama
adanya konflik antaratujuan (goal conflicts) menyebabkan timbulnya trade
off antara kebijakan, Misalnya Inflasi dengan pengangguran atau pemerataan
denga n pertum buhan.

Berpedoman pada UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan
Pembangunan Nasional.

Esensi Perencanaan dan penganggaran Daerah lstilah perencanaan dan
penganggaran mungkin saja kita definisikan secara terpisah, perencanaan
dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber
daya yang tersedia. Sementara itu, penganggaran dapat diartikan sebagai
suatu proses untuk menyusun sebuah anggaran; dan anggaran (APBD)
dapat diarfikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DpRD, lalu
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam konteks penyusunan anggaran pemerintah, pada tahap_
tahap tertentu agak sulit untuk membedakan antara domain perencanaan
dan penganggaran. Sebagai contoh, apakah penyusunan dokumen KUA
(Kebijakan Umum Anggaran) ataupun ppAS (prioritas dan plafon Anggaran

-
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Sementara) itu masuk domain perencanaan atau penganggaran? lawabannya

bisa tidak seragam (debateble), karena dokumen tersebut merupakan irisan

antara proses perencanaan dan penganggaran Bahkan di dalam definisi

pengelolaan keuangan daerah yang dinyatakan di dalam pasal 1' PP No' 58

Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tidak digunakan istilah

'perencanaan dan penganggaran' melainkan hanya 'perencanaan'' Hal ini

berartibahwadidalamistj|ahperencanaantersebutsekaligusmengandung
makna penEanggaran.

Di dalam pasal 1, PP No 58 Tahun 2005 dinyatakan bahwa pengelolaan

keuangandaerahadalahkese|uruhankegiatanyangme|iputiperencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggunS'iawaban' dan

pengawasan keuangan daerah. Aktivitas perencanaan dan penganggaran

O.p"t dit 
","t"n 

sebagai tahapan paling krusial dan kompleks dibandingkan

dengan aktivitas lainnya di dalam konteks pengelolaan keuangan daerah' Hal

ini bisa kita lihat dari beberapa alasan berikut ini:

Serangkaian aktivitas (siklus) pengelolaan keuangan daerah' sehingga

apabila perencanaan yang dibuattidak baik, misalnya progra m/kegiatan yang

direncanakantidaktepatsasaran,makakitatidakdapatmengharapkansuatu
keluaran ataupun hasil yahg baik/tepat sasaran'

Perencanaanmelibatkanaspirasisemuapihakpemangkukepentingan
pembangunan (stakeholders) baik masyarakat, pemerintah daerah itu sendiri

dan pemerintah yang lebih tinggi (propinsidan pusatlyang dilakukan melalui

forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari

tingkat kelurahan/desa, dilanjutkan ditingkat kecamatan' tingkat kabupaten/

kota, sampai di tingkat propinsi dan nasional untuk menyerasikan antara

perencanaan pemerintah kabupaten/kota/propinsi dan pemerintah pusat

(perencanaan nasional).

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentanB Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional(SPPN), merupakan landasan dasar yang digunakan

untuk menyusun perencanaan pembangunan baik yang dilakukan oleh

nemerintahdanpemerintahdaerah.Perencanaanmerupakanproses
kegiatan untuk manalap masa depan yang diinginkan melalui tahapan-

tahapandanurutansesuaidenganpilihanyangmenjadiskalaprioritas'
dengan memerhatikan ketersediaan dana yang tersedia' Untuk menjamin

konsistensi dan keterkaitan, perencanaan pembangunan daerah dlsusun

perencanaan, penBanggaran' pelalcanaan dan pengawasan'
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Dokum€n perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota meliputi:

a. Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah;
b. Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah;
c. Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKpD)

provinsi,

Adapun dokumen perencanaan yang dibuat oleh SKpD meliputi:
a. Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat Daerah (RENSTRA_SKpD);

b. Rencana Keria SKPD (Renja SKPDJ.

1l Rencana Jangka panjang Daerah (RtpD)

Spektrum jangka panjang (20 tahun) yang disebut RpJpD (Rencana
Pembangunan Jangka panjang Daerah); yang memilikivisi dan misi yangjelas
dengan rumusan umum yang diinginkan pada saat berakhirnya perencanaan.

Sedangkan misi merupakan upaya_upaya yang ingin dicapai dalam
pelaksanaan untuk pencapaian visi. Didalam penyusuna; RpJpD, mengarah
kepada pembangunan nasionaryang dirumuskan dan ditetapkan daram Rprp
Nasional. Adapun RPJM Daerah mengacu kepada RpJp Daerah provinsi dalam
rangka pembangunan daerah yang tertuang daram RpJp Daerah provinsi
dengan karakteristik daerah.

Sistematika perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan pasal 40
PP No. 8 Tahun 2008 adalah sebagai berikut.

1. Sistematika RpJpD mencakup:
a. pendahuluan

b. Gambaran umum kondisi daerah; dan
c. Analisis isu-isu strategis;

2. Visi dan misl daerah;

a. Arah kebijakan dan
b. Kaidah pelaksa naan.

2) Rencana PembanEunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD)

Merupakan pedoman dan arah pembangunan daerah yang ingin digapai
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan masa bhakti kepala
daerah, yang mendapatkan mandat pada saat dilakukannya pILKADA.

RPJMD merupakan gambaran konrit dari visj dan m|si kepala
daerah yang terpilih dan mendapatkan mandat dari masyarakat. Dengan
memerhatikan dan mempertimbangkan rencana pembangunan daerah,
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dengan memerhatikan dan mempertimbangka n kondisi dan ketersediaan

dana yang dimiliki daerah.

Dalam menyusun RPJM Kepala Daerah terpilih harus memerhatikan hal-

hal sebaagai berikut.

1. Sasaran dan aran pembangunan serta memerhatikan standar

PelaYa nan minimal;

2. Mengacu kepada RPJP Kabupaten/Kota' dengan memerhaikan dan

memerhatikan standar pelayanan minimal yang telah disepakati'

RPJMD disusun dengan memerhatikan kondisi kemampuan fiscal

daerah, strategi pembangunan daerah, kebUakan umum secara makro' serta

memerhatikan Kebiiakan Satuan Kerja Perangkat Daerah[SKPD)'

Dengan mempertimbangkan indikatil keterbatasan sumber-sumber

dan pote-nsi serta kapasitas kemampuan daerah' daerah dapat menyusun

Rencana Keria Tahunan Pemerintah Daerah setiap tahunnya dengan

mengacu t"paaa nelfU Daerah Yang telah disepakati Penyusunan Rencana

Kerla tahunan Daerah merupakan wujud rencana kerja dari setiap Satuan

Kerja Pemerintah Daeran, yang dituangkan ke dalam dokumen Rencana Keria

Pemerintah Daerah (RKPD). Fungsi dari dokumen rencana kerla pemerintah

daerah, adalah sebagai dokumen perencanaan Yang dijadikan dasar untuk

melakukan kordinasi antar SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan

serta evaluasi. (Sumber: Materi Pelatihan Perencanaan dan penganBgaran

Daerah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2013)'

Tahapan-tahaapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah meliPuti:

a. Menyusun rencana ker.ia awal dari pembangunan daerah;

b. Menyiapkan rancangan dari rencana kerja yang akan dikerjakan;

c. Melakukan musyawarah kerja pembangunan (Musrenbang); dan

d. Menyusun rancangan akhirt dari pembangunan yang akan

dilaksanaka n'

Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah' yang bertanggung

jawab dibidang pembangunan mempunyai tugas dan tanggung iawab untuk

menyiapkan dan menyusun tahapan-tahapan dari RPJM Daerah' dengan

memerhatikan dan mempertimbangkan usulan yang disampaikan dari setiap

SKPD daerah Yang meniadi kewenangannya'

Peraturan daeran, merupakan landasan dasar untuk menetapkan RPJM

Daerah, yang disusun berdasarkan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan
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Rakyat Daerah (DpRD). Rp]M Daerah dibuat, setelah terpjtihnya kepala
daerah, dengan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sejak terpilihdan
dilantiknya kepala daerah terpilih,

Musrenbang diselenggarakan dari tingkat desa sampai kepada
musrenbang tingkat provinsi dan nasional, adalah untuk menlanng aspirasi
dan partisipasi seruruh komunitas masyarakat daerah, daram turut serta
merancang dan merumuskan apa yang menjadi kebutuhan daerah dalam
pembangunan, baik didesa, kecamatan dan kabupaten/kota. Musyawarah
kerja pembangunan merupakan forum yang sangat strategrs di daram
menjaring aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. pada
musrenbang tentunya akan dibahas semua usulan-usulan yang datang baik
dari masyarakat maupun jajaran aparatur pemerintah daerah yang dalam
hal ini para SKpD di Daerah. Masing_masing SKPD tentunya mempunyai
rancangan dari program dan kegiatan yang akan diusulkan untuk menjadi
rencana kerja pemerintah daerah, dan masyarakat pun juga mempunyai
berbagai usulan yang akan dimasukan dalam rencana k"l, p"ru.,ntrf,
daerah. Dengan memadukan kedua kepentingan bersama untuk di'jadikan
satu kepentingan bersama dalam perencanaan pembangunan sudan
Darang tentu dokumen perencanaan daerah yang dihasilkan pada saat
musrenbang dilaksanakan tentunya dapat acuan dalam menyusun rencana
kerjapemerintah daerah dalam menyusun dokumen RKpD, setiap tahunnya,
untuk diusulkan menjadi rancangan kebijakan umum ApBD tentunya dengan
memerhatikan ketersediaan dan kemampuan dana yang tersedia di daerah.

Sistematika RpJMD mencar<up:

a. Pendahuluan;
b. Gambaran umum dan kondisi daerah;
c. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta keranska

pendanaa n;
d, Analisis isu-isu strategrs;
e. Visi dan misi, tuiuan dan sasaran.

3) Rencana Strategis Daerah (Renstral

Renstra merupakan penjabaran dari dokumen RKPD, disusun sebagai
landasan dasar dari pelaksanaan operasional RpJM Daerah. Dari semua ruqas
pokok dan fungsi dari masing-masing SKpD.

Rujukan utama penyusunan renstra adalah RPJM Daerah, dan standar
pelaya nan minimal daerah.

't,f



28

Teori dtln lrfiPleflentasi Budget Siklus Keuangan Daerah

Renstra berisikan antara laln, visi dan misi, tuiuan dan sasaran yang ingin

dicapai, kebilakan dari program dan kegiatan pembangunan berdasarkan

tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD

Setiap SKPD diwajibkan untuk membuat renstra SKPDnYa' dengan

memerhatikan dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah yang menjadi acuannya

Strategi dan Arah kebiiakan

Kebi.jakan umum dan program pembangunan daerah:

1. lndikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan;

2. Penetapan lndikator kiner.ia daerah;

3. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Sistematika Rencana Strategis Daerah (Renstra Daerah) mencakup:

a. Pendahuluan;

b. Gambaran Pelayanan SKPD;

c. Isu-isu strateBis dan tujuan, sasaran' strategi kebijakan;

d. Visi dan misi, strategi, tujuan dan sasaran' strateggi dan kebijakan;

e. Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja' kelompok sasaran

dan Pendanaan indikatif;

f. lndikator Kinerja Utama SKPD yang mengacu pada tuiuan dan

sasaran SKPD'

4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Merupakan tahapan selanjutnya dalam menyusun dan merumuskan

rencanakerjadankebutuhanpembangunandaerah,yangakandimasukan
ke dalam rancangan penyusunan APBD'

RKPD merupakan dokumen rencana kerja pemerintah daerah periode

tahunan daerah RKP Daerah merupakan penjabaran secara detail setiap

tahunnya dari RPJM Daerah, dengan memerhatikan rencana program dan

kegiatan yang memiliki skala prioritas yang tinggi dan utama untuk dilakukan

dalam rencana keria tahunan daerah'

Rencana Keria Pemerintah Daerah (RKP) Daerah disusun dengan

memerhatikan sebagai berikut.

a'Skalaprioritasdarirencanaprogramdankegiatanyangdijabarkan
dalam RPIM Daerah;
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b. Dengan memerhatikan dari seluruh aspirasi masyarakat daerah,
dan pemangku kebijakan didaerah, yang dimusyawarahkan pada
saat musrenbanB yang dilakukan dimulai dari musrenbang desa,
musrenbang kecamatan, musrenbang Kabupaten/Kota dan provinsi
serta Nasiona l.

Yang perlu mendapatkan perhatian dalam menyusun RKp Daerah adala h
kerangka makro ekonomi daerah, di mana kerangka ekonomi makro daerah,
merupakan proyeksi dari gambaran umum pendapatan daerah, dan alokasj
belan.ja daerah, serta sumber-sumber dari semua potensi_potensi daerah
yang ada dan tersedia dan asumsi dasar untuk pengalokasian penda naan dari
seiap rencana kerja pemerintah daerah.

Dokumen Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai
upaya untuk menjamin keterkaitan dan keberlanjutan dari perencanaan,
penganggaran, pelaksanaa n dan evaluasi serta pengawasan.

Yang memiliki tangung jawab untuk menyusun rencana awal RKpD
Daerah adalah Bappeda, karena Bappeda merupakan Satuan Kerja perangkat
Daerah yang memiliki tupoksi dari koordinasi perencanaan di daerah.

Sistematika Rencana Kerja pemerintah Daerah {RKpD) mencakup:
a. Pendahuluan;

b. Evaluasi pelaksanaan RKpD tahun lalu;

c. RancanBan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;

d. Prioritas program dann kegiatan prioritas daerah.

5l Rencana Keria (RENJAI Satuan Kerja perangkat Daerah

Dalam rencana pembangunan tahunan daerah, masing_masing SKPD,
diwajibkan untuk menyusun dan membuat rencana kerja SKPD nya dengan
memerhatikan Renstra SKPD, Dokumen Renra memiliki jangka waktu hanya
untuk periode satu tahun, dengan memasukkan seluruh kebijakan, program
dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKpD masing_masing.

Dalam menyusun rencana kerja SKPD harus memerhatikan dan
mempertimba ngkan hal-hak sebagai berikut.

1. Sasaran yangakan dicapai dalam renstra SKPD, yang telah
ditetapka n;

2. labaran dari rencana kegiatan dan sasaran kegiatan serta
keluarannya guna capaian sasaran hasildaritahun berkenaan daoat
d icapai:

-
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3. Analisis perkiraan maju anggaran atau MTEF, guna mengetahui

plafon pagu indikatif untuk setiap dari pelaksanaan program dan

kegiatan dengan mengutamakan standar pelayanan minimal yan8

hendak dicapai dengan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan

yang lelas.

Rencana Kerja SKPD setiap tahunYa, ditetapkan dengan peraturan atau

keputusan kepala Daerah.

Sistematika Rencana Keria Daerah, mencakup:

a. Pendahuluan;

Evaluasi pelaksanaan Renia SKPD tahun lalu;

Tuiuan, sasaran, program dan kegiatan;

Indikator kiner.ia dan kelompok sasaran yang menggambarkan

pencapaian Renstra SKPD;

e. Dana indikatif beserta sumberdaya serta praklraan maJu;

f. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan

kegiatan; dan

g. PenutuP.

Dokumen-dokumen tersebut satu sama lainnya saling terkait' di

mana dokumen yang sifatnya lebih tekhnis seperti (iangka pendek) harus

memerhatikan dokumen RPJP dan RPIMD yang bersifut lebih strategis'

Dokumen perencanaan harus memerhatikan dokumen perencanaan

pembangunan nasional. (sumber: UU 2 Tahun 2004, PP no 8 Tahun 20O8 dan

Permendagri 54 Tahun 2010).

Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang bertanggung

jawab dibidang pembangunan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk

menyiapkan dan menyusun tahapan-tahapan dari RPJM Daerah' dengan

memerhatikan dan mempertimbangkan usulan yang disampaikan dari setiap

SKPD daerah yang menjadi kewenangannya'

Peraturan daerah, merupakan landasan dasar untuk menetapkan RPJM

Daerah, yang disusun berdasarkan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) RPJM Daerah dibuat, setelah terpilihnya kepala

daerah, dengan tenggang waktu selama 5 (enam) bulan seiak terpilihdan

dilantiknya kepala daerah terpilih.

2.1,3 INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebi.iaksanaan dalam mewuiudkan

b.

c.

d.
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sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (tAN, 1993). Menurut pendapat
Pulakos (2004), indikator kinerja merupakan wu.jud yang dapat memberikan
gambaran objektif yang bias diterima oleh banyak pihak, dan memiliki
indiokatcr terukur yang berbeda pada setiap tingkatan atau level pelaksana.
Sedangkan menurut pendapat Bates dan Holton, 1995, indikator kinerja
adalah perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu
kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional sehingga cara
mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyaknya faktor.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa indiikator
kinerja merupakan gambaran yang objektif atas kinerja yang dihasilkan
dalam suatu mekanisme dan proses. tndikator kinerja dapat berfungsi untuk
memperjelas tentang apa, bagaimana, siapa dan kapan suatu kegiatan
dilaksanakan.

Kreteria penyusunan indikator kinerja yang dapat dipertimbangkan:
a- Relevont, indikator terkait langsung dengan tugas institusi, serta

realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi;
b. Well-defined, definisi indikator kinerja jelas dan bermakna ganda

sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan;
c. Meosuroble, indikator kinerja yang digunakan diukur dengan skala

penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran
secara kuantitas, kualitas atau harga.

d. Approprite, indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya
peningkatan pelayanan kinerja;

e. Reqlible, indikator kinerja yang digunakan akurat dan dapat
mengikuti perubahan tingkatan kinerja

f. Verifioble, indikator kinerja memungkinkan proses validasi dalam
sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator;

g. Cost-EJfective, kegunaan indikator kiner.ja sebanding dengan biaya
pengumpulan data.

Target Kinerja d isusun setelehdila kuka n indikator kinerja dan d itetapka n
terlebih dahulu. Menetapkan target kinerja harus memerhatikan standar
kinerja yang dapat diterima. Salah satu cara menentukan standar kinerja
adalah dengan mengacu kepada tingkat kinerja institusiyang sejenis sebagai
perwujudan best practice. Standar kinerja dan target kinerja dinyatakan
dengan jelas pada awal siklus perencanaan. Hal ini dimaksudkan suna
menjamin akunta bilitas pencapaian kinerja.

-
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Kreteria dalam menentukan target kinerja dapat menggunakan

pendekatan " SMART " Yaitu:

1. Spesific, sifat dan tingkatannya kineria dapat diindentifikasi dengan

jelas;

2. Measurable; target Klnerja dinyatakan dengan jelas daan terukur

baik baBi inkator kinerja yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas'

kualitas dan biaya;

3. Achievable; target kineria dapat dicapai terkait dengan kapasitas

dan sumber daYa Yang ada;

4. Relevant; mencerminkan keterkaitan antara target output dalam

rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara

target outcome dalam rangka mencapai target impact yang

ditetaPkan;
5. Time bond; waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan'

(Sumber: PP no 8 Tahun 2008 dan Permendagri 54 Tahun 2010)

Gambar di bawah ini terlihat alur informasi kineria

Sumber: SEB Menneg PPN/Kepala Bappenas dan Meteri Keuangan

No.O142/M' PPN/06/2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan

PengangBaran

Pengukuran kinerja harus dilakukan secara efisien dan efektif dan

membandingkan antara manfaat dan biaya yang dikeluarkan Berlebihan

Gambar 2.3 Alur Informasikineria

32
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informasi kinerja akan sangat tidak manfaat dan harus dapat dihindari, jika
tidak dalam pengukuran kinerja akan terasa sulit untuk untuk dikelola dengan
baik dan akan semakin besar biaya pelaksanaannya. Sehingga narus dapat
dipertimbangkan cost benefit sebuah sistem pengukuran kinerja yang akan
dikembangkan kemudian. Sebuah sistem pengukuran kinerja diharapkan
hanya dapat mengukur kinerja yang sangat strategis {key performance
indicators).

Pengukuran kinerja organisasi yang sering digunakan jenis informasi
a. Indikator input {input), merupakan segala sesuatu yang sangr

dibutuhkan untuk terlaksananya kegiatan_kegiatan dalam
pencapaian keluaran.

b. Indikator proses adalah ukuran tingkat efisiensi organisassi dalam
pencapaian proses keluaran.

c. Indikator keluaran merupakan sesuatu yang dapat menunjukkan
bentuk dan besaran produk secara langsung dari keglatan_kegiatan
secara langsung yang dllaksanakan.

d. Indikator hasil sesuatu yang dapat menunjukkan berfungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah.

e. Indikator manfaat, merupakan gambaran capaian outcome yang
dapat memberikan manfaat tercapainya tujuan kinerja organisasi,

f. Indikator dampak, merupakan pencapaian tujuan pembangunan
daerah, dan merupakan hasil tertinggi yang dapat diberikan dari
semua program-program dan kegiatan yang dilaksanakan.

2.1.4 INOIKATOR KINERIA MAXRO DAN MIKRO

Indikator kinerja makro danmikro, merupakan indikator perencanaan
pembangunan, dapat dibedakan, di mana makro merupakan indikator yang
berisi tentang variable variable social ekonomi nasional dan regional dan
merupakan acuan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan
daerah. Sedangkan indikator mikro merupakan menitik beratkan pada hal-
hal yang bersifat strategis dan khusus dari uralan program dan kegiatan
perencanaan pembangunan daeran.

a. Penyusunan indikator kinerja

Indikator kinerja dapat disusun dengan menentukan hal_hal sebasai
berikut.

a, Harus dianalisis penghitunBan biaya yang dikeluarkan dengan
tujuan yang akan dicapai dari suatu program dan kegiatan;
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b. Indikator dapat diharapkan dan diterapkan:

1. Masukan

2. Efisiensi-keluaran'

3. Efektivitas-hasil,

4. Kualitas, dan

5. KePuasan Pela nggan '

6, Indikator memerlukan definisi dan penafsiran yang hati-

hati dan sering kali diformulasikan, diimplementasikan dan

ditafsirkan dengan tidak baik'

Beberapa langkah dalam menyusun Indikator kinerja:

1. Menyusun dan menetapkan rencana strategis' visi' misi' tuiuan'

sasaran dan capaian tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan'

Z. t\4engindetifikasi data-data dan informasi yang didapat dan

dikembangkan untuk dijadikan bahan indikator kinerja'

3, Dipilih data-data dan informasi tersebut dan tetapkan meniadi

indikator yang relevan dan mempunyai pengaruh besar terkait

dengankeberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan'

b. Indikator Kinerla Kunci (lKK)

Key performdnce indicotor merupakan bagian dari indikator kinerja

orgrnlrrsi. Dan merupakan bagian dari pengukuran dan peningkatan kineria

,"ir. ,"..r. detail merupakan akuntabilitas kineria instansi pemerintah'

SehinBga awal yang harus dilakukan adalah menentukan apa yang meniadi

kinerja utama dari instnasi pemerintah Tujuan, sasaran strategis merupakan

kineia kunci instansi pemerintah yang bersangkutan Sehingga Indikator

kiner.!a kunci dapat dijadikan ukuran keberhasilan instansi terebut'

Manfaat dan tujuan dari penbetapan indikator kinerja kunci instansi

pemerintah adala h:

1. untuk memperoleh informasi kineria dan penting diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kineria dengan benar'

2, Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dan peningkatan

akuntabilitas kinerla.

Indikator kineria kunci dapat digunakan sebagai dasar yang harus

diacu dalam perencanaan pembangunan' seperti RPJMD dan
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RKPD, ataupun ApBD. Dokumen perencanaan yang baik adalah
jika dokumen itu dapat dilakukan evaluasi terkait selauhmana
keberhasilannya. Sehingga tigkat keberhasilan itu sangar rergantung
kepada indikator kinerja yang dipakai sebagai alat ukur dalam
pencapaian pelaksanaan progrum dan kegiatan.

Di bawah ini gambaran kaitan antara perencanaan dengan indikator
kinerja

Gambar: 2.4, Kaitan antara perencanaan dan perencanaan

Sumber: Perencanaan dan penBanggaran Kementerian Keuangan, Jakarta 2013.

2.2 KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH

Kebijakan anggaran (budget policy formulation), dan perencanaan
operasional anggaran (budget operotional plonning) merupakan kerangka
konseptual dari kebijakan pengangBaran pada saat penyusunan APBD.

Kebijakan umum ApBD atau yang lebih dikenal dengan singkatan KUA,
proses kegiatanyang di/akukan pemerintah daerah dalam rangka menyusun
kebijakan dan merencanakan penyusunan APBD terkajt dengan formulasi
kebija kan fiscal daera h.

Kebijakan operasional anggaran, terkait dengan besaran atokasi
penganggaran yang akan dialokasikan ke dalam Kebijakan Umum APBD.

APBD setelah disusun dan direncanakan lalu diajukan kepada DpRD
untuk dilakukan pembahasan bersama antara pihak DPRD dan pemerintah
daerah, guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan oleh pihak DPRD,
sebagai lembaga yang mempunyai dan memiliki hak budget dan fungsi
pengawaan.

PenBanggaran dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menyusun
sebuah anggaran; dan anggaran (ApBD) dapat diartikan sebagai rencana
keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah, dibahas dan

JJ
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disetuiui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD' serta ditetapkan

dengan Praturan Daerah.

2.2.1 FUNGsI ANGGARAN

Anggaran mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan' pengawasan/

alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Setelah tahap perencanaan dan penganggaran selesai dilaksanakan'

tahap berikutnya merupakan domain pemerintah daerah selaku eksekutif'

yaitu tahap pelaksanaan' penatausahaan, dan penBawasan dan akhirnya

ditutup dengan tahap pertanggungawaban Kesimpulannya adalah bahwa

semua tahap dalam siklus pengelolaan keuangan daerah saling terkait erat

dan setiap tahap tentunya memegang peranan penting dalam menyukseskan

pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif' transparan dan

akuntabel. Namun sekali lagi bahwa tahap perencanaan dan penganggaran

dapat dikatakan paling krusial dan kompleks dengan se.iumlah alasan yang

dijelaskan di atas.

Dari berbagai penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut.

J'

4)

Berlakunya era otonomi daerah ditandai dengan ditetapkannya

UU No. ZZ Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No'

25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeritah

Pusat dan Pemerintah Daerah Setelah memasuki era otonomi

daerah, pengelolaan keuangan daerah diatur dengan PP No' 105

Tahun 2000 yang diatur lebih lanjut dengan KepmendaBri No 29

Tahun 2002.

Terjadi reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara yang

ditindai dengan berlakunya paket UU di bidang Keuangan Negara'

yaitu UU U/2003, UU No' l Tahun 2004 dan UU No 15 Tahun 2004'

Dalam perkembangan berikutnya, UV' 7?/1999 direvisi dengan UU

32/2004, dan UU 2511999 direvisi dengan UU 33/2004' Selanjutnya

berimplikasi pada revisi PP No. 105/2000 dengan PP No' 58/2005

tentang Pengelolaan Keuangan daerah; dan revisi Kepmendagri

2912002 dengan Permendagri 13/2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah seianjutnya direvisi dengan Permendagri 59/2007' Revisi

tersebut penyempurnaan, bukan mengganti secara keseluruhan
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5) Dengan keluarnya pp No. 105 Tahun 2000 teijaor pergeseran
mendasar (reformasi) dalam pengelolaan keuangan daerah
(APBD), menyangkut proses penyusunan anggaran berubah dari
sistem tradisional yang menggunakan pendekatan inkremental
dan line item ke sistem anggaran kinerja. pada sistem anggaran
tradisional perta nggungjawaban ditekankan pada setiap input yang
dia lokasikan.

Sedangkan pada sistem anggaran kinerja pertanggungjawaba n tidak
sekedar pada input tetapijuga pada output dan outcome_

Perencanaan dan penganggaran ApBD berbasis kinerja, merupakan
proses perencanaan jangka pendek dan merupakan jabaran dari perencanaan
Jangka menengah daerah dan merupakan bagian darijangka panjang daerah_
Dimana mengutamakan hasil kinerja berarti apa atau berapa besar dana
yang dialokasi untuk mendukung program dan kegiatan, harus terlebih
dahulu diukur berapa besar out put yang akan dihasilkan. Sehingga dalam
penyusunan dan penganggaran APBD harus betul-betul memperhitungkan
daya yang dimiliki, baik pada kinerja aparatur yang melaksanakan, tujuan
dan sasaran setiap program dan kegiatan harus jelas dalam pelaksanaannya
sehingga dalam merancang dan menyusun APBD, harus memerhatikan dan
mempertimbangka n berapa besar alokasi dana yang dibutuhkan dari masing-
masing program dan kegiatan dan berapa besar hasil yang akan dicapai dari
masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.2.2 PENYUSUNAN KEBI,AKAN UMUM APBD (KUA} DAN PENETAPAN
FtApoN AN6caRAN SEMENTARA (ppASl

Dokumen KUA merupakan dokumen yang memuat seluruh kebijakan di
bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan mempertrmbangkan
berbagai asumsi dalam kurun waktu periode satu tahun anggaran, Di
dalam KUA, semua indikator-indikator dan kerangka ekonomt makro
dengan memerhatikan dan mempertimbangkan pendapatan, belanja
serta pembiayaan daerah dengan menggunakan berbagai strategi dalam
mendapatkannya guna capaian yang diinginkannya.

Sedangkan prioritas, merupakan skala yang ditentukan dalam
suatu proses kegiatan yang dinamis, sehingga untuk menentukan dalam
pengambilan keputusan sangat memerhatikan kepentingan yang betul
strategis dan skala utama guna mendukung pengambilan keputusan yang
tepat dan sangat bermanfaat.

J/
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Dengan menggunakan prioritas, maka tujuan yang menjadikan

kebutuhan semua pihak baik masyamkat, pemerintah daerah' dan semua

yang terkait dengan penyusunan dalam penyusunan kebiiakan umum APBD

yanl Ai"lot .sit"n ke dalam penetapan plafon anggaran sementaaraa dapat

dipenuhi dengan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan'

Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut

a. Skala priotas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam

kurun waktu satu tahun anggaran;

b. Priotas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun

waktu satu tahun anggaran;

c. Memerhatikan penerimaan pendapatan' dan penerimaan

Pembiayaan;

d. Belanja yang menjadi prioritas utama;

e. Pembiayaan Yang direncanakan;

f Pagu sementara berdasarkan setiap urusan' utamnya adalah yang

meniadiurusan pemerintahan, dan program serta kegiatan prioritas

utama.

g. Sasaran dan tuiuan di dalam penetapan plapon anggaran sementara'

adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat luas yang dianggap

sangat penting dan memiliki dampak positip akan keseiahteraan

masyarakat Penetapan plapon anggaran sementara (PPAS) dibuat

dan harus sinkron dengan kebijakan umum APBD yang berazaskan

untuk kepentingan rakyat atau masyarakat luas' Sehingga

alokasi sumber-sumber daya yang dimiliki dapat digunakan atau

dimanfaatkan secara efisien dan efrektif dan ekonomis' sehingga

program dan kegiatan dapat direncanakan dan disusun lebih

realistis atau lebih nYata adanya, tidak meraba-raba

Plapon Anggaran Sementara merupakan batasan tertinggi

pendanaan yang dialokasikan bagi program dan kegiatan dari

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah' (SKPD)'

Sehlngga dalam pelaksanaannya Plapon Anggaran Sementara dapat

dijadikan panduan atau patokan dari setiap SKPD untuk menyusun

dan merencanakan program dan kegiatan yang dimasukan ke

dalam Rencana Keria Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerdh

{RKA-SKPD)'
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h. Tahapan-tahapan dalam menyusun dan menetapkan plapon
Angga ran Sementara adalah:

a. Menetapkan atau menentukan prioritas utama atau skala
prioritas dalam pembangunan yang akan dilakukan di daerah;

b. Menetapkan program dan kegiatan dari masing_masing urusan
yang menjadi tanggung jawab pemerintah daeratr;

c. Menetapkan plapon anggaran sementara dari masing_masing
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan
prioritas utama dan prioritas pendukung.

2.2,3 PENYUsUflAN RENCANA KERIA ANGGARAN (RKA)

Yang menjadikan dasar untuk menyusun rencana kerla anggaran
(RKA) adalah, nota kesepakatan Kebi.iakan Umum APBD dan penetapan
Plafon Angga ranSementara yang diajukan untuk dijadikan bahan membuat
keputusan Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA_SKPD, sebagai
pedoman acuan bagi kepala SKPD untuk membuat dan menyusun RKA_SKpD.

Rencana Kerja Anggaran disusun dengan berdasarkan kepaoa:
a. Program kegiatan terkait, dan prioritas pembangunan daerah;
b. Pengalokasian laporan anggaran sementara untuk setiap program

dan kegaiatan SKPD;

c. Tenggang dan batas waktu penyampaian RKA_SKPD kepada ppKD;

d. Dengan dilampirr:

1. KUA dan ppAsj

2. Analisis standar beranla;

3. Standar harga satuan.

2.2,4 FUNGsI DAI.AM PENGANG6ARAN

Fungsi penganggaran dapat dibagi ke dalam 4(empat) yang meliputi:
a. Fungsi perencanaan, fungsi perencanaan merupakan satan satu

dari fungsi manajemen dan cikal bakal dari fungsi manalemen
lainnya, menurut pendapat,,Winardi,, perencanaan merupakan
kegiatan untuk memilih dan menghubungkan faktaJakta yang
ada, membuat dan menggunakan asumsi_asumsi dan perkiraan_
perkiraan masa yang akan datang, dengan merumuskan akttivitas_
aktivitas yang akan diusulkan dan dianggap sangat dipefluKan guna
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mencaPai tujuan Yang diha raPkan

b, Fungsi pengawasan,dalamfungsi pengawasan' anggaran merupakan

alat yang digunakan untuk mencapai tuluan yang telah ditetapkan

semula, dengan dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan

program dan kegiatan, maka akan didapat bahan masukan untuk

menyusun peTencanaan dan penganggaran yang akan datang

Adapun tujuan pengawasan merupakan bukan mencari kesalahan'

tetapi untuk meluruskan dan meniamin tercapainya tujuan yang

dinginkan dalam penyusunan perencanaan awal'

c.Fungsikordinasi,fungsikordinasidalampenganggaranadalah
untuk menyelaraskan dalam tindakan bekeria setiap unit kerja yang

ada dalam organisasi, sehin8ga keselarasan bekerja antar unit dan

melakukan sinergitas satu sama lainnya dalam organisasi' akan

berdampak kepada keberhasilan yang baik' dan dapat memperkecil

penyrmpangan yang akan terjadi' hal ini dikarenakan semakin

banyak melibatkan unsure-unsur dalam organisasi' akan semakin

kecil terjadinya penyimpangan Anggaran yang berfungsi sebagai

perencanaan yang baik, akan dapat menunjukkan keselarasan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan antar unit dalam

organisasi, hal inidikarenakan satu sama lainnya akan saling terkait

dan membutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan'

d. Anggaran sebagai pedoman kerja' anggaran merupakan suatu

rencana ker.la yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam

nilai/moneter' Da; am penyusunan anggran biasanya menggunakan

asumsi-asumsa masa lalu dan masa yang akan datang'' sehingga

akan dapat diiadikan pedoman keria bagi setiap unit kerja dalam

organisasi

2.2.5 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERAASIS

KINERIA

Perencanaan dan penganggaran APBD berbasis kiner'ia' merupakan

proses perencanaan jangka pendek dan merupakan iabaran dari perencanaan

i.ngk"'*"n"ng.h daerah dan merupakan bagian dari iangka panjang

iaeran. oimana mengutakan hasil kineria berarti apa atau berapa besar

dana yang dialokasi untuk mendukung program dan kegiatan' harus terlebih

dahulu diukur berapa besar out put yang akan dihasilkan' Sehingga dalam

penyusunan dan penganggaran APBD harus betul-betul memperhitungkan

aay" y"ng dimiliki, baik pada kiner.ia aparatur yang melaksanakan' tuiuan
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dan sasaran setiap program dan kegiatan harus jelas dalam pelaksanaannya
Sehingga dalam merancang dan menyusun APBD, ha;us betuFbetul
mempertimbangkan berapa besaralokasi dana yang dibutuhkan dari masing_
masing program dan kegiatan dan berapa besar hasil yang akan dicapai dari
mastng-mastng program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Prlnsip-prinsip dasar dalam penyusu nan perencanaan dan penganggaran
berbasis kinerja diperlukan peranan legeslatit siklus perencanaan dan
penganggaran daerah, struktur ApBD dan Analisis Standar Biaya (ASB) yang
jelas.

a. Pendekatan penganggaran Berbasis Kinerja

Penyusunan anggaran berorientasi pada pencapaian keluaran dan hasil
yang terukur (kinerja). Di samping itu, dalam merealisastkan suatu
anggaran untuk membiayai program/kegiatan harus memerhatikan
prinsip efisiensi dan efektivitas. Efisien diukur dengan membandingkan
antara input (misalnya dana) yang digunakan dengan keluaran
(output) yang diperoreh. Sedangkan efektivitas diukur dJngan menirai
apakah keluaran dapat berfungsi sebagaimana diharapkan sehingga
mendatangkan hasil (outcome) yang diinginkan.
Dengan demikian, dalam anggaran berbasis kinerja, tuluan dan
indikator kinerja dari suatu program/kegiatan harus ditentukan dengan
jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas
dalam pemanfaatan sumberdaya dan memperkuat proses pengambilan
keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah.

b. Transparansi dan akuntabilitas

Dalam penyusunan dan penganggaran ApBD berbasis kinerla yang
perlu diperhatikan dan dipertimbangkan bahwa masyarakat merupakan
tujuan dan sasaran awaldan akhir dari setiap pelaksanaan program dan
kegiatan, sehingga masyarakat berhak mengetahui semua informasi
yang jelas mengenai sasaran, tujuan dan hasil serta manfaat yang akan
diperoleh dari setiap pelaksanaan prgram dan kegiata n yang dialokasika n
pendanaannya melalui ApBD, apakah aspirasi mereka telah tertampung
dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, utamanya apakah
kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat telah terakomodir. Masyarakat
juga berhak untuk memintakan pertanggungjawaba n atas petaksanaan
program dan kegiatan dalam ApBD, jadi prinsip transparan dan

-
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akuntabel dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD berbasis kineria

sangatdiutamakan,tidakadayangdisembunyikansetiapkepentingan
tralat triOup masyarakat banYak Pemerintah Daerah harus menampung

seluruh aspirasi masyarakat dengan memilah-memilah mana yang

merupakan skala prioritas tinggi dan utama dan mana skala prioritas

sedang dan rendah dari aspek program dan kegiatan yang masih dapat

ditunda. Tentu semua ini diperlukan transparansi dalam merancang

dan menyusun serta merencanakan dan mengalokasikan anggarannya

datam npeO, dengan melakukan terlebih dahulu musyawarah keria

pembangunan, baik pada tingkat desa' kecamatan' kabupaten/kota dan

propinsi dan dilanjutkan pada tingkat Nasional'

c. Disiplin

Dalam menYusun dan merencanakan serta mengalokasikan setiap

program dan kegiatan dalam APBD' diperlukan prediksi ataupun

perkiraan kemampuan sumber-sumber penerimaan daerah yang akan

dijadikan pendapatan daerah yang diperuntukan untuk menyusun dan

ter"n.rn"k"n program dan kegiatan Perkiraan atau predsiksi inisangat

diperlukan, karena perkiraan perkiraan secara terukur dibutuhkan

dalam mengalokasikan anggaran setiap pos-pos atau pasal-pasal dalam

program dan kegiatan yang dialokasikan merupakan batasan tertinggi

bagi Pengeluaran bela nja'

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan

melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya

dalam APBD/maupun APBD perubahan'

d. Keadilan

Pemerintahdaerahwa,jibmenga|okasikanpenggunaananggarannya
secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat

tanpadlskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan

daerah padahakekatnya diperoleh melalui peran serta masvarakat'

e. Efisiensi dan efektivitas

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efi siensi'

tepat grna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat

aipertanggunglawabkan' Dana yang tersedia harus dimanfaatkan
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dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan
kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.

f. Disusun dengan pendekatan kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya
pencapaian hasil kerja (output/outcome ) d a ri perencanaan a lokasi biaya
atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau
Iebih besar dari biaya atau /rput yang telah ditetapkan. Selain itu harus
mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja
ya ng terkait.

Pendekatan ini memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian
dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Hal ini
akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan
sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan renrang
kebijakan dalam kerangka jangka menengah.

Rencana kerja dan anggaran (RKA) yang disusun berdasarkan prestasi
kerja dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-oesarnya
dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program
dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga atau SKpD harus diarahkan untuk
mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana
Kerja Pemerintah (RKp) atau rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD).

Aktivitas utama dalam penyusunan ABK adalah mendapatkan data
kuantitatif dan membuat keputusan penganggarannya. proses mendapatkan
data kuantitatif bertujuan untuk memperoleh informasidan pengertian
tentang berbagai program yang menghasilkan output danoufcome yang
diharapkan. Perolehan dan penyajian data kua ntitatif jugaa ka n menjelaskan
bagaimana manfaat setiap program bagj rencana strategis. Sedangkan
proses pengambilan keputusannya melibatkan setiap level dari manajemen
pemerintahan. Pemilihan dan prioritas program yang akan dianggarkan
tersebut akan sangat tergantung pada data tentang targetkiner.ja yang
diharapkan dapat dicapa i.

2.2.6 PENERAPAN PENDEKATAN PENGANGGARAN DENGAN PERsPEXTI,
JANGKA MENENGAH

Pendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka
yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan
penganggaran, mengembangkan dislplin fi skal, mengarahkan alokasi sumber
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daya agar lebih rasional dan

masyarakat kePada Pemerintah
dan lebih efisien.

strategis, dan meningkatkan kepercayaan

dengan pemberian pelayanan yang optimal

Dengan melakukan proyeksi jangka menengah, dapat dikurangi

ketrdakpastian di masa yang akan datang dalam penyediaan dana untuk

membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebiiaka n baru dalam penganggaran

tahunan agar tetap dimungkinkan, tetapi pada saat yang sama harus pula

dihitung implikasi kebijakan baru tersebut dalam konteks keberlanjutan fiskal

dalam iangka menengah. Cara inijuga memberikan peluang untuk melakukan

analisis apakah perlu melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada'

termasuk menghentikan program-programYa ng tidak efektil agar kebijakan-

kebija ka n baru dapat diakomodasikan.

a. Pendekatan Penganggaran dengan Perspektif langka MenenBah

Penyusunan anggaran dengan perspektif jangka menengah

memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan

antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin

fiskal, men8arahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strateEis'

dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dengan

pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien'

Dengan melakukan proyekiiangka menengah, dapatdikurangiketidakpastian

di masa yang akan datang dalam penyediaan dana untuk membiayai pelaksanaan

berbagai inisiatif kebi.jakan baru dalam pengang8aran tahunan tetap dimungkinkan'

tetapi pada saat ydng sama harus pula dihitung implikasi kebijakan baru tersebut

dalam kontek keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah (medium term fiskal

sustainability). cara ini iu8a memberikan peluang kepada SKPD dan PPKD untuk

melakukan analisis apakah perlu melakukan perubahan tertladap kebijakan yang

ada, termasuk menghentikan progrdmprogram yang tidak efektif' agar kebiiakan-

kebijakan baru dapat diakomodasikan

Dengan memusatkan perhatian pada kebijakan-kebiiakan yang dapat

dibiayai, diharapkan dapat tercapainya disiplin fiskal, yang merupakan kunci

bagitingkat kepastian ketersediaan sumber daya untuk membiayai kebiiakan-

kebijaka n prioritas.

Sebagai konsekuensi dari menempuh proses penganggaran dengan

perspektif jangka menengah secara disiplin, manajemen mendapatkan

imbalan dalam bentukkeleluasaan pada tahap implementasi dalam kerangka

kinerja yang di.jaga dengan ketat.
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Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah (anggaran) harus tetap
berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik,
antara lain:

. akuntabilitas, transparansi, value for money, pengendalian,
pengawasan.

Akuntabilitas keuangan dan pengendalian dalam eksekutif dimulai
dengan penyiapan anggaran yang memberikan fondasi untuk semua
pengukuran berikutnya. Setelah anggaran diseturui oleh legislatif,
petaksanaannya menjadi tanggung jawab satuan kerja (satker) yang
mengelola anggaran dan eksekutif secara keseluruhan.

b. Penerapan penganBgaEn secara terpadu

Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi
pelaksanaan elemen reformasi penganggaran lainnya. yaitu pBK dan KPJM.
Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi
yang harus terwujud terlebih dahulu. penyusunan anggaran terpadu
dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan
penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA_KL
dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan,
dan jenis belanja. Integrasj atau memadukan proses perencanaan dan
penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyeoraan
dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan
biaya operasional. Pada sisi yang lain penerapan penganggaran terpadu
juga diharapkan dapat mewujudkan Satker sebagai satu_satunya entttas
akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban yang
dimilikinya, serta adanya akun yang standar (dahulu dikenal seDagat mata
anggaran keluaran) untuk satu jenis belanja dipastikan tidak ada duplikasi
penSgunaa nnya.

Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi
penerapan pendekatan penyusunan anggaran lainnya, penganggaran
Berbasis Kinerja(PBK) dan Kerangka pengeluaran Jangka Menengah (KpJM).
Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi
yang harus terwujud terlebih danuju.

Adapun penganggaran terpadu memijiki beberapa tujuan yang meliputi:
l. Keterpaduanpengelolakegiatan;
2. Keterpaduan jenis belanja dalam satu kegiatan;
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3. Keterpaduan antar program/ kegiatan sesuai fungsi dari suatu

kementerian;

4. Keterpaduan program/kegiatan antar kementerian negara/lembaga;

Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan

seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian

Negara dan Lembaga untuk menghasilkan dokumen RKA-KL dengan

klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan ienis belanja' Integrasi

atau keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dimaksud agar

tidakterladiduplikasi dalam penyediaan dana untuk Kementefian negara dan

lembaga yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional'

Pada sisi lain penerapan penganggaran terpadu iuga diharapkan dapat

mewu.judkan Satuan Kerja (satker) sebagai satu-satunya entitas akuntansi

yang bertan8gung iawab terhadap aset dan kewaiiban Yang dimilikinya' serta

adanya akun (pendapatan dan/atau belanja) untuk satu transaksi sehingga

dipastikan trdak ada duplikasi dalam penggunaannya'

Mengacu pada pendekatan penyusunan anggaran terpadu tersebut

di atas penyusunan RKA-KL menggunakan hasil restrukturisasi program/

kegiatan dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut program dan

kegiatan, serta penataan bagian anggaran dan satker untuk pengelolaan

"ngg.r"n 
dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi'

Penganggaran terpadu merupakan penggabun8an dari kegiatan rutin

dan pembangunan, pada era sebelum reformasi anggaran terbagi 2(dua)

yang meliputi anggaran rutiin dan anggaran pembangunan, kelemahan sistem

ini adalah seringkali terjadi tumpang tindih pembiayaan dan pengalokasian

dana dalam satu pro8ram dan kegiatan sering kali timbul ineffisiensi dan

tidak efektif dalam pelaksanaan anggaranr sehingga di era reformasi dengan

desentratisasi keuangan negara sistem anggaran ini dipadukan menjadi l(satu)

sistem anggaran yang terintegrasidan terpadu di mana penyusunan Ii|ncangan

anggaran dari satu program dan kegiatan sangatjelas, baik alokasidana' capaian

haiil yang ingin dicapai, pembebanan sesuai dengan bagan akun yang jelas'

Dengan pendekatan ini, semua kegiatan instansi pemerintah disusun

secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin

dan anggaran belanja pembangunan Hal tersebut merupakan tahapan

yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa

penganggaran meniadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunandan

pelaksanaan anggaran yang berorientasi kineria (Sumber: Materi Diklat

Kementerian Keuangan Ta hun 2013)
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2.3 PERANAN LEGISTATIF DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN

Alokasi anggaran setiap program di masing masing unit kerja pada
akhirnyasangat dipengaruhi oleh kesepakatan antara legislatif dan eksekutii
Prioritasdan pilihan pengalokasian anggaran pada tiap unit kerja dihasilkan
setelahmelalui koordinasi diantara bagian dalam lembaga eksekutif dan
legislatii

Dalam usaha mencapai kesepakatan, seringkali keterkaitan antara
kinerjadan alokasi anggaran menjadi fleksibel dan longgar namun
dengan adanyaAsB, alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Berdasarkan
kesepa kata ntersebut pada akhirnya akan ditetapkanlah perda ApBD.

2.4 SIKLUS PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

Perencanaan anggaran daerah secara keselurunan yang
mencakuppenyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya
RancanganAPBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran
daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 serta Undang_Undang
No.32 dan 33 Tahun 2004, tahapan tersebut ada la h sebagai berikut.

(1) Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum ApBD
tahunanggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan
APBDpaling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan.
Kebijakanumum ApBD tersebut berpedoman pada RKPD.

Proses penyusunan RKpD tersebut dilakukan antara lain
denganmelaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan
{musrenbang) yang selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan
juga mengikutsertakandan/atau menyerap aspirasi masyarakat
terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga
swadaya masyarakat {LSM), pemukaadat, pemuka agama, dan
ka la ngan dunia usa ha.

{2) DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang
disampaikanoleh pemerintah daerah dalam pembicaraan
pendahuluan RAPBD tahunanggaran berikutnya.

(3) Berdasarkan Kebijakan Umum ApBD yang telah disepakati
denganDPRD, pemerintah daerah bersama DpRD membahas
prioritas danplafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi
setiap SKPD.
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(4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD

tahunberikutnva dengan mengacu pada prioritas dan plafon

anggaransementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah

bersama DPRD.

(5) RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk

dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD'

(6) Hasil pembahasan RKA-sKPD disampaikan kepada pejabat

pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan

perda tentang APBD tahun berikutnya'

(7) Pemerintah daerah menga.iukan rancangan perda tentang APBD

disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya

kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun

sebelumnYa

(8) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda

tentang APBD dilakukan sela mbat-lambatnya satu bulan sebelum

tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan'

Dalam perencanaan dan penganggaran penyusunan APBD' merupakan

bagian dari rencana kerja tahunan daerah dengan diformulasikan ke dalam

bentuk program dan kegiatan sebagai bagian dari kebiiakan kebijakan

pemerintah daerah, maka penyusunan perencanaan dan penganggaran

APBDharusmemerhatikanbeberapatahapan-tahapanyangharusdiikuti
dalam penyusunannYanYa.

2.5 STRUKTUR APBD

2.5.1 SrRuKruR (FoRMAr) APBD

Salah satu bagian Pentint dari reformasi di bidang pengelolaan

keuangandaerahadalahreformasidibidangpenganggaranyanSberimp|ikaSi
pada struktur APBD. Dengan ditetapkannya PP No 105 Tahun 2000 tentanB

Pengelolaan KeuanBan Daerah, di awal bergulirnya era otonomi daerah' telah

menandai adanya reformasi di dalam struktur APBD dengan karakteristik

antara la in, sebagai berikut

Adanva konsep yang membedakan antara penerimaan dan pendapatan'

demikian.iu8a antara pengeluaran dan belanja lmplikasinya, tidak semua

penerimaan merupakan pendapatan dan tidak semua pengeluaran

merupaka n belania, sebagai contoh, penerimaan pinjama n tidak diperlakuka n

sebagai pendapatan melainkan sebagai penerimaan pembiayaan Demikian
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sebaliknya, pembayaran pinjaman bukan belanja melainkan pengeluaran
pembiayaan.

Anggaran belanja tidak lagi dibagi ke dalam belania rutin dan
pembangunan, melainkan sudah ada penyatuan anggaran belanja dengan
orientasi pada program dan kegiatan, sehingga setiappengelua ran belanja
sedapat mungkin dikaitkan dengan kinerja yang ingin dicapai secara terukur.

Surplus/defisit dinyatakan secara eksplisit sebagai selisih antara
angga ran pendapatan dan belanja.

Anggaran pembiayaan dimunculkan sebagai rencana pemerintah untuk
menutup defisit atau mengalokasikan surplus.

Di dalam perkembangan berikutnya, pp No. 105/2000 direvisi dengan
PP No, 58,t2005 guna menyesuaikan dengan paket undang-undang di bidang
keuangan ne8ara (UU 17 /?OO3, UU No. 1 Tahun 2004 dan Uu No. 15 Tahun
20041. Namun demikian, struktur APBD tidak mengalami perubahan lagi.
Penjelasan pada bagian berikutnya mengacu pada pp No.58/2005 dan
peraturan penjabarannya yaitu permendagri 13/2006 dan permendaBri
s912007 .

Berdasarkan pasal 20, pp No. 5g/2005, struktur APBD merupakan satu
kesatuan yang terdiri da ri:

a. pendapatan daerah;

b. bela nja daerah; dan

c. pembiayaa n daerah.

Struktur APBD dalam format yang lebih rinci, mengacu pada Lampiran
Permendagri No. 13/2006 mengenai Contoh Format Rancangan perda
tentang APBD, dapat digambarkan sebagai berikut.

. Struktur APBD kemudian diklasifikasikan menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi yanB bertanggung jawab
melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan
peraturan peru nda ng-unda nga n, antara lain, pp No. 3g
Tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah propinsi dan pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota; pp No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Pe ra ngkat Daerah.

Berikut penjelasan lebih rinci mengenai struktur dari setiap elemen
APBD yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran
Pembiayaan.
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2.5.2 STRUICTUR PENDAPATAN

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening

kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah

dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah'

Pendapatan daerah djrinci menurut urusan pemerlntahan daerah' organisasi'

kelompok, ienis, objek dan rincian obiek pendapatan' Klasifikasi pendapatan

daerah berdasarkan kelompok terdiri dari:

1. pendapatan asli daerah;

2. dana Perimbangan; dan

3. lain-lain pendapatan daerah yang sah'

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah

yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan

p"ratrr.n daerah sesuai dengan peraturan perundang-undanSan Kelompok

pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lainlain pendapatan asli daerah yang sah

(1) Paiak Daerah

Jenis pajak daerah dan retribusidaera h dirincimenurut obiek pendapatan

sesuaidengan undang-undang tentang paiak daerah dan retribusi daerah'

Berdasarkan PP 65/2001tentang Pajak Daerah, pajak daerah dibagi ke dalam

pa.!ak propinsi dan pajak kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut

Jenis-jenis pajak propinsi terdiri dari:

a. Paiak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air;

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;

d. Paiak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air

permukaan

lenis-jenis paiak kabupaten/kota terdiri dari:

a. Pajak hotel;

b. Pajak restora n;

c. Paiak hiburan;

d. Pajak reklame;

I
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e. Pajak penerangan ialan;
f. Pajak pengambilan bahan galian golongan c;
g. Pajak parkir.

h. Paiak Sarang Burung wallet.
i. Pajak PBB p Z dan BpHTB.

(2) Retribusi Daerah

Berdasarkan PP 66/2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi daerah
dibagi ke dalam tiga golongan:

a. RetribusiJasa Umum;
b. RetribusiJasaUsaha;
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi perizinan Tertentu untuk
daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan
kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dengan peraturan
perundangundangan yang berlaku. Jenis Retribusi Jasa Usaha untuk daerah
propinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan jasa/
pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daeGh. Rincian dari masing_
masing jenis retribusi diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Oipisahkan Jenis hasil pen_
gelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obiek
pendapatan yang mencakup:

a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/
BUMD;

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
pemerinta h/BUMN; dan

c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta
ata u kelompok usaha masyarakat.

(4) tain-lain PAD yang Sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk
menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis palak
daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
b. jasa giro;

c. pendapatan bungaj
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d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat

dari peniualan dan/atau pengadaan barang dan/atau iasa oleh

daerah;

f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing;

g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekeriaan;

h. pendapatan denda Paiak;

i. pendaPata n denda retribusi;

j, pendapatan hasil eksekusi atas.iaminan;

k. pendaPatan da ri Pengembalian;

l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;

m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan

n, pendapatan dari angsuran/cicilan peniualan

(51 Pendapatan Dana Perimbangan Pendapatan dana perimbangan mer-

upakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang bersumber

dari APBN. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut

lenis pendapatan YanB terdiri atasl

a. da na bagi hasil;

b. dana alokasi umum; dan

c. dana alokasi khusus

Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

a, bagi hasil Pajak; dan

b. bagi hasil bukan Paiak.

lenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana

alokasi umum.

Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut

kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah'

(6) LainJain Pendapatan Daerah yang Sah Kelompok lainlain pendapatan

daerah yanB sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya' badan/

lembaga/orga nisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/

perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat
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b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan
korban/kerusakan akibat bencana alam;

c. dana bagi hasil pajak dari propinsi kepada kabupaten;
d. dana penyesuaian yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
e. bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah

la innya.

Pendapatan hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari
pemerintah negara asinB, badan/lembaga asing, badan/embaga
internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan,
baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk
tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibavar kembali.

2.5.3 STRUxTUR BEI.ANJA DAERAH

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum
daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu
tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembalioleh daerah.

Pengklasifikasian belanja diatur sebagai berikut.
1. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian
objek bela nja.

a. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai
petaKsanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan
urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang
tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah
dan pemerintah Daerah atau antar pemerintah daerah yang
ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
0atam upaya memenuhi kewaiiban daerah yang diwujudkan
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar; pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak sefta
mengembangkan sistem jaminan sosial.

c. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan
melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan
minimal sesuai dengan peraturan perundang_undangan.

-
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d. Klasifikasi belania menurut urusan pemerintahan terdiri dari

belania urusan wajib dan belanja urusan pilihan'

e. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya

dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan

bersama anGra Pemerintah dan pemerintah daerah yang

ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan dijabarkan

dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan

menurut urusan wajib dan urusan pilihan'

2.5.4 KETOMPOK BEI.ANJA

Belania menurut kelompok belania terdiri dari belanja tidak langsung

dan belanja langsung

(1! Belanla tidak Langsung

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan

tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan'

Kelompok belania tidak langsung dibaBi menurut ienis belanja yang terdiri

dari:

a) belanja Pegawai;

b) bunga;

c) subsidi;

d) hibah;

eI bantuan sosial;

f) belania bagi hasil;

E) bantuan keuangan; dan

h) belania tidak terduga.

a) Belania Pegawai.

Belania pegawaiyangada di dalam kelompok belanja tidaklangsung

meruPakan:

1. belanja kompensasi' dalam bentuk Baji dan tunjangan' serta

penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai NegeriSipil

(PNS) yang dltetapkan sesuai denBan ketentuan perundang-

unda ngan;

2. uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD

serta gaii dan tuniangan kepala daerah dan wakil kepala daerah

serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan

54



bl

c)

d)

el

ILRIjNC,{N.{AN DAN l,l_NC;\N(iC:\ii-{N li 6.1

sesuat dengan peraturan perundang_undanga n dianggarkan
dalam belanja pegawai.

3. tambahan penghasilan kepada pegawainegerisipil berdasarkan
pertimbangan yang objektif dengan memerhatikan kemampuan
keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesual
dengan ketentuan peraturan perunda ng_unda ngan.

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan pegawai berdasarkan beban keria atau tempat
bertugas atau kondisi kerja atau kelanBkaan profesi atau prestasi
kerja. Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah.

Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran
bunga utang yang dihitung atas kewajiba n pokok utang berdasarkan
perlanjian pin,aman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
Pa nja ng.

Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya
produksi kepada perusa haa n/lembaga tertentu agar harga jual
produksi/.;asa yang dihasilkan dapai terjangkau oleh ,'masyarakat

banyak. Perusahaan/lembaga tertentu adalah perusahaan/lembaga
yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima
subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah.

Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah
dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau
pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan
yang secara speslfik telah ditetapkan peruntukannya.

Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat
yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bantuan sosial sebagaimana dimaksud diberikan tidak secara
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terus menerus/tidak berulamg setiap tahun anggaran' selektif

dan memiliki kejelasan peruntukan penBgunaannya Bantuan

kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial'

fl Belania Bantuan Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi

hasil yang bersumber dari pendapatan pemda kepada pemerintah

desa dan/atau kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan

ketentuan Perundang-u ndanga n'

gl Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk m enga ngga rka n bantuan keuangan

yang bersifut umum atau khusus dari pemda kepada pemerintah desa'

dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan

dan/atau peningkatan kemampuan keuangan'

Bantuan keuanganyang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya

djserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa atau pemerintah

daerah lainnya yang menjadi penerima bantuan Bantuan keuangan

yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahl'an/

ditetapkan oleh pemda sebagai pemberi bantuan'

h| Belania Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang

sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup'

Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat

dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan

pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban

masyarakat di daerah-

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya yang telah ditutup sebagalmana dimakud harus didukung

dengan bukti-bukti Yang sah.

2l Belanja Langsung

Kelompok belania langsung merupakan belania yang dianggarkan

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok

I
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trelanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dibagi menurut
jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
dan belanja modal.

1. Belania pegawai

Belanja pegawai di dalam kelompok belanja langsung adalah
belanja untuk pengeluaran honorarium/upah dalam metakanakan
program dan kegiatan pemerintahan daerah.

2. Belanja BaranB dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/
pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas)
bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program oan
kegiatan pemerintahan daera h.

Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa
sebagaimana dimaksud mencakup belanja barang pakai habis,
bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan
bermotor, cetak da n penggandaa n, sewa rumah/gedung,/gudang/
parki4 sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan
dan peralatan kanto[ makanan dan minuman, pakaian dinas dan
atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu,
pemeliharaan ruma h dinas/gedung kantor, pemeliharaan kenda raan
dinas, pemeliharaan peralatan kantor, perjalanan dinas, perialanan
dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

3. Belanja Modal

Eelanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas)
bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti
dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnva. Berdasarkan
pasal 53, Permendagri 59/2007 dinyatakan bahwa nilai aset tetap
berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar
harga beli/bangun aset ditambah s€luruh belanja yang terkait
dengan engadaa n/pembangunan aset sampai aset tersebut siap
digunakan. Dengan demikian, belanja honor/upah (yang semuta
dianggarkan di dalam belanja pegawai) dan belanya belanja barang
jasa (seperti ATK, perjalanan dinas) yang terkait langsung dengan
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pengadaan aset tetap berwuiud harus dianggarkan di dalam belania

mo0al,

2.6 STRUKTUR PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setrap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/

atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bers-an gkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya Pembiayaan

aim-arcuAmn untuk menutup defisit dan/atau mengalokasi surplus' Selisih

antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah

mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD'

Surplus APBD teriadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan

lebih besardarianggaran belanja daerah' Dalam halAPBDdiperkirakan surplus'

diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi)

daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah

lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial'

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah

diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah Dalam hal APBD

diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut

yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran

tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan' hasil penjualan

kekayaan Jaerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman' penerimaan

kembali pemberian piniaman atau penerimaan piutang'

Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah'

organisasi, kelompok, ienis, obiek dan rincian objek pembiayaan PembiaYaan

dJrah yang dirinci berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan'

1) PenerimaanPembiayaan

Penerimaa n PembiaYaa n mencakuP:

a. sisa lebih perhltungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

(siLPA);

b. Pencairan dana cadangan;

c. hasil peniualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan Pinjaman daera h;

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan

I oenerimaan Piutang daerah'
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Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
(S|LPA) sebagaimana dimakud mencakup pelampauan penerimaan pAD,

pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-
lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan,
penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir
tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencalran
dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum
daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

lumlah yang dianggarkan sebagimana dimaksud yaitu sesuai dengan

.jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang
pembentukan dana cadanga n berkenaan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk
menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan
penlualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan
pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah
daerah.

Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan
penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan
obli8asi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anttaran
berkenaan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan kembali
pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi
penerjmaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah dan/
atau penerimaan daerah lainnya

Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan
yang bersumber dari pelunasan piutang fihak ketiga, seperti berupa
penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah,
pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan
bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

b.
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Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan mencakuP:

a, pembentukan dana cadangan;

b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

c. pembayaran Pokok utang; dan

d. pemberian pinjaman daerah.

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai

kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya

dibebankan dalamsatu tahun anggaran Pembentukan dana cadangan

ditetapkan dengan peraturan daerah'

Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah Investasi pemerintah

daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang

diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang' lnvestasi

langka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperiualbelikan/

dicairkan, dituiukan dalam nngka manaiemen kas dan berisiko rendah

serta dimiliki selama kurdng dari 12 (duabelas) bulan. lnvestasi jangka

panjang merupakan investasi yanB dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12

(duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan nonpermanen'

Investasi permanen sebagaimana dimaksud bertuiuan untuk dimiliki

secara berkelaniutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak

ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam

bentuk pengS,unausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan

modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi

permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan

pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Investasi non permanen sebaBaimana dimaksud bertujuan untuk

dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan

atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal

jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka

pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal keria,

pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat,

pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah

Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila.jumlah yang

akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan

dalam peraturan daerah tentang penyertaan modaldenga n berpedoman

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
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Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran
kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perianjian
pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang
diberikan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah Iainnva.
Pembiayaan neto

Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan
dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat
menutup defisit anggaran.

2.7 STRUKTUR ANGGARAN PPKD

APBD akan dilaksanakan oleh ppKD dan Kepala SKPD sesuaa dengan
kewenangannya masing-masing berdasarkan peraturan peundang_
undangan yang berlaku. Kewenangan ppKD dan Kepala SKpD di dalam
melaksanakan APBD tertuang di dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran
(DPA) masing-masing,

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dipimpin oleh
PPKD memiliki dua jenis DpA yaitu 1) DpA SKPKD selaku SKpD atau disebut
DPA SKPD; dan 2) DPA ppKD selaku BUD.

Berdasarkan permendaEri No, 13/2006 tentang pedcman pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah direvisi dengan permendagri No.
59/2007, struktur anggaran ppKD sebagaimana tertuang di dalam DpA_ppKD
terdiri dari:

1. Anggaran pendapatan yang berasal dari dana perimoangan can
penda patan hibah;

2. Anggaran Belanja Tidak Langsung selain belanja pegawai yang
terdlri dari: belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bagi hasll, belanja bantuan keuangan, qan
bela nja tidak terduga;

3. Anggaran Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
Daerah.

*-?
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2.8 STRUKTUR ANGGARAN SKPD

Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam hal

penganggaran dan pelaksanaannya antara PPKD dan Kepala SKPD' maka tidak

akan terladitumpang tindih (overlap) penganggaran antara PPKD dan SKPD

PengAnggaran Pendapatan dan Belanja yangtidak dianggarkan di dalam

DPA PPKD, sebagaimana dijelaskan di atas, akan dianggarkan di dalam DPA

SKPD.

Sementara itu, pengangBaran pembiayaan seluruhnya merupakan

kewenangan PPKD sehing8a anBgaran pembiayaan tidak akan muncul di

dalam DPA SKPD.

Dengan demikian struktur anggaran SKPD sebagaimana tertuang di

dalam DPA SKPD terdiri dari:

a. Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan anggaran pendapatan

lainnya selain Pendapatan Dana Perimbangan dan Hibah;

b. Anggaran Belania Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai;

c. Anggaran Belania La ngsung

Perlu diingat bahwa tidak semua SKPD memiliki kewenangan untuk

memunEut PAD. Kewenangan untuk memungut PAD berupa paiak daerah

berada pada SKPKD sedangkan SKPD tertentu memiliki kewenangan untuk

memun8ut retribusi.

Setelah tahap perencanaan dan penganggaran selesai dilaksanakan'

tahap berikutnya merupakan domain pemerintah daerah selaku eksekutif'

yaitu tahap pelaksanaan, penatausahaan, dan pengawasan dan akhirnya

ditutup dengan tahap pertanggungiawaban Kesimpulannya adalah bahwa

semua tahap dalam siklus pengelolaan keuangan daerah saling terkait erat

dan setiap tahap tentunya memegang peranan penting dalam menyukseskan

pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektii transparan dan

akuntabel. Namun sekali lagi bahwa tahap perencanaan dan pengan8garan

dapat dikatakan paling krusial dan kompleks dengan sejumlah alasan yang

dijelaskan di atas.

Dari berbagai penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut.

1) Berlakunya era otonomi daerah ditandai dengan ditetapkannya

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No'

25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeritah

Pusat dan Pemerintah Daerah b) Setelah memasuki era otonoml
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daerah, pengelolaan keuangan daerah diatur dengan pp No. 105
Tahun 2000 yang diatur lebih lanjut dengan Kepmendagri No. 29
Tahun 2002.

2) Terjadi reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara/Daerah
yang ditandai dengan berlakunya paket UU di bidang Keuangan
Negara, yaitu UU 17/2003, UU No. l Tahun 2004 dan UU No. 15
Tah un 2004.

3) Dalam perkembangan berikutnya, tJl. 22/7999 direvisi dengan UU
37/7OO4, dan UU 25l1999 direvisidengan UU 33/2004. Setan,utnya
berimplikasi pada revisi Pp No. 105/2000 dengan pp No. S8/2005
tentang Pengelolaan Keuangan daerah; dan revisi Kepmendagri
29/2002 dengan Permendagri 13/2006 tentang pedoman

Pengelolaan Keuanga n Daerah.

4) Permendagri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan
Daerah selanjutnya direvisi dengan permendagri 59/2007_ Revisi
tersetlut penyempurnaan, bukan mengganti secara keseluruhan.

Proses penyusunan anggaran berubah dari sistem tradisional yang

men8gunakan pendekatan inkremental dan line item ke sistem anttaran
kinerja. Pada sistem anggaran tradisional perta nggu ngjawaba n ditekankan
pada setiap input yang dialokasikan. Sedangkan pada sistem anggaran kinerja
pertanggungjawaba n tidak sekedar pada input tetapi juga pada output dan
outcome.

Perencanaan dan penganggaran ApBD berbasis kinerja, merupakan
proses perencanaan jangka pendek dan merupakan.jabaran dari perencanaan
jangka menengah daerah dan merupakan bagian darijangka panjang daerah.
Dimana mengutakan hasil kineriam berarti apa atau berapa besar dana
yang dialokasi untuk mendukung program dan kegiatan, harus terlebih
dahulu djukur berapa besar out put yang akan dihasilkan. Sehingga dalam
penyusunan dan penganggaran APBD harus betuFbetil memperhitungkan
daya yang dimiliki, baik pada kinerja aparatur yang melaksanakan, tujuan
dan sasaran setiap program dan kegiatan harus jelas dalam pelarsanaannya
Sehingga dalam merancang dan menyusun ApBD, harus betrul-betul
mempertimba ngkan berapa besar alokasi dana yang dibutuhkan dari masing-
masing program dan kegiatan dan berapa besar hasil yang akan dicapai dari
masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
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Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan KeuanBan Daerah dan Nurlan Darise, "Pengelolaan Keuangan

Daerah "EDlsl 2- lakarta, 2009. f##
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BAB III

PETAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD

3.1 LATAR BELAKANG

l-)elaksanaan dan penatausahaan ApBD, proses lanjut dari tahap
-I perencanaan dan penganggaran/ Menurut pendapat Sabatier dikutip

dalam Purwanto (2012:19), pelaksanaan merupakan implementasi dari
pada perencanaan kegiatan terdiri dari proses kegiatan, dalam lmplementasi
kegiatan tersebut diimbangi adanya pedoman agar perencanaan disusun
sesuai harapan yang diinginkan. Terdapat 6 (enam) variabel dalam
implementasi meliputi:

Dukungan teori yang kuat dalam meTumuskan kebijakan;
1. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga

tentu menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan
kelompok sasaran

2. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan
3. Dukungan para pelaksana stakeholder
4. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik_

Setelah melihat bahwa dalam suatu pelaksanaan suatu kebijakan pasti
akan menemukan berbagai faktor penghambat dan pendukung secara lebih
sfesifikasi kita bisa melihat bahwa dalam pelaksanaan merupakan suatu
kegiatan yang akan merelisasikan sebuah kebijakan yang di buat oleh para
policy moker yang di peruntukkan bagi sekelompok golongan masyarakat.

Seperh yang di katakan oleh Hogwood dan Gunn dalam Sulistyastuti
(20L7: 1,41 pelaksanaan yang baik tidak akan pernah terwujud apabila ada
beberapa hal seperti berikut.

1. Ada hambatan kondisi eksternal, kegagalan implementasi bukan
karena lemahnya kebijakan, namun terjadi karena faktor di luar
organisasi ya ng menyebabkan kegagalan implementasi

2. waktu dan sumberdaya yang trdak tersedia secara memadai.

*
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3. Kebijakan tidak d idasarkan pada landasan pemikiran (teorritis) yang

kuat tentang hubungan sebab-akibat(kausalitas) antara kebijakan

dan hasil Yang dicaPai

4. Lembaga pelaksana jarang bisa mandiri, mereka sangat tergantung

pada faktor lain. Fakta yanB menuniukan bahwa prasyarat

keberhasilan implementasi suatu kebiiakan adala h dukungan semua

sumberdayaa yang di butuhkan, baik itu sumber daya finansial,

teknologi, politik sumber daya manusia (5DM) Yang berkualitas dll'

5. Jarang ada kesepakatan yang bersifat umum antara para aktor

tentang tujuan kebiiakan dan cara mencapainya'

6. Jarangnya komunikasi dan kordinasi sehingga menyebabkan

perbedaan PresePsi.

Berbagai kendala yang dl temukan dalam melaksanakan sebuah

kebijakan namun harus di hadapi dengan semaksimal mungkin, oleh karena

itu dalam melakukan sebuah kebiiakan di butuhkan penyusunan perencanaan

yang matang mematuhi azas dan peraturan yang ada agar hdak keluar dari

jalur yang ada, karena seiring dengan zaman dan waktu yang berkembang

saat ini semua harus bersifat transparansi dan akuntabel sehingga dapat di

pertanggungjawabkan.

3.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

Dokumen pelaksana anggaran SKPD yanB selanjutnya disingkat

DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksana anggaran olen

pengguna a ngga ra n.

Seperti halnya pada penyusunan RKA pada satuan kerja pengelola

keuangan daerah disamping DPA SKPD juga terdapat DPA PPKD' DPA SKPD

memuat progra m/kegiata n yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD'

Sedangkan DPA PPKD dibuat dalam kedudukan sebagai BUD dan

digunakan untu k menampu ng:

a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan

pen da patan hibah.

b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belan.ia bantuan

sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja

tidak terd uga.

c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan'
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Dokumen pelaksanaan yang terkait dengan pendapatan memuat
informasi tentang kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan
daerah yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan tu-gas
pokok dan fungsinya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perun-dang,
undangan,

Dokumen pelaksana yang terkait dengan belanja memuat
informasi Tentang kelompok belanja tidak langsung dan belanja
langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek dan
rincia n obiek belania.

Dokumen pelaksanaan yang terkait dengan pembiayaan memuat
informasi tentang kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan
untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan
untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut
jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.

Untuk menyusun DPA-SKPD/DPA PPKD diperlukan juga informasi
secara akurat dan sinkron yang terkait dengan belanja berdasarkan urusan
pemerintah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang dicapai dari
program dan kegiatan.

Urusan Pemerintahan Daerah memuat bidang urusan pemerintah

Daerah yang dikelola sesuaidengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Organisasi memuat nama organisasi atau nama SKpD selaku pengguna
angga ran/pengguna barang. Prestasi kerja yang hendak dicapai terdiri dari
indikator tolok ukur kinerja dan target kinerja,

Program memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam
tahun anggaran berkenaan sebagaimana yang telah disepakah dalam KUA

dan PPA. Sedangkan kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan
SKPD dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana yang telah disepakati
dalam KUA dan PPA.

Indikator-indikator dalam DPA-sKPD meliputi masukan, keluaran dan
hasil. Tolok ukur kinerja yang merupakan ukuran prestasi kerja yang akan
dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kwantitas,
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari program dan kegiatan. Target
kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan,

Informasi yang berkaitan dengan belanja langsung memuat belanja
pegawai, belanja barang dan jasa, serta belania modal tercantum dalam DpA-
SKPD pada masing-masing SKPD.
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Khusus untuk belanja tidak langsung meliputi belania bunga' belanja

subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanla bagi hasil, belania

bantuan keuangan dan belanja hdak terduga yang dicantumkan dalam DPA

- PPKD.

Selain dari pada itu, DPA-sKPD yang disusun juga menekankan informasi

mengenai rencana penarikan dana untuk pengeluaran-pengeluaran yang

dibutuhkan tiap-tiap SKPD serta pendapatan yanB telah diperkirakan.

Mekanisme penyusunan DPA-SKPD/DPA-PPKD sebagai berikut'

a. PPKD paling lambat 3 hari kerja setelah Peraturan Daerah

tentan8 APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua

Kepala SKPD agar menyusun Rancangan DPA- SKPD dipungut/
dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan tu-gas pokok

dan fungsinya yang ditetapkan berdasarkan peraturan

pe ru nda ng- un da nga n.

b. Dokumen pelaksana yang terkait dengan belanja memuat

informasi tentang kelompok belanja tidak langsung dan belanja

langsung yan8 masinS-masing diuraikan menurut jenis, objek

dan rincian objek belania.

c. Dokumen pelaksanaan yang terkait dengan pembiayaan memuat

informasi tentang kelompok penerimaan pembiayaan yang

dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran

pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD

yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek dan rincian

objek pembiayaan.

3.2,1 PENUNJUKAN PEJABAT PENGET.OIA KEUANGAN DAERAH

Sebelumdila kukannya pelaksanaan keuangan daerah, Kepala Daerah

diharuskanmenunjuk dan menetapkan peiabat pengelola keuangan daerah,

pelabat pemeganB kekuasaan pengelola keuangan daerah.

Ke pala dae rah selaku kepa la pe merinta h dae ra h adala h pem ega ng

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah

daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kepala

Daerah mempunyai kewena ngan:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.

b. Menetapkan kebiiakan tentang pengelolaan barang daerah.
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c.- Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang.

d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara
pengelua ra n.

Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
pe ne rima an daerah.

Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
dan p iuta nB daerah.

g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
ba rangmilik daerah, dan

h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian
atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku ppKD,

dan

c. Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) selaku pengguna
a ngga ra n/ba ra ng dae ra h.

Pelimpahan kewenangan ditetapkan dengan keputusan Kepala
Daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang
memerintahkan, menguii dan yang menerima/mengeluarkan uang.

3.2.2 KOORDINATOR PENGETOTAAN KEUANGAN DAERAH

Untuk melaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
kepala daerah melimpahkan sebagian wewenang kepada sekretaris
daerah untuk bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan
dae ra h.

Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran
dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun
Kebijakan dan mengkordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah,, Sekretaris daerah selaku
kordinator pengelolaan keungan daerah dalam konsteks pelaksanaan dan
penatausahaan keuangan daerah mempunyai tugas kordinasi dibidang
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, menyiapkan
pedoman pelaksanaan APBD dan memerikanpersetujua npengesa hanDPA-
5KPD.
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Sekretaris daerahselaku koordinator pengelolaan keuangan daerah

mempunyai tugas koordinasibidang:

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD-

b. Penyusunan dan pelaksana kebijakan pengelolaan barang daerah

c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.

d. Penvusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

e. Tugas tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat

pengawasan keuangan daerah, dan

f- Penyusunan laporan keuangan daerah

pertan8gungjawaban APBD.

dalam rangka

Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud koordinator pengelolaan

keuangan daerah juga mempunyai tugas:

a. Memimpin tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD'

c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah.

d. Memberikan persetuiuan atas DPA-SKPD, dan

e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangandaerah

la innya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan olehKepala Daerah

Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerahyang mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan APBD, dan segala bentuk kekayaan

daerah lainnya serta bertindaksebagai Bendahara Umum Daerah Dalam

melaksanakantugasnya PPKD bertanggung iawab kepada kepala daerah

melalui koordinator pengelola keuangan.

3.2.3 PPKD SEIAKU PENGETOLA APBD

PPKD selaku Pengelola APBD mempunyai tugas sebagai berikut.

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan

daerah.

b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah

d iteta pka n dengan Peraturan Daerah

d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

e. Menyusun la pora n keua nga n d aera h da la m ra ngka

perta nggungiawaban pelaksanaan APBD dan
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f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilim-
pahkan oleh kepala daerah.

3.2,4 PPKD SETAKU BUD

Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
memilki kewenangan untuk:

a, Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan ApBD.

b. Mengesa hkan DPA-SKPD.

c. Melakukan pengendalian pelaksanaan ApBD. Memberikan
petuniuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran
kas daerah.

Melaksanakan pemungutan pajak daerah.

d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran ApBD oleh
bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk.
Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD. Menyimpan uang daerah. Menetapkan SpD.

e. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/
m enata usa h a ka n investa s i.

i Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
peng-guna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan
atas nama pe m erinta h dae ra h.

3-2.5 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DAERAH

Pengguna anggaran adalah peiabat pemegang kekuasaan
penggunaan anggaran belanja daerah, yang terdiri dari para kepala satuan
kerta perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran.
Pengguna anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan
anggaran yang dialokasikan pada satuan kerja yang dipimpinnya,
termasuk melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara.
Dalam konteks penyusunan pelaksanaan dan penatausahaan, pengguna
anggaran mempunyaitugas dan wewenang antara lain:

a. Menyusun RKA-SKPD.

b. Munyusun DPA-sKPD.

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja.
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d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya'

e. Melakukan pengujian atastagihan dan memerintahka n pembayaran '

f. Melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak'

g- Mengadakan ikatan/perianjian kerla sama dengan pihak lain dalam

batas anggaran yang telah ditetapkan

h. Menandatangani 5PM.

i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD

yang dipimpinnya.

j, Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya'

k. Menyusun dan menyampaikan laporankeuangan SKPD yang

dipimpinnYa.

L Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya

m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah,

dan

n. Bertanggung iawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala

daerah melalui sekretaris daerah.

Kepala Satuan Keria Perangkat Daerahdi dalam melaksanakan

tugasnya sebagaipengguna anggaran dibantu oleh:

a. Peiabat kuasa pengguna anggaran (KPA)

b. Pejabat pelaksanaan teknis kegiatan (PPTKI'

c.. Pejabat penata usaha keuangan (PPK)'

d. Bendahara penerimaan dan pengeluaran'

3.2.5 PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGRAN

Pejabat pengguna anggaran/barang dalam melaksanakan tu8as-

tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala

unit kerja selaku kuasa pengguna anggaran (KPA)

Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan

tingkatan daerah, besaran 5KPD, besaran jumlah uang yang dikelola,

beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan

pertimban8an objektii lainnya ditetapkan oleh kepala daerah atas usul

kepala SKPD.
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Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja.

b. Melaksanakan anggaran unit kerla yang dipimpinnya.

c. Melakukan pengujian atastagihan dan memerintahkan pembayaran

d. Mengadakan ikata n/perja njia n kerja sama dengan pihak lain dalam

batas ang8aran yang telah ditetapkan.

e. Mena ndatangani SPM.

f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja dipimpinnya.

g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya

Kuasa pen8guna anggaran(KPA) bertanggung jawab atas pelaksanaan

tugas-nya kepada pengguna anggaran/pengguna barang selainitu KPA

mempunyai tugas:

a, Menvusun RKA-SKPD.

b. Munyusun DPA-SKPO.

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

a nggaran bela nja.

d, Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

e. Melakukan pengujian atas tagiha n da n memerintahkan pembayaran.

f. N4elakukan pemungutan penerimaan bukan pajak.

B. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam

batas anggaran yang telah ditetapkan.

h. Menandatangani SPM.

i. Mengelola utang dan piutanB yang menjadi tanggung jawab

SKPD yang d ipimpinnya.

j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang meniadi

tangBUng iawabSKPD yang d ipim pinnya.

k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang

dipimpinnya.

L Mengawasi pelaksanaan anSSaran SKPD yang dipimpinnya

m. Melaksanakan tugas-tuBas pengguna anggaran/pengguna

barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

kepala daerah, dan

n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala

daera h me la lui sekretaris daerah.
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Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di dalanr melaksanakan
tuBasnya sebagai pengguna anggaran dibantu oleh:

a. Pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA)

b. Pejabat pelaksanaan teknis kegiatan (PPTK).

c. Pejabat penata usaha keuangan (PPK).

d. Bendahara penerimaan dan pengeluaran.

3.2.7 PE,ABAT PEtAxSANA TEKNIS KEGIATAN

Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguana anggaran dalam
melak-sanaan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada SKPD

selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang mempunyaitugas
a nta ra la in:

a. Mengendalikan pelaksanaa n kegiatan

b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan

c.. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelak

sanaan/ kegiatanPenunjukan PPTK berdasarkan pertimbangan
kompetensi iabatan, jumlah anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi
dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lain:

1. PPTK diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang
tugasnya.

2. PPTK bertanggung jawab kepada pejabat penBguna
a ngga ra n/ kuasa penggu na anggaran.

3.2.8 PE,ABAT PCNATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD {PPKI

Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran
yang dimuat dalam DPA-sKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, disebut pejabat
penatausahaan keuangan SKPD(PPK-SKPD) mempunyai tugas antara lain:

a. Meneliti kelengkapan 5PP-LS pengadaan barang dan lasa.

b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, sPP-GU, SPP-TU dan 5PP-L5 gaji

dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh
bendahara pengelua ran.

c. Melakukan verifikasi SPP

d. Menvia pkan SPM,

74



PELAKSANAAN DAN PINA'IALISAIi,AA\ APLTL} 65 94

e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

I Melaksanakan akuntansi sKPD, dan

g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

PPK-SKPD dila rang merangkap sebagaipejabatyang bertugas mela kukan

pemungutan penerimaan negara, bendahara, dan/atau PPTK. Saat ini yang

disebut PPK-SKPD adalah kepala sub bagian keuangan (eselon lV) berada di
bawah kepala bagian tata usaha atau sekretaris badan.

3,2.9 BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGETUARAN

Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan
dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan anggaran pada sKPD.

Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunluk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usaha dan
mempertang gungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada 5KPD. Bendahara pengeluaran adalah pejabat
fungsionalyang d itu njuk menerim a, me nyim pa n, membaya rka n, me nata
usahakan dan m em-pertanggungjawa bka n uang untuk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendaara
pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya. Sehingga apabila terjadi kesalahan pembayaran
baik mengenai jumlah maupun penerimanya menjadi tanggung jawab
bendahara pengeluaran demikian halnya adanya kekurangan kas.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara
langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan peniualan jasa atau
bertindak sebagai penja-min atas kegiatan/pekerjaan/penlualan, serta
membuka rekening/Biro pos atau menyimpan uang pada suatu bank
atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Pada setiap SKPD dituniuk 1(satu) bendahara pengeluaran dan
apabila pada SKPD tersebut terdapat sumber pendapatan yang dikelola
maka d itu nju k l{satu} bendahara pene rima a n. Bendahara penerimaan
dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran Kepala Daerah
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menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara
pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.

Dalam melaksanakan fungsinya bendaharan penerimaan dan

bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh beberapa pembantu

bendahara antara lain kasir/penyimpan uang, pembuat dokumen

dan petugas yang melakukan pendapatan pencatatan. Kepala SKPD

dikatakan sebagai pengguna anggaran apabila mempunyai kewenangan

mengelola anggaran sebagaimana yang terdapat dalam DPA SKPD

Pengguna anggaran kemungkinan eselon l, il, illdan lV.

Pengguna anggaran eselon I hanya terdapat dipernerintah daerah

provinsidalam hal ini sekretaris daerah sebagai pengguna anggaran

dari Sekretariat Daerah Provinsi. Sekretaris Daerah Kabupaten lKota,
kepalabadan dan dinas provinsi, kabupaten/kota adalah sebagai

pengguna anggaran pada SKPD yang dipimpinnya (Eselon ll). Kepala

kantor di provinsi/ kabupaten/kota dan camat adalah adalah pengguna

anggaran pada S(PD yang dipimpinnya (Eselon lll).

Lurah sebagai eselon lV adalah pengguna anggaran pada SKPD

kelurahan Akan tetapi apabila anggaran yang dikelola kelurahan masih
relate kecil dan dalam rangka efisiensi pengelolaan keuangan maka

anggaran kelurahan masih dapat digabung pada SKPD kecamatan.
Konsekuensi dari penetapan pengguna anggaran adanya kewajiban
untu k m em buatla poran keua ngan.

Pada satuan kerla pengelola keuangan daerah sesuaidengan pasal

185 Permendagri No. 13 Tahun 2006 khusus belanja bunga, belanja

subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagihasil, belanja

bantuan keuangan, belan.ja tak terduga, penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan ditunjuk satu bendahara pengeluaran sehingga untuk
mengelola DPA PPKD pada satuan kerja pengelolaan keuangan daerah
dilakukan oleh dua bendahara pengeluaran.

Dalam hal bendahara penerimaan/pengeluara n berhalangan, maka:

a. Apabila melebihi3 (tiga) hari sampai selamalamanya 1(satu) bulan,

bendahara penerimaan/pengeluaran tersebut wajib memberikan

surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan
penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung
jawab bendahara penerimaan yang bersangkutanatau untuk
melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran

atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan

dengan diketahui kepala SKPD.
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Apabila melebihi 1(satu) bulan sampai selamalamanya 3 (tiga)

bulan harus ditunjuk bendahara penerimaan/pengelua ran dan

diadakan berita acara serah tarima.

Apabila bendahara penerimaan/pengelua ran sesudah 3 (tiga)

bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap
yangbersangkutan telah menggundurkan diriatau berhenti dari
jabatan sebagai bendahara penerimaan/pengeluara n dan oleh

karena itu segera diusulkan penggantinya.

3.2.10 TANGcUNG JAWAB PENGEToIA KEUAN6AN

Sebelum reformasi tanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana
diatur dalam Kepres 18 Tahun 2000 menyatakan pemimpin proyek bertang-
gung jawab terhadap fisik dan keuangan hal tersebut terjadi karena pada

saat itu pengelolaan APBD pada masing-masing satuan kerja dilakukan oleh
pimpro sesuai dengan DlP.

Adanya reformasi dibidang pengelola keuangan daerah dengan diterap-
kan anggaran berbasis kinerja, tanggung jawab atas pengelola keuangan
daera h diatur pada:

Pasal 18 ayat {3) undang-undang No. L Tahun 2004 tentang
perbendaharaan negara.

a. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah N.58 Tahun 2005 tentang
pengelolaan keuangan daerah.

b. Pasal 184 Peraturan Mentri Dalam Negeri No, 13 Tahun 2006

tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyatakan:

1. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara
penerima/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima
atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib
menyelen ggarakan penatausahaa n sesuai dengan peraturan
perunoanS-unqanSan.

2. Pejabat yang m€nandatangani dan atau mengesahkan

dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi

dasar penerimaan dan dasar penerimaan dan/pengeluaran atas

pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material
dan akibat yang hmbul dari penggunaan surat bukti tersebut.

3. Berdasarkan ayat tersebut terdapat tanggung jawab renteng.
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Dikaitkan dengan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa, bukti-
bukti yang menjadi dasar sebagai pendukung pembayaran terdiri dari:

1.. Kontrak/perja njia n kerja;

2. Berita acarakemajuan/penyerahan pekerjaan.

3. Surat permintaan pembayaran (SPP).

4. Bukti pengelua ran kas.

5. Surat Perintah membayar (SPM).

Dengan tanggunB iawab renteng maka seharusnya yang menan-
datangani bukti tersebut adalah pihak-pihak yang mengetahui dan

melak-sanakan pengadaan barang dan jasa, sehingga apabila dikaitkan
d enga n tanggung jawab maka:

a, Kontrak pekeriaan harus ditanda tangani oleh pengguna anggaran/

kuasa pengguna anggamn.

b. Berita acara kemajuan/penyerahan pekerjaan ditanda tangani oleh

konsultan pengawas/pengawas teknis panitia penerima barang dan

pejabat pelaksana teknis kegiatan.

c.. Surat permintaan pembayaran (SPP) ditanda tangani oleh pejabat

pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

d. Bukti pengeluaran kas disetujui oleh kuasa pengguna anggaran.

e. Surat perintah membayar (SPM) ditanda tangani oleh pengguna

anggaran.

Karena pejabat penata usaha keuangan tidak ikut langsung dalam proses

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa maka ldak boleh menan-datangani

sPM haltersebut sesuaidengan Pasal 14 Ayat (2) Huruf (C) PP No- 58 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan yang menyiapkan SPM adalah
pejabat penata usaha keuangan sedang penandatanganan menurut Pasal 10

Huruf (h) Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah pengguna anggaran.

Pembuatan dan penandatanganan Surat Permintaan Pembayaran
UanB Persediaan (SPP UP) dan Tambahan Uang (SPP TU) adalah sebagai

berikut.

Apabila pengajuan dilakukan sekaligus (bergabung) dalam satu

5PP un-tuk seluruh kegiatan maka penandatanBanan dilakukan oleh
bendahara pengeluaran. 5ebaliknya apabila dilakukan terpisah untuk
masing-masing kegiatan maka penandatanganannya dilakukan oleh
pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK),
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Pada dasarnya pelaksanaan anggaran belanja daerah dilakukan harus
dengan prinsip hema, efektif dan efisien dan tidak mewah serta setiap
pengeluaran harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat
diperta nggung jawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

Pengeluaran kas yang berakibat kepada beban APBD tidak dapat
dilaksanakan sebelum rancangan peraturan daerah tentang ApBD ditetapkan
dan ada pada lembaran daerah- Serta pembebanan pengeluaran dimaksud
tidak termasuk pada belanja yang bersifat mengikat dan belanja bersifat
wajib.

Belanja bersifat mengikat adalah belanja yang harus dianggarkan oleh
pemerintah daerah secara terus menerus dengan jumlah yang cukup untuk
kebutuhan setiap bulannya seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Adapun belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang mendukung
ter.jaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan bagi pelayanan dasar
masyarakat misalnya pendidikan, kesehatan dan atau memenuhi kewajiban
kepada piha k ketiga.

DPA-sKPD merupakan dasar yang dijad ika n doku men untuk pembayara n,

atau dokumen lain seperti SPD atau yang dipersamakan dengan 5PD misalnya
keputusan pengangkata n pegawai.

Surat Penyediaan Dana (5PD) merupakan dokumen dasar bagi
pernyataan tentang tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan dan
sebagai dasar untuk penerbitan SPP

Pembebanan dan pengeluaran atas beban ApBD didasarkan
padaadanya SPM yang dikeluarkan oleh pejabat pengguna anggaran/atau
kuasa peengguna anggaran, denga nmenerbitkan SP2D sebagai dokumen
persetujuan oleh Kuasa BUD.5P2D merupakan dokumen untuk mencairkan

dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan pada pengajuan SpM.

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah Dilakukan oleh pengelola

anggaran daera h yang meliputi:

1. Dana Cadangan;

2. Pinjaman dan penyertaan serta penyertaan atas penjualan kekayaan
milik daerah yang dipisahkan.

3. Semua pengeluaran dan penerimaan harus melalui rekening Kas

Umum Daera h.
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Berkaitan dengan adanya dana cadangan, penata usa haan nya ju mla h

pendapatan daerah yang dipisahkan dditransfer secara langsung dari

rekening kas umum daerah ke kas rekening dana cadangan dan dilakukan

atas perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD. Atas prsetuiuan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Dan seandainya dana cadangan

akan digunakan, maka penata usahaa nnya dilakukan berdasarkan atas

kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan memerhatikan kecukupan da na

cadangan yang tersedia. Dan pelaksanaan kegiatan yang membebankan

kepada dana cadangan, dengan memerhatikan batas tertinggi atau

kemampuan dari pada dana cadangan dimaksud atau tersedia dalam

satu tahun angga ra n.

Sedangkan penerimaan pinjaman daerah berdasarkan pada besaran

jumlah pin.jaman yang akan diterima dalam tahun anggaran bersangkutan

berdasarkan dokumen pefjanjian yang ditanda tangani Adapun pinjaman

dalam bentuk mata uang asing, maka penatausahaannya dilakukan dengan

nilai rupiah dengan menggunakan kurs resmi dari Bank Indonesia

Seluruh kegiatan yang bersifat peminjaman harus diketahui dan

disetuiui oleh DPRD. Dalam pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa

BUD berkewa,iban untukmeneliti dan menguji:

r.

7.

a

A

5.

Meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindah bukuan

yang diterbitkan oleh PPKD.

Menguli kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang

tercantum dalam perintah pembayaran.

Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

Menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran atas

pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang

diteta pka n.

Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.
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Gambar di bawah ini SPM dan Bukti Pendukungnya

Gambar 3.2

Keterangan:

5P: Merupakan dokumen pokok pelakanaan anggaran.

wrew ffiffi
ffi.

ffi;....

Sumber: Nurlan Darise " Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 2." Jakarta 2009,

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007. Tentang

Pedoman Pengelolaa n Kuangan Daerah

Di bawah ini adalah prosedur dan mekanisme pencairan anggaran

Gambar 3.3

ffi-ffi=ffi-w-

82



FELAKSANAAN DAN PUNAiAUS,{IIA,{\ AI'TTT:' 65 94

Setiap transaksi pendapatan yang diperoleh yang diakibatkan adanya
proses kegiatan pelaksanaan pengelolaan Keuangan daerah, maka yang

harus diperhatikan atau wajib diikuti adalah:

1. Seluruh uanByang diterima atas akibat adanya tra nsaksipengelolaan

Keuangan daerah, harus disetorkan disimpan direkening kas umum
daerah pada band pemerintah yang ditunjuk sela mbatJambatnya 1

hari setelah uang diterimakan dari pihak ketiga.

Z. Penyetoran uang kes umum daerah merupakan sebagai rekening
kas umum daerah.

3. Tidak diperbolehkan bendahara umum penerimaan melakukan
transaksi penyimpanan diluar bank pemerintah, yang ditunjuk atau
bank swasta yang termasuk bank persepsi.

4. Tidak diperkenan simpanan pendapatan dimasukan ke dalam
rekening pribadi, dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan

APBD, dan tidak diperkanan menyimpan kertas berharga berupa
cek dan surat berharga lainnya lebih dari t hari kerja.

5. Penerimaan daerah dapat disetor ke rekening kas umum daerah
da pat dilakukan dengan mekanisme:

a. Dapat disetor oleh pihak ke-3 (tiga) melalui bendahara
penerimaan atau bendahara penerima pembantu.

b. Atau disetor langsung oleh pihak ketiga ke bank di mana

rekening kas umum daerah disimpan.
c. Ditransfer oleh pihak ketiga dari bank lain ke rekening

bendahara kas umum daerah.

3.3 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Penatausahaan keuangan daerah dilakukan oleh PPK-SKPD, adapun
penatausahaan keuangan daerah meliputi beberapa prosedur terdiri
orosedur:

1. ProsedurPenatausahaanBendahara Penerimaan;
2. ProsedurPenatausahaan Bendahara Pengeluaran:
3, Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang [UP/

GU/TU)

4. Mekanisme Pembebanan Langsung {LS)

5. Penatausa haa n pada SKPKD:

a. Prosedur Penatausahaan Penerimaan Kas

b. Prosedur Penatausahaan Penseluaran Kas:
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6. Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uangfambahan Uang (UP/

GU/TU}

7. Mekanisme Pembebanan Lan8sung (LS)

Adapun dokumen-dokumen pend ukung ya ng digunakan dalam prosedur

penatausahaan pendapatan asli daerah terdiri dari:

a, surat ketetapan palak daerah (5KP-Daerah).

b. 5urat Keterangan Retribusi Daerah (SKR-Daerah).

c. Surat Tanda Setoran (STS).

d. Surat tanda bukti pembayaran.

e. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

f. Nota Kredit.

Setiap bukti dukung yang berakibat kepada adanya penerimaan daerah,

harus mendapatkan pengesahan oleh pejabat pengelola Keuangan daerah

(PPKD), sehingga setiap transaksi dapat diketahui oleh pejabat pengelola

Keuangan daerah secara sah. Apabila ada transaksi yang tidak mendapatkan

pengesahan oleh pejabat pengelola Keuangan daerah, maka transaksi

dimaksud da pat d ikategorikan illegal atau tidak sah, dan bendahara penerima

tidak diperkenankan untuk melanjutkan transaksi tersebut'

3.3.1 PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN

a. PenatausahaanPendapatan

Pendapatan asli daerah mencakup semua penerimaan uang yang

masuk ke rekening kas daerah, yang dihasilkan dari pengelolaan seluruh
potensi sumber daya daerah yang akan menambah ekuitas dana lancer, dan

merupakan hak daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang tidak

dibayar kembali oleh daerah.

Adapun Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

2. Dana Perimbangan; dan

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan pasal 5 ayat (3) dalam

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah melliputi:
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1. Paiak Daerah;

2. Retribusi Daerah;

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

4. Lain-lain PAD yang sah.

Adapun dana perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasilj

2. Dana Alokasi Umum; dan

3. Dana Alokasi Khusus.

Sedangkan lainJain pendapatan daerah yang sah merupakan kumulatif
dari pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan keuangan pusat

dan daerah, meliputi hibah, dana darurat, dan dana lain-lain pendapatan.

Bagi bendahara penerimaan pada SKPD diwajibkan untuk membuat
pertanggungjawa ban secara administrative atas pengelolaan uang yang

menjadi tanggunE jawabnya dengan membuat laporan pertanggunglawaba n

penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran kepada
pejabat penatausahaan keuangan SKPD selambat-la mbatnya tanggal 10

bulan berikutnya. Sehingga membuat laporan pertanggung.jawaban kepada
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bendahara penerima juga

wajib membut pertanggungiawaban kepada PPKD selaku Bendahara Umum
Daera h, Untuk dila ku kan verifikasiatas lapora n perta nggungjawaban tersebut,
serta dianalisis dan dievaluasi guna diterbitkannya surat pengesahan atas

la poran pertan ggun gjawaban penerimaan.

Bagi pejabat pengelola keuangan daerah yang terdiri dari: Pengguna

Anggaran, Kuasa Pengguna An8garan, bendahara penerima, bendahara
pengeluaran, orang atau badan yang terkait dengan menerima atau
menguasai uang dan barang/ kekayaan daerah, wajib untuk melakukan
penyelengaraan penatausahaan berdasarkan peraturan perundangan-

undanga n yang berlaku.

Terkait dengan bendahara penerimaan, yang melakukan penerimaan

daerah wajib untuk melakukan penyelenggaraan penatausahaan terhadap
seluruh apa yang diterima terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, serta
wajib melakukan penyetoran atas penerimaan yang diterimanya yang menjadi

tanggung jawabnya, wajib melakukan penyetorn ke kas umum daerah pada

Bank pemerintah yang ditunjuk sebagai bank persepsioleh pemerintah daerah.

Adapun cara penyetoran yang dilakukannya dapat dengan cara:

1. Dengan cara disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga; dan
2. Disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
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Adapun Bendahara penerimaan dilarang untuk:

L. Menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam

penguasaannya lebih dari 1(satu) hari kerja; dan/atau

2. Menyimpan dan membuka rekening atas nama pribadi pada bank

atau Biro pos atas pelaksanaan APBD.

Dalam hal permasalahan khusus, terkait dengan letak geografis

wajib pajak yang tidak memungkinkan jarak tempunya serta letak lokasi

wajib paja( maka kepala daerah dapat menunjuk bendahara pembantu

penerimaan bagi pajak daerah dengan tugas dan tanggung jawab sesuai

bendahara penerima. Sedangkan dokumen yang digunakan sebagai dasar

penata usahaan pendapata n:

L. Surat ketetapan pajak daerah (5KP-Daerah)

2. Surat ketetapan Retribusi Daerah (SKR- Daerah).

3. Surat Tanda setor (5TS).

4. Surat tanda bukti pembayaran.

5. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

6. Nota kredit.

Adapun buku-buku pendukung yang diperlukan dalam penatausaahaan

meliputi:

1. Buku Kas Umum.

2. Buku-buku pembantu:

a. Buku Bank.

b. Buku Kas Ha rian.

3. Buku Register pnerimaan dan pengeluaran.

4. Buku lurnal.

5, Buku Besar.

b, Penatausahaan Eelanja Daerah

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dikeluarkan dari

rekening kas umum daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan

daerah, yang akan mengurangi ekuitas dana lancar dan itu merupakan

kewajiban daerah selama satu tahun anggaran, dan tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh daerah.

Adapun Belanja Daerah diklasifikasikan menurut fungsi, adapun

klasifi kasi dimaksud meliputi:
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Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan yang bersifat wajib

dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dan

Klasifi kasi fungsi pengelolaan keuangan negara,

1. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

a. Pend idikan;

b. Kesehatan;

c. Pekerjaa n umum;

d, Perumahan rakyat;

e. Penata ruanB;

f. Perencanaanpembangunan;

g. Perhubungan;

h. Lingku ngan hidup;

i. Perta nahan;

j. Kependudukan dan catatan sipil;

k. Pemberdayaa n perempuan;

l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

m. Sosia l;

n. Tenaga keria;

o. Koperas! dan usaha kecil dan menengah;

p. Penana man modal;

q. Kebudayaan;

r. Pemuda dan olah raga;

s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, Kepegawaian dan pengamanan;

u. Ketaha n panganj

p. Pemberdayaan masyarakat dan desa;

w. Statistic;

x. Kearsipan;

y. Komunikasi dan informatika;

z. Perpusta kaan.
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2. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan meliputi:

a. Perta nia n;

b. Kehutanan;

c. Energy dan sumber daya mineral;

d. Parawisata.

e. Kela uta n dan perikanan;

f Perdagangan;

g. Industri, dan

h. Tra nsmigrasi.

3. Klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan keuangan

negara meliput

a, Pelayanan umum;

b. Ketertiban dan ketentraman;

c. Ekonomi;

d. Lingkungan hidup;

e. Perumahan dan fasilitas umum;

f. Kesehatan;

g. Pa riwisata dan budaya;

h. Agama;

i, Pendidikan, serta

y. Perlind ungan sosia l.

Sedangkan yang dimaksud dengan klasifikasi belanja menurut organisasi

pemerintahan daerah seperti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris

Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan

dan Kelurahan dan disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan

daerah.

Adapun klasifikasi belanja berdasarkan program dan kegiatan

diselaraskan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanga n daerah

berdasarkan pada organisasi pemerintahan daerah,

Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:

a. belanja tidak langsung; dan

b. belanla langsung.
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1) Belanja Tidak Langsung

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan
tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Kelompok belanja tidak langsung dibagi m€nurut jenis belanja yang terdiri
dari:

a. belanja pegawai;

b. bunga;

c. subsidi;

d. hibah;

e. ba ntuan sosial;

f. belanja bagi hasil;

g. ba ntuan keuangan; dan

h. bela nja tidak terduga.

1) Belania Pegawai

Belania pegawai yang ada di dalam kelompok belanja tidak langsung
merupakan:

b)

belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta
penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yanB ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-

undanga n;

uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD

serta gaii dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah
serta pen8hasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundang-undanga n dianggarkan dalam belanja
pegawai.

tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan
pertimbangan yang objektif dengan memerhatikan kemampuan

keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan
penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan
pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau
kondisi kerja atau elangkaan profesi atau prestasi kerja. Kriteria
pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan
kepala daerah.
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i)

Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran

bunga utangyang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan

perjanjian pinjaman jangka pendek,.langka menengah, dan jangka

panjang.

Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya

produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual

produksi/iasa yang dihasilkan dapai terjangkau oleh "masyarakat

banyak. Perusahaan/lembaga tertentu ada lah perusahaan/lembaga

yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat

Dalam rangka pertanggungiawa ban pelaksanaan APBD, penerima

subsidi wajib menyampaikan laporan pertangBungjawaban

penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah.

Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk mengang8arkan pemberian hibah

dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau

pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masya rakat/perorangan
yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian

bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat

yang bertuiuan untuk peningkatan keseiahteraan masyarakat'

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud diberikan tidak secara

terus menerus/tidak berulamg setiap tahun anggardn, selektif

dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya Bantuan

kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial,

Belanja Ba ntuan Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi

hasil yang bersumber dari pendapatan pemda kepada pemerintah

desa dan/atau kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan

ketentuan peru nd a ng-u nd a nga n.

Belanja Bantuan Keua ngan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan

keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemda kepada

d)

hl
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pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam

rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan
penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah

desa atau pemerintah daerah lainnya yang menjadi penerima
bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan
pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemda sebagai pemberi
bantuan.

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang

sifatnya tidak biasa atau trdak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kegiata n yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam
rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenBgaraan
pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan

ketertiban masyara kat di daerah.

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimakud harus
didukung dengan bukti-bukti yang sah.

2) Belania Langsung

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok
belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dibagi menurut
jenis belanja yanB terdiri dari: belanja pegawai; belanja barang dan jasa;

dan bela nja modal.

b.

Eelanja pegawai langsung, merupakan belanja yang terkait dengan

kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam program dan kegiatan,

dialokasikan pada setiap program dan kegiatan. Sehingga belanja
pegawa i langsung merupa ka n pengelua ran yang d ibelanjakan untuk
membiayai para pegawai yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Eelanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/
pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas)

bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan
kegiata n pemerintahan daerah.
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Pembelia n/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa

sebagaimana dimaksud mencakup belanja barang pakai habis,

bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan

bermotor, cetak dan penggandaan, sewa rumah/ged ung/gudang/
parkiq sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan

dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan

atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu,
pemeliharaan rumah dinas/gedung kantot pemeliharaan kendaraan

dinas, pemeliharaan peralatan kantor, perjalanan dinas, perialanan

dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

c, Belanja Modal, adalah, Belania modal digunakan untuk

pengeluaran dilakukan dalam rangka pembelia n/pengadaan atau

pembangunan aset tetap berwuiud yang mempunyai nilai manfaat

lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, ialan, irigasi dan iaringan, dan aset tetap
lainnya. Berdasarkan pasal 53, Permendagri 59/2007 dinyatakan

bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja

modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh

belanja yang terkait dengan engadaan/pembanEunan aset sampai

aset tersebut siap digunakan. Dengan demikian, belanja honor/
upah (yang semula dianggarkan di dalam belanja pegawai) dan

belanja belanja barang jasa (seperti ATK, perialanan dinas) yang

terkait langsung dengan pengadaan aset tetap berwujud harus

dianggarkan di dalam belanja modal.

3,3.2 PGNAIAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penatausahaan pembiayaan daerah, di mana pembiayaan daerah

adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan dari kas umum daerah, yang

akan dapat diterima kembali, pembiayaan daerah meliputj dana cadangan,

dan pinlaman serta penyertaan dan penjualan kekayaaan milik daerah yang

dipisa hka n.

a, Terkait dengan dana Cadangan

Peminda hbukuannya, jumlah pendapatan daerah yang disisihkan

ditransfer dari rekening kas umum daerah kerekening dana cadangan

dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas

persetujuan PPKD,
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Dan apabila dana cadangan tersebut akan dipergunakan, maka

pemindahbukuannya dari rek dana cadangan ke kas umum daerah

dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.

Pemindahbukuan sebatas pagu dana cadangan yang akan mendukung

kegiatan dalam tahun an8garan berjalan sesuai yang ditetapkan

berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum

daerah dilakukan berdasarkan surat perintah pemindahbukuan oleh

kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Di bawah ini tergambar bagan alur penatausahaan dan pembuatan

laporan Pendapata n

Gambar baBan alur 3.3
Bagan alur pendapatan dan pembuatan laporan

DAFTAR PENYETORAN

PENDAPATAN

BUKU PEMSANIU

PENGAWASAN

SKP/5KR------r------
LAPORAN

TUNGGAKAN

PAIAK/RETRIBUSI

b. Terkait dengan penerimaan pinjaman daerah

Pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima

dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yanB telah

ditetapkan dalam perjanlian yang dibuat. Penerimaan Pinjaman dalam

bentuk uang asing, pembukuannya dilakukan dengan nilai uang rupiah

menggunakan kurs resmi bank Indonesia.

SKP/SKR

PENERIMAAN DAN

PENYETORAN PENDAPATAN

BUKU KAs UMUM

BUKU PEMBANTU
REKAPITULASI PENERIIUAAN

HARIAN

LAPORAN

PERTANGGUNGIAWABAN

PENDAPATAN

Lapoaan

pertanBgungjawaban

bulan lalu
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Sedangkan pembayaran pokok pinjaman didasarkan pada jumlah yang

jarus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya

merupakan prioritas utama dari seluruh kewaliban Pemerintah Daerah

yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenan. Adapun

peminjaman daerah kepada pihaklain seperti Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah lainnya, BUMD berdasarkan keputusan Kepala

Daerah atas persetujuan DPRD

Terkait dengan Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan apabila

telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan modal daer-

ah. Pelaksanaannya melalui mekanisme sPM yang diterbitkan oleh PPKD

d. Terkait dengan Penjualan kekayaan milik Daerah

Penjualan kekayaan milik daerah dilakukan berdasarkan Ketentuan

perundang-undanBan yang berlaku, sedangkan penerimaan atas

penjualan kekayaan daerah berdasarkan kepada penerimaan bukti
yang sah, seperti dokumen pelelangan, akte jual beli, nota kredit dan

dokumen lainnya yang seienis. Kuasa BUD berkenan untuk meneliti

semua bukti pelaksanaan pengeluaran pembiayaan dengan melakukan

verifi kasi atau meneliti:

a. Kelengkapan perintah pembayaran/pemindahbukuan yang

diterbitkan oleh PPKD;

b. Melakukan pengujian atas kebenaran perhitungan pengeluaran

pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c. Melakukan Pengujian atas ketersediaan dana yang ada;

d. Menolak pembiayaan apabila tidak memenuhi persyaratan yang

ditetapka n.

Buku-buku yang dipergunakan dalam penatausahaan meliputi:

1.. Buku Kas Umum.

2- Buku-buku pembantu:

a. Buku Bank.

b. Buku Kas Harian.

3. Buku Register penerimaan dan pengeluaran.

4. Buku Jurnal.

5. Buku Besar.

sumber: Nurlan Darise " Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 2." lakarta 2009, dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentanE Pedoman

PenBelolaan Kuangan Daerah ###
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BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PETAPORAN KEUANGAN DAERAH

4. IATAR BELAKANG

4.1 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

4.1.1 TERKAIT TEoRI PERTANGGUNGJAWABAN

Tanggung 
jawab menurut kamus bahasa indonesia adalah, keadaan

I wajib menaggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab
menurut kamus umum bahasa indonesia adalah berkewajiban menaggung,
memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya.
Tanggung lawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau
perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung

,awab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewaliban.
Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagran
hidup manusia, bahwa setiap manusia di bebani dengan tangung
jawab. Apabila di kaji tanggung jawab itu adalah kewaiiban yanB
harus di pikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.
Tanggung jawab adalah cirri manusia yang beradab. Manusia merasa
bertanggung jawab karena ia menyadariakibat baik atau buruk perbuatannya
itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau
pengorbanan. {Sumber: http://baguspemudaindonesia. Blogdetik. Com/.../
manusia-dan-ta...J

Menurut pendapat Friedrich August von Hoyek, Semua bentuk dari apa
yang disebut dengan tanggung iawab kolektif mengacu pada tanggung jawab
individu. lstilah tanggung jawab bersama umumnya hanyalah digunakan
untuk menutup-nutupi tanggung jawab itu sendiri.

Dalam tang8ung jawab politis sebuah masalah jelas bagi setiap
pendelegasian kewenangan (tanggungjawab). pihak yang disebut
penanggunglawab tidak menanggung secara penuh akibat dari keputusan
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mereka. Risiko mereka yang paling besar adalah dibatalkan pemilihannya

atau pensiun dini. Sementara sisanya harus ditanggung si pembayar pajak'

Karena itulah para penganut liberal menekankan pada subsidiaritas, pada

keputusan-keputusan yang sedapat mungkin ditentukan di kalangan rakyat

yang notabene harus menanggung akibat dari keputusan tersebut

Tanggung iawab dan kebebasan

Kebebasa n dan tanggungjawab tida k dapat d ipisahka n. Orangyang dapat

bertanBgung iawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan

perbuatannya hanyalah orangyang menga mbil keputusan da n bertindakta npa

tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki

satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianYa untuk

membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu

masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus

mengambilalih tanggung jawab. lni merupakan kebalikan dari konsep sosialis

yang mendelegasikan tanggung jawab dalam ukuran seperlunya kepada

masyarakatatau negara. Kebebasan berarti ta nggung jawab; ltulah sebabnya

mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya.

Menurut pendapat George Bernord Show, Persaingan yang merupakan

unsur pembentuk setiap masyarakat bebas baru mungkin teriadi iika ada

tanggung jawab individu. Seorang manusia baru akan dapat menerapkan

seluruh pengetahuan dan energinya dalam bentuk tindakan yang efektif dan

berguna.iika ia sendiri harus menanggung akibat dari perbuatannya, baik itu

berupa keuntungan maupun kerugian. Justru di sinilah gagalnya ekonomi

terpimpin dan masyarakat sosialis: secara resmi memang semua bertanggung

jawab untuk segala sesuatunya, tapi faktanya tak seorangpun bertanggung

jawab. Akibatnya masih kita alami sampai sekarang.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, tanBtunB jawab dalam

pengelolaan keuangan daerah, merupakan tanggung jawab berdasarkan

apa yang telah dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan tugas pengelolaan

dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat didaerah, dengan

menggunakan dana APBD.

4.1.2 KAIIAN NORMAT]F

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 terttang Pemeriksaan

dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara, dan Permendagri

No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 55 Tahun 2008.

96



ILRI_.IN0(;UNt;lA\,!"{ltlN DAN pl,tLAIL'ltlti ... 95 _ I L6

Tanggung jawab pelaksanaan APBD, merupakan bentuk tanggung
jawab berdasarkan Peraturan peru ndang-undang dan peraturan pemerintah
dan peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi pedoman pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah.

Pertanggungjawaban keuangan daerah, merupakan proses lanjutan dari
siklus keuangan daerah, di ma na benda hara pengelua ran secara ad ministrative
diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan uang
yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan
belanja perjalanan serta belanja modal, yang dibiayai melalui mekanisme:

a. Uang Persediaa n;

b. Ganti Uang persed iaa n;

c. Tambahan uang persediaan;

d. Dan 5P2 D langsung, baik untuk keperluan bendahara maupun
untuk tagihan pihak ke tiga.

Adapun dokumen pertanggungtawaba n yang disampaikan berdasarkan
Pasal 220 ayat (4) Peremendagri 13 Tahun 2006 menyertakan dalam
pertanggungjawabannya meliputi:

a. Rincian Buku Kas Umum.

b. Rincian dan ringkasan pengeluaran serta bukti-bukti pengeluaran
yang sah.

c. Bukti penyetoran PPN dan PPh kerekening kas Negara.

d. Register penutupan kas.

Khususnya untuk pengeluaran melalui mekanisme SpM GU Nihil. dan
LS setelah diverifikasi oleh BUD pada waktu penerbitan SPZD, maka rincian
pengeluaran dan bukti-bukti pengeluaran tidak lagi dilampirkan pada laporan
pertanggungjawaba n demilian halnya buku kas umum, yangdilaporkan hanya
jumlah kumulatif belanja dan posisi kas.

Yang wajib dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran adalah
penggunaan uang persediaan, ganti uang dan tambahan uang persediaan.

Dokumen pendukung SPM LS dapat dipersamakan dengan bukti
pertanggungjawaban atas pengeluaran, sehingga diperlukan pemisahan
antara SPJ LS dan SPI Ganti Uang dan SPJ Nihil. Adapun dalam surat
pertan8gungjawaba n memuat sebagai berikut.

a. Nama Pemerintah Daerah;

b. Nama SKPD;
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c. Nama Peng8una AnggaraU

d. Nama Bendahara Pengeluara n;

e. Tahun Ang8aran;

f. Bulan;

g. Kod€ rekening;

h. Uraian rekenig;

i. Jumlah anggaran;

j. SPJ LS Gaji;

k. SPJ LS barang dan iasa pihak ke. lll;

l. SPJ GU dan NlHlli

m. lumlah dari ketiga SPJ tersebut;

n. Sisa pagu anggaran; dan

o. Saldo Kas.

Perta ngBUngjawaban bendahara pengeluaran kepada kepala SKPD,

melalui Peiabat Pembuat Komitmen Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK-

SKPD), selambat-lambatnya pada 10 bulan berikut, dengan melakukan

penutupan Buku Kas Umum setia p bulannya, yang diketahui dan mendapatkan

persetujuan pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran.

Setelah melakukan penutupan Buku Kas Umum (BKU), Bendahara

pengeluaran membuat laporan pertanBgunglawaban penggunaan uang

persediaan. Apabila laporan perta nggunjawaba n telah sesuai dengan kondisi

apa yang dilakukannya dalam mekanisme pencatatan dalam Buku Kas Umum

serta saldo kas yang tertera dalam Buku kas Umum sesuai dengan saldo kas

yang ada pada brandkas tempat penyimpanan uan8, maka disampaikan

kepada pengguna ang8a€n dan pengguna an8Saran menerbitkan surat

pengesahan lapora n pertanggungjawaban. Serta untuk tertib administrasi

dan tepat waktunya pelaksanaan anggaran setiap tahunnya, maka pada akhtr

tahun anggaran pertanggungiawaban pengeluaran disampaikan selambatnya

pada 31 Desember tahun anS.garan berialan.

Selain pertanggungjawaban secara administrasi, bendahara

pengeluaran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) walib

mempertanggungjawabkan secara fungsional atas segala apa yang dikelola

menyangkut pengelolaan keuangan yang menladi tanggung .iawabnya

dengan membuat dan menyampaikan laporan perta nggungjawaban

semua pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selaku
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Bendahara Umum Daerah(BUD) selam batJambatnya tanggal 10 bulan
berikutnya. Penyampaian pertanggungiawaban dimaksud dilakukan setelah
mendapatkan surat pengesahan perta nggu ngjawaban pengeluaran yang
dikeluarkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

4.2 PETAPORAN

Pengertian Laporan, Laporan adalah bentuk penyaiian fakta tentang
suatu keadaan atau suatu kegiatan, pada dasarnya fukta yang disajikan itu
berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Fakta
yang disajikan merupakan bahan atau keterangan berdasarkan keadaan
objektif yang dialami sendiri oleh si pelapor (dilihat, didengar, atau dirasakan
sendiri) ketika si pelapor melakukan suatu kegiatan. Laporan adalah
suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun
pertanggungiawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawaan
kepada atasa n sesuai dengan hubungan wewen ang (authority) dan tanggung
jawab (responbilityl yang ada antara mereka.

4.2.1 ENTITAS PEI.APoRAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) pada PSAP 01, laporan Keuangan disusun untuk
menyediakan informasi oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode
pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai
sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan
operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi
efektivitas dan efisiensisuatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan
upaya-upaya yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai dalam
pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada priode pelaporan
guna keperluan:

a. Akuntabilitat dimaksud adalah mempertanggungjawabkan
pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan
yang ditentukan sebelumnya secara berkala.

b. Manajemen, dalam hal ini dalam pelaksanaannya membantu para
pengguna untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan suatu
entitas pelaporan dalam periode pelaporan, agar memudahkan

99



Teori dan hnplemefilasi Budget Siklus Keuangan Daerah

fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas semua

asset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentngan

m a sya ra kat.

c, Transparansi, transparansi yang dimaksud ini adalah memberikan

informasi keuangan yang jujur; terbuka kepada masyarakat,

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat mimiliki hak

untuk dapat mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pen8elolaan

sumberdaya yang dipercayakan kepadanya serta taat akan

peraturan perundang-undan8a n yang berlaku

d. Keseimbangan antar generasi ltntergeneration Equityl, adalah

penjelasan tentang para pengguna untuk mengetahui kecukupan

penerimaan pendapatan daerah pada periode pelaporan dalam

rangka membiayai seluruh pengeluaran ya ng telah dlalokasikan, dan

diperkirakan apakah generasi mendatang akan turut menang€ung

beban pengeluaran dimaksud

e. Evaluasi Kineria, Evaluasi kinerja dilakukan oleh entitas pelaporan

dalam penggunaan sumberdaya ekonomi yang dikelola pemerintah

dan pemerintah daerah dalam mencapaikinerja yang direncanakan

sebelumnya.

4.2.2 TUJUAN PETAPORAN KEUAN6AN

Tuiuan Pelaporan Keuangan Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 pada PSAP

01, adalah:

a. Menyediakan informasi atas sumber, alokasi dan penggunaan

sumberdaya keuangan.

b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode

berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi

yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil

yang telah dicapai.

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan

mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya'

e. Menvediakan informasimengenaiposisi keuangandankondisientitas

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik

.iangka pendek maupunjangka panjang, termasuk yang berasal dari

pengutan palak dan Pinjaman.
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Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan,
sebagaiakibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

4,2.3 PRINSIP PENUIISAN TAPoRAN

a. Lengkap: data dan fakta yang ada dalam laporan harus lengkap

b. lelas: uraian dalam laporan tidak memberi peluang ditafsirkan
secara berbeda oleh pembaca yang berbeda.

c. Benar/ akurat: data dan fakta yang salah dapat menuntun pembaca
membuat suatu keputusan yang salah, jadi kebenaran dan
keakuratan isi laporan sangat diperlukan.

d. Sistematis:

Laporan harus dibuat secara sistematis, berdasarkan sistem
pembuatan laporan dengan menggunakan sistem pengkodean
yang teratur dan sistematis, sehinggamudah dibaca dan dimengerti
oleh para pembaca laporan itu sendiri.

e- Objektif: Laporan harus dibuat secara oblektif mungkin, tidak
membuat atau memasukkan kepentingan pribadi sipembuat
laporan dalam membuatla porannya.

f. Tepat waktu: Ketepatan waktu mutlak diperlukan, karena
keterlambatan dalam pembuatan laporan akan berakibat di dalam
pengambilan keputusan.

4.2.4 KoMpoNEN LapoRAN KEUANGAN

Laporan keuangan berdasarkan PP 71 Tahun 2010, dalam PSAp 01 dan
UU 17 Tahun 2003, terdiri dari:

a. Laporan Rea lisasi Anggaran (LRA);

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran tebih (Laporan Perubahan SAL)

c. Neraca.

d. Laporan Operasional (LO);

e. Laporan Arus Kas (LAK);

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CAtK).

Di bawah ini gambar skema laporan keuangan SKPD
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Gambar skema:4.1. Skema laporan keuangan

Teori dan l/nplementasi Bud|et Siklus Keuatlgan Daerah

.2 Kewajiban
3 Ekuit3.5
4 Pendapatan-LRA

4.2.5 AguMsr DA5AR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah

dan pemerintah daerah, di mana anggapan yang diterima merupakan suatu

kebenaran tanpa ha rus d ibuktikan, aBar standar akuntansi dapat dilaksanakan

yang meliputi:

Kemandirian Entitas, Kemandirian entitas dapat diartikan bahwa

setia p organisasidianggap sebagai unit yang mandiridan mempunyai

kewaiiban untuk membuat dan menyaiikan laporan keuangan,

agar tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dan

pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan.

Terpenuhinya asumsi ini adalah kewenangan entitas untuk dapat

menyusun anggaran dan dapat melaksanakannya dengan tanggung

jawab secara penuh. Entitas bertangungjawab atas pengelolaan

asset dan sumber daya diluar neraca untuk kepentingan tugas

pokoknya.

Kesinambungan Entitat laporan keuangan disusun menggunakan

asumsi bahwa entitas akan berlanjut keberadaannya. Sehingga

entitas dapat menyusun laporan jangka pendek

Keterukuran dafam Satuan tJang lMonetary Measurement) Dalam

menyusun laporan keuangan dapat disusun secara terukur dan

dapat dinilai dengan satuan uan8. Hal ini dimaksudkan agar dapat

dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntarrsi.

4.2.6 KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah harus memenuhi kualltas:
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a. Relevan;

b. Andal;

c. Dapat Dibandingkan;

d- Dapat dipahami.

1. Relevan, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan relevan,
apabila informasi yang dimuat di dalamnya dapat mempengaruhi
keputusan pengguna dengan membantu mereka melakukan
evaluasi tentang peristiwa masa lalu atau masa kini, dan dapatjuga
memprediksi masa depan, dan ditegaskan dapat dievaluasi dengan
mengoreksi hasil evaluasi masa lalu. Sehingga informasi laporan
keuangan yang relevan dapat dikaitkan atau dihubungkan dengan
maksud penggunaannya dari Informasiyang relevan yang memiliki:

a. Memiliki manfaat umpan bahk Veedbock volue\;

b. Memiliki manfaat prediktif (predikctive voluej-,

c. Teoat waktu:

d. Lengkap.

2. Andal, laporan keuangan bebas darj pengertian ynag menyesatkan
dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta yang jujur, dan
danat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karesteristik:

a. Penyajian jujur;

b. Dapat d iverifikasi;

c. Netralitas-

3. Dapat dibandingkan, laporan keuangan sejogyanya dapat
dibandingkan, dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau
dengan laporan keuangan entitas la in pada umumnya. perbandingan

secara internal.

4.2.7 FUNGSI LAPoRAN

Laporan memiliki fungsiyang meliputi antara lain:

a. Fungsi lnformatif, Laporan bisa digunakan sebagaisumber informasi
bagi pembacanya;

b. Fungsi Pertanggungjawaban, Laporan merupakan suatu bentuk
pertanggungjawaban penulis terhadap pembaca laporan/
atasannya, atau tugas yang harus dan telah dilaksanakannya.
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c. Fungsi Pengawasan, Dengan membaca laporan, seorang atasan bisa

mengawasi bawahan serta tugas yang dilakukan bawahan tanpa

harus melihat langsun5.

d. Fungsi Pengambilan Keputusan, Laporan dari bawahan dapat

digunakan oleh atasan sebagai bahan pertimbangan pengambilan

keputusan. Juga berlaku untuk laporan koordinatif.

4.2.8 PEN6ETOMPOKAN LAPORAN

Pengelompokan laporan menurut maksud meliputi:

1. Lapora n informativ, yaitu la poran yang d imaksudkan untuk memberi

informasi dan bukan dimaksudkan untuk memberi analisis atau

rekomendasi.

Titik pentingnya adalah pemberian informasi Yang akurat dan

terinci.

2. Laporan rekomendasi, yaitu laporan yang di samping memberikan

informasi iuga menyertakan pendapat si pelapor, dengan maksud

memberikan rekomendsasi (usul yang tidak mengikat). Meski

demikian akurasi dan rincian informasi tetap diperlukan supaya

rekomendasi yang diberikan juga meyakinkan.

3. Laporan analitis, yaitu laporan yang memuat sumbangan pikiran si

pelapor, bisa berupa pendapat atau saran, setelah melalui analitis

yang matang dan mendalam. Kebanyakan laporan akademis berada

pada kategori ini.

4. Laporan Pertanggungjawaban, di mana si pelapor memberi

gambaran tentang pekerjaan yang sedang dilaksanakan (proqress

report) atau sudah dilaksanakan (bersifat evaluatif).

5. Laporan Kelayakan (Jeosibility report)' Pelapor menganalisis suatu

situasiatau masalah secara mendalam untuk menuiu penilaian yang

bersifat pilihan: layak atau tldak. Berbagai alternative dinanalisis'

kemudian ditentukan mana yang lebih baik.

Pengelompokan laporan menurut bentuk antara lain:

a. Laporan berbentuk Memo: Biasanya laporan pendek yang memuat

hal-hal pokok saia, dan beredar di kalangan intern organisasi.

b. Laporan berbentuk surat: lsinya lebih panjang daripada laporan

yang berbentuk memo, sekitar tiga lembar folio. Bisa dituiukan ke

luar oreanisasi.
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Laporan berbentuk naskah: Laporan ini bisa panjang atau pendek.
Bila panjang diibuat dalam format buku, dan dalam penyampaiannya
mutlak diperlukan surat atau memo pengantar.

Laporan berbentuk campuran: Laporan ini tidak lain gabungan
antara bentuk naskah dengan memo atau surat. Dibuat begini
karena isinya cukup kompleks sehingga harus dipadukan dengan
bentuk naskah agar pengkodean bagian-bagiannya lebih mudah
dilakukan.

Pengelompokan laporan menurut waktu penyampaian meliputi:

a. Laporan Insidental: Laporan ini tidak disampaikan secara runnJ
hanya sekali-sekali saia dalam rangka suatu kegiatan yang tidak
terjadwal tetap.

b. Laporan Periodik: Ditulis dalam suatu periode tertentu dan dinamai
sesuaiperiodenya pula. Contoh: Laporan harian, Mingguan, Bulanan
dan Tahuna n.

4-2.9 IAPoRAN KINERJA DAN LAPoRAN KEUANGAN

Laporan Kiner.ia dan Laporan Keuangan merupakan salah satu kegiatan
yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan
untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku
kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi
yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.

Hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan selanjutnya
ditindaklanluti yang merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional
yang ditempuh berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan penBawasan
untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan
rencana kegiatan yang telah ditetapkan, antara lain; melakukan koreksi atas
penyimpangan kegiatan, akselerasi keterlambatan pelaksanaan ataupun
klarifi kasi atas ketidajelasan pelaksanaan rencana.

Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang.

a. Berkala dimaksudkan adalah setiap 3 (tiga) bulan (triwulanan), dan
6 (enam) bulan (semester), atau tahunan.

b. Berjenjang dimaksudkan adalah dari satu unit kerja paling bawah
dalam suatu organisasi sampai pada pucuk pimpinan organisasi,
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Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan pertangggunglawaban berupa

la poran keuangan.

Laporan Keuan8an adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah

atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

a. Laporan Realisasi Anggaran, yang selaniutnya disingkat LRA" adalah

laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja,

transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang

pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan

dengan anggarannya dalam satu periode

b. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan

pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tertentu'

Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK, adalah lapordn

yang menyaiikan informasi arus masuk dan keluar kas selama

periode tertentu ya ng d iklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,

investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non anggaran'

c. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan

informasi tentang penielasan atau daftar terinci atau analisis

atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK

dalam rangka pengungkapan yang memadai Akuntabilitas

berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan,

dan pertanggungjawaba n kepada otoritas yang lebih tinggi dalam

sebuah rantai komando formal Akuntabilitas harus merujuk

kepada sebuah spektrum yang luas dengan standar kinerja

yang bertumpu pada harapan publik sehingga dapat digunakan

untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para

pengemban amanah publik. Konsepsi akuntabilitas dalam arti luas

bahwa pelabat pemerintah tidak hanya bertanggung iawab kepada

otoritas yang lebih tinggi dalam rantai komando institusional,

tetapi.iuga bertanggung lawab kepada masyarakat umum, lembaga

swadaya masyarakat, media massa, dan banYak stokeholders lain'

4.2.10 PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8Tahun 2006

Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah' menjelaskan

r06



trLRlAN(;GUNGIA\rAtsA\ DAN ILLA?OIL{N .. 95 L l6

sebagai berikut.

Pasal 1:

1. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawa ban pengelolaan
keuangan negara/daerah selama suatu periode.

2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak
atau teiah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur.

3. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana
kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan ApBN/ApBD.

4. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan
realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.

5. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih enhtas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan
perta nggungjawa ban berupa laporan keuangan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada
pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/
walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari
sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan,
dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

7, Pengguna Anggaran adalah pelabat pemegang kewenangan penggunaan
angBaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja perangkat

Daera h.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

10. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi
di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
dijualtanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang
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pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan

pemerintah terkait.

11. Dana Tugas Pembantuan adalah anggaran yang disediakan sehubungan

dengan penugasan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah dan/

atau desa disertai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaannya kepada menteri/pimpinan lembaga terkait-

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, pada pasal 27

menjelaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban iuga untuk

memberikan laporan penyelengaraan pemerintah daerah kepada pemerintah,

dan memberikan laporan keterangan perta nggun8iawaban kepada DPRD,

serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

kepada masyarakat.

Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah

disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur,

dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk untuk Bupati/ Walikota 1

(satu) kali dalam 1(satu) tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 105, pada pasal 37 ayat (1)

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD

kepada DPRD; ayat (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam

ayat {1) disampaikan paling lama 1(satu) bulan sekali setelah berakhirnya

triwula nan yanB bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang

implementasinya dimulai sejak penyusunan Renstra sampai dengan

perta nggungjawaba n kineria datam bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan wujud dari pertanggungjawaban, di

mana dikembangkannya satu sistem pertanggungjawaba n yang disebut Sistem

Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah (SAKIP) yang implementasinya

dimulai pada saat penyusunan Renstra hingga pertanggungjawaba n kinerja

dalam wu.jud LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

4-3 PENYUSUNAN TAPORAN TRIWUTANAN DAN LAPORAN

SEMESTERAN

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan diatur dalam

PeraturanPemerintah No. 39 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaa n Rencana Pembangunan.
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1-. Pengendalidn dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin
bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Pemdntauanadalah kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta
mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul
untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

3- Peldporon merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting
di dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk
memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada
pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan
sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang

relevan.

Hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan selanjutnya
ditindaklanluti yang merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional
yang ditempuh berdasarkan hasil pelaksanaan keBiatan dan pengawasan
untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan
rencana kegiatan yang telah ditetapkan, antara lain; melakukan koreksi atas
penyimpangan kegiatan, akselerasi keterlambatan pelaksanaan ataupun
klarifi kasi atas ketidajelasan pelaksanaan rencana.

Pela poran dila kukan secara berkala dan berjenjang. Eerka la dima ksudkan
adalah setiap 3 (tiga) bulan (triwulanan), dan 6 (enam) bulan (semester) atau
tahunan. Sedangkan berjenjang dimaksudkan adalah dari satu unit kerja
paling bawah dalam suatu organisasi sampai pada pucuk pimpinan organisasi.

Dikaitkan dengan masalah akuntabilitas dalam artian
perta nggungjawa ban, maka di dalam UU No.32 Tahun 2004 secara tesas
dikemukakan dalam beberapa pasal.

Pasal 27 menjelaskan:

a. Kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan
laporan penyelengaraan pemerintah daerah kepada pemerintah,
dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaba n kepada
DPR, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah
daerah kepada masyara kat;

b. Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah
disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk
Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk
untuk Bupati/ Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
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c. Laporan digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan

pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturun perundang-

undangan.

Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 yang berkaitan dengan

pertanggungiawaban, disebutkan sebagai berikut

Pasal {1}

a. Rencana strategik atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang

disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut

Renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan misi,

visi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan daerah

b. Pertang8ungjawaban akhir tahunan anggaran adalah

pertanggungiawaan Kepala Daerah kepada DPRD atas

penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran

yang merupakan pertan8ungjawaban pelaksanaan APBD

berdasarkan tolok ukur Renstra.

Dikaitkan dengan akuntabilitas keuangan (pertangungjawaban keuangan

daerah) dalam Peraturan Pemerintah No' 105 Tahun 2000, dalam Pasal 37:

(1I Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan

APBD kepada DPRDj

(2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

disampaikan paling lama 1(satu) bulan sekali setelah berakhirnya

triwulanan yang bersangkutan

Wujud dari pertanggun8.iawa ban tersebut saat ini adalah dengan

dikembangkannya satu sistem pertanggungjawaban yang disebut Sistem

Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah (sAKlP) yang implementasinya

dimulai sejak penyusunan Renstra sampai dengan pertanggungjawaban

kinerja dalam bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah) yang merupakan hasil inisiatif Lembaga Administrasi Negara

(LAN) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun

2000.

4.4 TAPORAN AKHIR TAHUNAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (5AKlP)

7. Good governonce adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan

yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokratisasi
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pasar dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi
yang langka dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun
administratif. Di samping itu, menjalankan disiplin anggaran serta
penciptaann Iegol ond political framework bagi tumbuhnya aktivitas
kewiraswastaan (OECD dan World Bank dalam IAN,20M). prinsip-
prinsip qood governonce yang dikembangkan oleh UNDp adalah
parfisipasi, taathukum/rule of I ow, transparansi, responsif, keseta raa n,
efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategik_

Sebagai sebuah organisasi, instansi pemerintah semakin dituntut untuk
memperlihatkan pencapaian keberhasilan tugas pokok dan fungsinya.

Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh
kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terouKa,
seimbang, dan merata bagi semua pihak berkepentingan (stokeholdersl.
Dengan penguasaan informasi yang seimbang, pihak-pihak yang terkait
dengan organisasi dapat mengambil keputusan yang wajar

Instansi pemerintah diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun,
dan menyampaikan informasi kinerja secara tertulis, periodik, dan
melembaga sebagai perwujudan normatif pertanggungjawaDan.
Penyampaian kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/
komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan komitmen
yang telah ditetapkan, yaitu fokus organisasi untuk mencapai tingkat
kinerja yang tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran. Instansi
pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungiawabkan
dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang
dicapainya. Berbagai pengungkapan ini dituangkan dalam dokumen-
dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja tnstansi pemerintah).

SAKIP pada pokoknya merupakan instrumen yang digunakan pemerintah
dalam memenuhi kewajiban untuk mem pertanggungjawa bka n
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi (LAN dan BpKp,
2000:63). Unsur-unsur yang terdapat pada SAKIp itu sendiri, terdiri
dari rencana strategis, rencana kegiatan, pengukuran kinerja, evaluasi
kinerja, dan analisis akuntabilitas kineria.

lmplementasiSAKtP dan penerapan good govrnonce memiliki keterkaitan
yang sangat erat berdasarkan pertimbangan bahwa pelaporan SAKIp
merupakan metode reformasi yang tipikal, SAKlp sebagai instrumen
pertanggungjawaban/tanggung gugat/kewajiban memberikan jawaban
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(LAN dan BPKP,2000:10); SAKIP sebagai salah satu sarilna untuk

perwujudan good governonce; SAKIP sebagai jawaban atas tantangan

Akuntansi Sektor Publik dalam mewujudkan akuntabilitas publik; serta

good governance merupakan tujuan akhir SAKIP (LAN dan BPKB 2000:

13). Berdasarkan konsep Yang telah diuraikan, maka untuk mengetahui

penerapan good governance dapat diukur sesuai dengan komponen-

komponen yang mendasari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah {sAKlP},

6. Sistem Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah pada pokoknya

adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam

memenuhi kewaiiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

dan kegagalaan pelaksanaan misi organisasi (LAN & BPKP,20001 63)'

Pelaksanaan SAKIP itu sendiri terdiri atas lima unsur.

a. Perencanaan strategik merupakan Suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waKu satu sampai

dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang,

dan kendala yang ada dan mungkin timbul Rencana strategik

mengandung visi, misi, tujuan, dan sasaran. Cara mencapai tujuan

dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program kegiatan yang

realistis dengan mengantisipasi perkembangan filasa depan

b. Perencanaan kinerta merupakan proses penyusunan rencana

kineria sebagai pen.iabaran dasar dari sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan

oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan secara tahunan'

Dalam rencana kinerla ditetapkan target kinerja tahunan untuk

seluruh indikator kineria yang ada pada tingkat sasaran' Kegiatan

rencana kinerja ini disusun setiap awal tahun anggaran dan

merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam

suatu periode tahunan.

c. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang

digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan

akuntabilitas dalam rangka menilai ke berhasila n/keBaga la n

pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuaidengan sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi

dan visi instansi pemerintah (LAN, 2000:47).

d. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat

keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit keria dalam
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melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya.
Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan
atau kegagalan pencapaian kinerja, Dalam melakukan evaluasi
kinerja, hasilnya dikaitkan dengan sumber daya (lnputlyang berada
di bawah wewenangnya, seperti sumber daya manusia, dana/
keuangan, sarana-prasarana, metode kerja, dan hal lainnya yang
berkaita n (LAN, 2000: 1)

e. Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja pada dasarnya
menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, terutama
ditulukan untuk mendapatkan gambaran yang memadai mengenai
hakikat dari akuntabilitas itu sendiri, yaitu mengenai kewajiban
untuk m€mb€rikan perta nggungjawaban atau untuk menjawab
dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/
pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak
utuk meminta keterangan atau pertanggunglawaban.

4.5 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(mrtPl

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan sebagai berikut.

Pasal 1 menlelaskan:

1. Laporan Keuangan adalah bentuk pertangBu ngjawa ban pengelolaan
keuangan negara/daerah selama suatu periode.

2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/progra m yang hendak
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur.

3. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana
keria yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

4, Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan
realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.

5. Entrtas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan
pertanggungjawa ban berupa laporan keuangan.
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8.

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada

pemerintah daerah yang bertanBgung jawab kepada gubernur/bupati/

walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari

sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan,

dan satuan polisi pamong praja sesuaidengan kebututran daerah.

Pengguna Anggara n ada lah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran Kementerian Negara/[embaga/Satuan Kerja Perdngkat

Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnYa disebut APBN,

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui

oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

AnBgaran Pendapatan dan Belania Daerah, selanjutnya disebut APBD'

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLu, adalah instansi

di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang

dijualtanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang

pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai denBan peraturan

oemerinta h terkait.

Dana Tugas Pembantuan adalah anggaran yang disediakan sehubungan

dengan penugasan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah dan/

atau desa disertaikewajiban mela porka n da n m em perta n ggu ngja wa b ka n

pelaksanaannya kepada menteri/pimpinan lembaga terkait.

11.

Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah

disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Ne8eri untuk Gubernur,

dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk untuk Bupati/ Walikota

1 (satuI kali dalam 1 (satu) tahuni Laporan digunakan pemerintah sebagai

dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

sebagai bahan pembinaan lebih lan.iut sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 yang berkaitan dengan

pertanggungiawaban, disebutkan sebagai berikut.
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(1) Rencana strategik atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang

disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan misi,
visi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan daerah.

(2) Perta nggungjawaban akhir tahunan anggaran adalah
pertanggungjawaa n Kepala Daerah kepada DPRD atas
penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran
yang merupakan perta ngungiawaban pelaksanaan ApBD
berdasarkan tolok ukur Renstra.

Wujud dari pertanggungjawa ban tersebut saat ini adalah dengan
dikembangkannya satu sistem pertanggungjawa ban yang disebut
Sistem Akuntabilltas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAK|p) yang

implementasinya dimulai sejak penyusunan Renstra sampai
dengan pertan8gungiawaba n kinerja dalam bentuk [AKlp (Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang merupakan hasil
inisiatif Lembaga Administrasi Negara (tAN) dan Badan pemeriksa

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2000.

Dikaitkandengan masalah akuntabilitas dalam arfi pertanggungjawaban,
dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. pasal 27
menjelaskan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk
memberikan laporan penyelengaraan pemerintah daerah kepada pemerintah,
dan memberikan laporan keterangan perta nggungjawaba n kepada DpR, serta
menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada
masya rakat.

Dikaitkan dengan akuntabilitas keuangan (perta ngungjawaba n
keuangan daerah) dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, dalam
Pasal 37 ayat (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan
pelaksanaan APBD kepada DPRD; ayat (2) Laporan triwulanan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama 1 {satu) bulan sekalisetelah
bera khirnya triwulanan yang bersangkutan.

Wujud dari pertanggungjawaban tersebut saat ini adalah denBan
dikembangkannya satu sistem pertanggungjawaban yang disebut Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKtp) yang implementasinya
dimulaiseiak penyusunan Renstra sampai dengan pertanggungjawaban kinerja
dalam bentuk LAKIP (l-aporan Akuntabilitas Kinerta Instansi Pemerintah) yang
merupakan hasil inisiatif [embaga Administrasi Negara (LAN] dan Badan
Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2000.
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Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah

disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk G ubernuq

dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk untuk Bupati/ Walikota 1

(satu) kali dalam 1 (satultahun.

Laporan digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih

lanjut sesuai dengan peraturan perunda ng-undangan

4.6 KEGUfi|AAN LAPORAN

Laporan digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih

lanjut sesuai dengan peraturan perunda ng-undanga n

Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 yang berkaitan dengan

pertanggung.iawaban, disebutkan sebagaiberikut. Pasal (1) Rencana strategik

atau dokumen oerencanaan daerah lainnYa yang disahkan oleh DPRD dan

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana lima tahunan

yang menggambarkan misi, visi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan

oaenln.

Pertan ggungjawaban akhirtahunananggara nadalah pertanSSungjawaan

Kepala Daera h kepada DPRD atas penyelenggaraa n pemerintah daerah selama

satu tahu anggarcn yang merupakan pertangungiawa ban pelaksanaan APBD

berdasarkan tolok ukur Renstra. Dikaitkan dengan akuntabilitas keuangan

(pertangunBiawaban keuan8an daerah) dalam Peraturan Pemerintah No.

105 Tahun 2000, dalam Pasal 37 ayat (1) Pemerintah Daerah menyampaikan

laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD; ayat (2) Laporan

triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (L) disampaikan paling lama

1(satu) bulan sekali setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan. ##
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BAB V

PENGEN DALIAN, PENGAWASAN,
DAN PEMERIKSAAN

5.1 LATAR BELAKANG

Dengendalian 
merupakan proses tindakan yang dilakukan atas,

I pelaksanaan program dan kegiatan, dengan tujuan adanya

efektivitas, dan efisien penggunaan sumberdaya terbatas, dan menghasilkan

tujuan dan sasaran yang diinginkan sebelum nya. Pengendalian terkait dengan
pengelolaan keuangan daerah, adalah bagaimana penggunaan anggaran
yang dialokasikan disetiap program dan kegiatan dapat digunakan sesuai

dengan peraturan perunda ng-undangan yang berlaku, sehingga terhindar
dari adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

5.1. 1 PENG ENDATIAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH

Aswin (200L: 86) menegaskan bahwa pengendalian anggaran dapat
dilakukan oleh dua kelompok yang melipuh:

1) kelompok yang dilakukan oleh legeslatif; dan

2) pengendalian yang dilakukan oleh kelompok eksekutif.

Hal ini menandaskan bahwa pengawasan internal yang dilaksanakan

untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran. Cox et. ol. (1993: 871

menegaskan bahwa sistem pengendalian internal setiap unit pemerintah

sulit dilaksanakan karena hubungan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah yang kompleks. Siegel et. al. (1989: 75) menegaskan bahwa focus

utama subsistem pengawasan keuangan adalah pada prilaku orang-
orang yang ada dalam organisasi, bukan pada mesin atau peralatan yang

digunakan. Alasannya adalah dengan pengawasan keuangan yang baik dapat

menekan perilaku manusia yang cenderung melakukan penyimpangan atau
Kecuranga n,
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Keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan yang sangat

mendasar, adanya perubahan prilaku manusia dalam pengelolaan keuangan

daerah berdasarkan PP No. 105 Tahun 2000, dan telah diubah dengan PP No.

58, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, perubahan yang

sangatdinamis ini, di mana prilaku manusia saat ini sangat membutuhkan

pengenda lian dan pengawasan.

Freeman (2003: 71) menegaskan bahwa salah satu pihak yang

berkompeten dalam melakukan pengendalian atau pengawasan terhadap

anggaran adalah piha k legeslatii Dan Shield (1998: 67) dan selanjutnya Purdy

(1993: 47) menegaskan bahwa pengawasan diperlukan untuk mengukur

dan memprediksi tujuan serta peluan untuk melakukan intervensi terhadap

aktivitas yang sesuai dengan yang diharapkan.

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan fungsi pengawasan melekat,

saat ini, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (5PlP) di lingkungan

Pemerinta h dan Pemerintah Daerah.

Setia p in sta nsipemerinta hdan pemerintah daerah d iharus membentukan

membentuk dan melaksanakan Sistem pengendalian internal pemerintah.

sPlP diharapkan mampu menjawab kelemahan pengawasan melekat yang

selama ini dilaksanakan oleh atasan lan8sung terhadap bawahannya. Dalam

SPlP ditekannkan, bahwa untuk meningkatkan pengawasan melekat yang

lebih efektif disetiap instansi pemerintah dan pemerintah daerah, maka stiap

instansi pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk membentuk

unit SPlP tersend iri.

Sistem Pengendalian lnternal Pemerintah (SPIP) merupakan sistem

pengendalian secara internal, di mana setiap lnstansi Pemerintah dan

Pemerintah Daerah untuk melakukan peningkatan pengawasan dan

pengendalia n atas pelaksanaan a ngga ran ya ng dikelola secara sistematis, yaitu

dengan membentuk Unit yanB melakukan pengendalian dan pengawasan

internal atas pelaksanaan kiner.ja organisasi dan kinerja keuangan baik di

Demerintah dan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern merupakan proses integral pada tindakan

dan kegiatan yanB dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara dan aset daerah, dan ketaatan terhadap

peraturan pe rund a ng-u nda nBa n.

I-I8



PENCENDAL]AN, P]TNCAIVASAN. DAN.. II7 IJ]

Peran dan fungsi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPlP)

SPIP merupakan suatu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yaitu

melakukan pengawasan intern yang menjurus pada counseling partner.
Sehingga SPIP mempunyai perandan fungsi:

1. Bukan hanya mencari daftar kesalahan tetapi menjadi penyedia

daftar solusi nyata.

2. Bukan lagi pengawasan kantor per kantor tetapi menjadi
pengawasan yang bersifat luas dalam program/kegiatan/tujuan.

3. Bukan lagi pemberian rekomendasi parsial dan normatif tetapi
usulan konsep policy recomendotron yang menyeluruh dan
implementatif.

Pola Pengawasan Intern dalam praktek pengawasan yang dilakukan
hanya sebatas mengumpulkan dan melaporkan daftar kesalahan unit
yang diperiksa meliputi.

Sedangka n u nsur yang terdapat dalam SPIP berdasa rkan ura ia n tersebut
di atas berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 secara singkat
meliputi a) penilaian risiko, b) kegiatan pengendalian, c) informasi dan
komunikasi, dan d) pemantauan pengendalian intern.

a. Penilaian Risiko {Risk Assessmentl

Penilaian Risiko dalam SPlP adalah usaha pemerintah untuk
mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dalam menyiapkan

laporan keuangan dan laporan inventarisasi barang milik negara dan daerah
sesuai dengan standar akuntabilitas keuangan. Pimpinan instansi pemerintah

wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi serta

melakukan analisis risiko darisetiap rencana program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat effisien dan efektivitas.'

ldentifikasi risiko dilaksanakan dengan: penggunaan metodologi
yang sesuai dengan lujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan
kegiatan secara menyeluruh; menggunakan mekanisme yang memadai untuk
mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan menilai faktor
lain yang dapat meningkatkan risiko.

Semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh unit
kerja terkait dalam organisasi pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan
melakukan penekanan sekecil mungkin penyimpangan, bahkan bila mungkin
risiko atu tidak ada. Namun demikian semua yang dilakukan jangan sampai
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mengganggu jalannya kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan program

dan kegiatan dari unit organisasi pemerintah dan pemerintah daerah yang

menjadi tanggung jawabnya guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi yang menjadi beban tanggung jawab organisasi yang bersangkutan.

Risiko ya ng mungkin timbuldalam pelaksanaan Program adalah terutama

dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Langkah-langkah yang diambil

adalah pengurangan risiko terjadinya kolusi dan pengurangan risiko teriadinya

pemalsuan dan kecurangan melalui upaya-upaya peningkatan keterbukaan

dan transparansi, adanya mekanisme pengaduan dari masyarakat dan

selalu mematuhi aturan pengadaan barang/lasa pemerintah. Dasar Hukum

pengadaan barang/jasa yang digunakan selain menggunakan Keppres No. 80

Tahun 2003 yang kemudian diganti oleh Perpres No. 54 Tahun 2010, yang

telah dilakukan perubahan kedua, menjadi Peraturan Presiden Noor 70

Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan peraturan-

peraturan lainnya yang masih berlaku baik di pemerintah dan pemerintah

daerah serta beberapa Standarisasi yang ditetapkan olehkementerian

Keuangan sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan negara dan

pengelolaan kekayaan negara secara makro dan kepala daerah sebagai

penanggung iawab pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan kekayaan

daerah di daerahnya masing-masing.

b. Kegiatan Pengendalian (Control Activities)

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prcsedur yang dibangun

oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan laporan

yang objektif. Aktivitas pengendalian dapat digolongkan dalam pemisahan

tugas yang memadai, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas,
pendokumentasian dan pencatatan yang cukup, pengawasan aset antara

catatan dan fisik, serta pemeriksaan independen atas kinerja aparatur
oemerintah dan pemerintah daerah.

Proses pengendalian program dan kegiatan dilaksanakan melalui

mekanisme pelaporan kegiatan secara periodik bulanan, triwulan, semester

dan tahunan. Pelaporan kegiatan meliputi progres pelaksanaan fisik kegiatan

dan realisasi penggunaan anggaran. Pengendalian program juga dilakukan

melalui kegiatan pertemuan konsolidasi audit yang dilaksanakan setia

triwulan.

Yang lebih tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan SPlP adalah

pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan unit keria dalam organisasi

pemerintah dan pemerintah daerah, selogyanya dapat lebih intensif dan
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berkesinambungan untuk melakukan fungsi pengawasan internal dengan

menunjuk dan menetapkan jajarannya yang mempunyai kemampuan untuk
membantunya melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan

program dan kegiatan termasuk pengawasan terhadap pengelolaan barang

milik negara atau daerah yang dikuasai dan di bawah kendali dan tanggung
jawabnya-

Jika semua fungsi ini berjalan secara sinergis dan berkesinambunga n,

diyakini bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan

dengan baik dan tertib serta kaidah-kaidah tata kelola keuangan dan tata
kelola pelaksanaan pengadaan dan jasa serta administrasi pengelolaan

barang milik negara maupun daerah dapat mewujudkan hasil pemeriksaan

opini BPK dengan Wajar Tanpa Pengecualian.

[ingkungan pengendalian dalam SPlP: merupakan unsur dasar/fondasi
bagi pembentukan unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu fondasi dalam

membangun SPlP harus kuat agar dapat menopang dan mendukung unsur-

unsur lainnya sehingga apa yang diharapkan SPlP dapat terwutud.

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang memenuhi standar
akuntansi pemerintah yang telah disepakati bersama dan merupakan dasar

bagi pelaksanaan manaiemen keuangan maupun manajemen pengadaan

barang dan jasa pemerintah sudah sepatutnya melakuka n dan mematuhi a pa-

apa yangterkandung dalam program dan kegiatan, serta mekanisme apa yang

harus ditaati dalam pelaksanaan kegiatan, penyusunan pertanggungjawaba n.

Secara organisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan terdiri Tim

Pengarah, Tim Teknit Unit Pen8elola dan Unit Pelaksana. Tim Pengarah

memiliki tugas diantaranya adalah untuk memberikan pengarahan dan
petunjuk kepada Tim Teknis dalam pengendalian dan pelaksanaan program

dan ke8iatan. Tugas Tim Teknis adalah melakukan pemantauan pelaksanaan

kegiatan, melakukan identifikasi dan mengkaji permasalahan yang dihadapi
dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan saran pemecahannya.

sPlP dapat berjalan dengan baik semua unit yanB saat ini merupakan
adalah pelaksana dari program dan kegiatan diharuskan mematuhi dan

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga dalam pelaksanaan

SPlP dapat berjalan seiring dan tidak ada lagi unit kerja dalam lingkungan

organisasi pemerintah mengabaikan pelaksanaan SPIP

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang memenuhi standar
akuntansi pemerintah yang telah disepakati bersama dan merupakan
dasar bagi pelaksanaan manajemen keuangan maupun manajemen
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pengadaan barang dan iasa pemerintah sudah sepatutnya melakukan dan

mematuhi apa-apa yang terkandung dalam program dan kegiatan, serta

mekanisme apa yang harus ditaati dalam pelaksanaan kegiatan, penyusunan

pertanggungjawaban, penatausahaan keuangan maupuu penatausahaan

barang milik negara maupun daerah serta penyusunan laporan keuangan dan

laporan pengendalian barang milik pemerintah dan pemerintah daerah.

Inti Pengendalian Intern merupakan proses secara integral pada aspek

tindakan dan kegaiatan, sehingga pengendalian intern pada implementasinya

harus terintegrasi secara sistem ke dalam penyelenggaraan pemerintahan,

SPIP terdapat di dalam sistem pemerintahan, dalam proses manajemen
penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki unsLrre manajemen:
perencanaan; penganggaran; pelaksanaan anggaran; pelaporan, dan

monitoring serta evaluasi. Didalam pelaksanaan integrasi nya proses

pengendalian dengan proses manajemen perlu diperhatikan tingkatan di
dalam membuat keputusan, baik yang berhubungan dengan unsure SPIP

dan dalam tahapan manajemen penyelenggaraan pemerintahan. Adapun

tingkatan pembuatan keputusan dalam proses pengendalian internal

dimaksud meliputi daritingkat yang paling inggisampai kepada tingkat yang

paling bawah.

c. f nlormasi dan Komunikasi (lnformotion ond Communication)

Informasi dan komunikasi dalam SPIP adalah metode yang dipergunakan

untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat dan

melaporkan semua transaksi, serta untuk memelihara akuntabilitas yang

berhubungan dengan aset. Tra nsa ksi-tra nsa ksiha rus memuaskan dalam hal

eksistensi, kelengkapan, ketepatan, klasifikasi, tepat waktu, serta dalam
posting dan mengikhtisarkan.

Setiap proses yang dilaksanakan pada Program dan kegiatan harus

selalu melalui tahapan pemberitahuan (informasi) kepada setiap komponen
pelaksana kegiatan dan selalu dikomunikasikan baik melalui media cetak
berupa pelaporan-pelaporan tertulis (progres Report), brosur, banner, Ieaflet
dan lainlain maupun diinformasikan melalui media elektronik/intenet,

Pada era Reformasi unsur keterbukaan dan transparan dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan pengadaan barang dan
jasa pemerintah dan pemerintah daerah sudah merupakan kewaiiban dari
setiap organisasi pemerintah dan pemerintah daerah.

Sehingga siapapun atau masyarakat di manapun harus dapat mengetahui
apa-apa yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dan pemerintah daerah
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setiap tahun an8garan, baik mengetahui pada aspek program dan kegiatan
maupun aspek pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan dan dilaksanakan
oleh iaiaran aparatur negara maupun aparatur daerah.

Keterbukaan dan transparansi yang dilakukan oleh jajaran organisasi
pemerintah dan pemerintah daerah tidak keterbukaan dan transparansi
secara buka-buka-an atau arogan, tetapi memiliki kaidah-kaidah keterbukaan
dan transparansi yang telah diatur dalam peraturan pemerintah dan
pemerintah daerah. Yang intinya bahwa siapapun yang ingin mengetahui
atau memerlukan data pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan
oleh lnstansi pemerintah dan pemerintah daerah dapat melihat melalui
media cetak, elektronik dan sebagainya, bahkan dapat mendapatkan
informasi langsung dengan mendatangi instansi pemerintah dan pemerintah
daerah yang bersangkutan. Danjajaran aparatur pemerintah dan pemerintah
daerah melayani dengan baik sepanjang yang bersangkutan datang dengan
sopan dan tertib serta tidak melakukan keonaran atau mengganggu jalannya

aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja
dalam organisasi pemerintah dan pemerintah daerah.

d. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui
pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindk laniut rekomendasi
hasil audit dan reviu lainnya (pasal 43 PP No. 60 Tahun 2008.)

Adapun tahapan proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan
meliputi:

a. Tahapan Perumusa n Kebijakan;
b, Tahapa n Perencanaan;
c. Tahapa n PengenggararD

d. Tahapa n Pelaksanaan Penganggaran;
e. TahapanPenatausahaan;
f. Tahapa n Pelaporan dan
g, Tahapan Monitoring dan evaluasi.

YanB mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan
membuat pedoman tehnis Penyelenggaraan SPIP adalah Badan Pengawasan

Keuanga n dan Pembangunan (BPKP)

Satuan Tu8as SPIP mempunyai tugas dan tangtung jawab, namun tidak
terbatas ha nya:

a) M€mbimbing, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern (5Pl) di lingkungan Kerja masinB-masinB;
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b) Menyusun petunjuk tehnis, dan standar operasional prosedur

penyelenggaraan SPI di lingkungan kerja masing-masing;

c) Melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk tehnis, dan standar

operasional prosedur penyelenggaraan 5Pl di lingkungan kerja

masing-masinglnspektorat melakukan Pengawasan Intern terhadap

seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi

Satuan Keria yang didanaidengan APBN dan sumber lainnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yanB berlaku. Sedangkan

untuk di Daerah, maka aparat Bawasda atau lnspektorat Wilayah

melakukan Pengawasan lntern sesuai denBan tugas pokok dan

fungsinya serta sama persis seperti apa yang dilakukan oleh

Inspektorat Jenderal di Kementeria n/Lembaga, hanya menyangkut

dana yang bersumber dari APBD dan dana lain yang ditranfer dari
pemerintah pusat melalui hibah, dana bagi hasil atau dana lain yang

sah diterima pemerintah.

Terdapat perbedaan yang sangat prinsip antara Pengendal!an Intern

Pengawasan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIPI seperti

tabel di bawah ini

Keterbukaan dan transparansi yang dilakukan oleh iaiaran organisasi

pemerintah daerah tidak keterbukaan dan transparansi secara buka-buka-

an atau arogan, tetapi memiliki kaidah-kaidah keterbukaan dan transparansi

yang telah diaturdalam peraturan pemerintah daerah. Yang intinya bahwa

siapapun yang ingin mengetahui atau memerlukan data pelaksanaan program

dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah dapat melihat

melalui media cetak, elektronik dan sebagainya, bahkan dapat mendapatkan

informasi langsung dengan mendatanBi instansi pemerintah daerah yang
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PENGAWASAN METEKAT

(WASKAT}
SISTEM PENGENDALIAN IN-
TERNAL PEMERINTAH(5PIPI

L . Definisi . Merupakan Alat . Merupakan Proses

2. . Dilihat dari
Sifatnya

Sangat Statis . Sangat Dinamis

t. . Framework . Unsur Sistem Pengen-
dalian Pimpinan

. Melibatkan seluruh pega-

wai dalam organisasi

. Keberadaan . Berdiri Sendiri . TerinteBrasi

Penekanan . a. Pengawasan Atasan
Langsung
. b. Pengawasan fung
Stonat;

. a. Lingkungan pengenda-
lta n;
. b. Memiliki Penilaian risiko.
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bersan8kutan. Dan jajaran aparatur pemerintah daerah melayani dengan baik
sepanjang yang bersangkutan datang dengan sopan dan tertib serta tidak
melakukan keonaranatau mengganggu jalannya aktivitas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja dalam organisasi pemerintah

dan pemerinta h daera h.

Didalam pelaksanaan integrasi nya proses pengendalian dengan proses

manajemen perlu diperhatrkan tingkatan di dalam membuat keputusan,

baik yang berhubungan dengan unsure SPIP dan dalam tahapan manajemen
penyelenggaraan pemerintahan. Adapun tingkatan pembuatan keputusan
dalam proses pengendalian internal dimaksud meliputi dari tingkat yang
paling tinggi sampai kepada tingkat yang paling bawah.

5.1.2 BENTUK PENGENDATIAN KEUANGAN DAERAH

Bentuk pengendalian keuangan daerah, dimaksudkan untuk:
a. Kewajiban untuk menyediakan pelayanan tertentu.
b. Kewajiban untuk merencanakan pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu

yang telah dilimpahkan kepada daerah.
c. Pembatasan keleluasaan penggunaan keuangan daerah.
d. Mekanisme pengesahan anggaran oleh tingkatan pemerintah yang

lebih tinggi.
e. Pengendalian pengangkatan pegawai dan pemberian gajinya.

f, Mekanisme penetapan penarikan pajak daerah, retribusi daerah,
dan penerimaan daera h lainnya.

g. Pengendalian pinjaman daerah.
h. Pengendalian pengeluaran anggaran daerah.
i. Pengawasaneksternal.

5,1.3 TUJUAN PENGENDATIAN KEUANGAN DAERAH

Tujuan Pengendalian pada proses perumusan kebijakan meliputi untuk
memberikan keyakinan yang memadai, antara lain:

a. Tidak adanya konflik antar peraturan perundang-undangan.

b, Tidak adanya konflik dalam implementasi peraturan perundang-

undangan.

Awal untuk melaksanakan kebijakan dalam proses manajemen
pemerintahan adalah perencanaan, sehingga diperlukannya pengendalian

internal yang memadai, karena hal ini merupakan dasar bagi seluruh proses

manajemen secara keseluruhan. Selain itu perencanaan yang dilakukan dari
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atas kebawah dan dari bawah keatas sangat memerlukan pengendalian

internal, agar dapat meminimalisir timbulnya konflik. Adapun tahapan-

tahapan dimaksud meliputi:

1. Tingkatan dalam Proses Perencanaan

2. Tujuan Pengenda Iian

3. Titik Perhatian Pengendalia n

4. Aktor/Pelaku Pengendalian

5. Proses Pengendalian oleh Aktor/Pelaku Pengendalian

Dalam menetapkan atau memilih aktor/pelaku sebagai subjek

pengendalian dilaksanakan dengan mempertimbangka n hal-hal sebagai

berikut.

a. Penetapan menterisebagai pengendali umum proses penganggaran

secara keseluruhan.

b. Penetapan Komponen dan Unit Keria Mandiri sebagai pengendali

proses penganggaran pada tingkatan unit keria.

c. Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung

iawab sebagai pengendali proses harmonisasi dan integrasi

dalam penganggar:tn yang meliputi seluruh tIngkatan kegiatan

pen8anggara n,

d. Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi wewenang dan

tanggung jawab sebagai pengendali umum proses pengan88aran

secara keseluruhan (jika terdapat pelimpahan/kewenangan)

Tujuan secara umum meliputi:

1. Tanggung jawab;

2. Memenuhi kewajiba n keuangan;

3. Kejujuran;

4. Effisiensi dan efektivitas:

5. Pengendalian.

5.1.4 INTEGRIIAS PENGENDATIAN DENGAN PROSES PERUMUSAN

KEBUAKAN

Proses kebijakan merupakan tahap awal dalam proses manatemen
penyelenggaraan pemerintahan. Prakteknya peTumusan kebijakan

merupakan seluruh proses perumusan kebijakan administrasi public

yang dilakukan oleh Kementeria n/Lembaga yang dipergunakan sebagai
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acuan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi public secara nasional.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian

urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintahan kabupaten/kota dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Dan

berdasarkan penjabaran pengaturan Undang-tJndang No, l Tahun 2004 pasal

58 mengenai pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern
di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

Adapun integrasi pengendalian dengan proses perumusan kebijakan
pengendalian meliputi:

1. Tingkatan dalam Proses Perumusan Kebijakan

2. Tujua n Pengendalian

3. Tittk Perhatian Pengendalian

4. Aktor/Pelaku Pengendalia n

5. Proses Pengendalian oleh Aktor/Pelaku Pengendalian

6. lnfrastruktur SPlP

5.2 PENGERTIAN DAN JENISPENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari
pengelolaan keuangan daerah. Menurut Baswir, Manajemen keuangan
daerah dalam Halim A. (2004: 307-308), bahwa berdasarkan pengertiannya
pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan
untuk meniamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan
rencaa, ketentuan dan undang-undang yant berlaku.

5.2.1 TEORI-TEoRI PENGAWASAN

Menurut Terry dalam Handayaningrat (1985: 25) pengawasan adalah
proses penentuan apa yang harus diselesaikan yaltu: Pelaksanaan, Penilaian.
Pelaksanan perlu mengadakan tindakan korektif agar pelaksanaannya

tetap sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar. seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang
dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Jika diperhatikan secara cermat dan teliti definisi yang dikemukakan oleh
Siagian ini hanya dapat diterapkan bagi pengawasan terhadap pekerjaan-
pekerjaan yang sedang berjalan, tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-
pekerlaan yang sudah selesai dilaksanakaan.
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Menurut Handayaningrat (1985:143) dalam buku "Pengontar Studi

llmu Administros don Monoiemen" pengertian pengawasan sebagai berikut.

Pengawasan adalah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui

apakah hasil peker.jaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan

rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah diberikan.

Jelasnya pengawasan harus berpedoman kepada rencana yang telah

diputuskan, tujuan dan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Da ri pengertian yang d ikemuka kan oleh Handayaningrat tersebut ba hwa

pengawasan sangat penting dilakukan dalam mencapai suatu tuiuan Yang

telah ditentukan sebelumnya. Apabila suatu organisasi dalam melaksanakan

kegiatan tidak melakukan pengawasa n dengan ba ik, ma ka dapat menyebabkan

timbulnya penyimpanga n-penyimpanga n dalam pelaksanaan pekerjaan yang

dapat akhirnya akan men8hambat keberhasilan dalam pencapaian tujuan

maupun program yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan bukan tahapan tersediri dari pengelolaan keuangan

daerah, namun pengawasan sesungguhnya merupakan bagian yang penting

dari pengurusan keuangan daerah secara keseluruhan. oleh karena itu bila

dikaitkan dengan daur anggaranr maka pengawasan keuangan meliputi tahap

penyusunan, tahap pelaksanaanr maupun tahap pertanggungiawabannya,

Dengan kata lain pengawasan anggaran sudah harus dimulai seiak tahap

penyusunan dan baru berakhir pada tahap pertanggungjawaban dan

pelaporan.

Menurut siagiaan (1990: 107) proses pen8amatan daripada

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah

ditentukan sebelumnya. .lika diperhatikan secara cermat dan teliti definisi

yang dikemukakan oleh Siagian ini hanya dapat diterapkan bagi pengawasan

terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan, tidak dapat diterapkan

untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakaan.

Menurut HandayaninBrat [1985: 143) pengawasan adalah sebagai

berikut,

Pengawasan adalah suatu proses di mana pimpinan ingin

mengetahui apakah hasil pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan

sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang

telah diberikan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman kepada

rencana yang telah diputuskan, tujuan dan kebijakan yang telah
d ite ntukan sebelumnya"
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Dari pengertian yang dikemukakan oleh Handayaningrat tersebut bahwa
pengawasan sangat penting dilakukan dalam mencapai suatu tuiuan yang

telah ditentukan sebelumnya. Apabila suatu organisasi dalam melaksanakan

kegiatan tidak melakukan pengawasa n dengan baik, ma ka da pat menyebabkan

timbulnya penyimpanga n-penyimpanga n dalam pelaksanaan pekerjaan yang

dapat akhirnya akan menghambat keberhasilan dalam pencapaian tuiuan
maupun program yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan bukan tahapan tersediri dari pengelolaan keuangan

daerah, namun penBawasan sesungguhnya merupakan bagian yang penting

dari pengurusan keuangan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, bila

dikaitkan den8an daur anggaran, maka pengawasan keuangan meliputi tahap
penyusunan, tahap pelaksanaan, maupun tahap pertanggungjawabannya,

Dengan kata lain pengawasan anggaran sudah harus dimulai sejak tahap
penyusunan dan baru berakhir pada tahap pertanggungjawaban dan

pela poran.

Setiap pengawasan yang dilaksanakan pasti memiliki tujuan, adapun

tuiuan dari pengawasan menurut Sukarno sebagai berikut.

a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan itu berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Untuk mengetahui dengan instruksi-instruksi dalam azas-azas yang

telah diperintahkan.

c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan

dalam pekerjaan atau bekerja.

d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan efektif atau

efisien.

e. Untuk mencarijalan menuju ke arah perbaikan. (Sumber: Sukarno,

1982: 165).

Untuk mencegah terulangnya kesalahan-kesalahan dalam
pelaksanaa n program dan kegiatanj

g. Untuk memperbaiki kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi, serta meningkatkan kinerja sesuai dengan standar
dan beban kerja masing-masing dalam organisasi pemerintah

o aera n.

lbrahim Lubis (1992: 225) mengemukakan tentang fungsi pengawasan

sebagai berikut.
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Dalam setiap usaha pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah

segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan berdasarkan instruksFinstruksi yanB telah dikeluarkan,

pengawasan bertujuan menunjukan atau merumuskan kelemahan-

kelemahan agar dapat diperbaiki dan mencegah agar tidak terulang

lagi kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan serta kesalahan

pengawasan berpariasi terhadap segala hal baik terhadap benda,

manusia dan lainnya.

5.2.2 MACAM-MACAM PENGAWASAN

Pengawasan memiliki beberapa macam makna di antaranya

sebagaimana dikemukakan Handayaningrat dalam bukunya "Pengantar

Studi llmu Administrosi dan Monojemen" merumuskan pengawasan meliputi

sebagai berikut.

a. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang

dibentuk oleh organisasi yang bersangkutan.

Aparat yang bersangkutan dalam organisasinya selalu

mengatasnamakan plmpinan organisasi dan bertugas

mengumpulkan berbagai data informasi yang diperlukan oleh
pimpinan organisasi.

Data-data serta informasi yang berhasil dikumpulkan tersebut

digunakan oleh pimpinan untuk menilai/mengetahui sampai seiauh

mana keberhasilan yang dicapai dan kemunduran yang dialami oleh

suatu organisasi.

d. Pengawasan dari luar.

Pen8awasan ini dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luaa

organ isasi itu.
Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi adalah aparat yang

bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu atau

bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena pimpinan

organisasi meminta.

e. Pengawasa n preventif.

Pengawasan ini dilakukan sebelum rencana itu diputuskan dengan

maksud untuk mencegah jangan sampai teriadi kesalahan dan

penyimpangan dalam pelaksanaan pekeriaan yang akan dilakukan

oleh aparat organisasi yang bersangkutan.

b.
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f Pengawasan refresif
Handayaningrat (1985: 144) Pengawasan yang dilakukan setelah

adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud pengawasan iniyaitu untuk
menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

5.2.3 METooE PENGAWASAN

Metode pengawasan adalah teknik atau cara yang digunakan

oleh seorang auditor atau pimpinan organisasi dalam upaya

melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan,
dengan membandingkan antara rencana yang dibuat dengan
pelaksanaannya, sehingga hasil yang dicapainya sesuai.

Untuk pengawasan yang dilakukan dapat dijalankan sesuai, maka
dalam pelaksanaannya memerlukan atau menggunakaan metode
pen8awasan.

I.

Menurut Handayaningrat bahwa metode pengawasan adalah meliputi:

b.

Pengawasan la ngsung

Apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan
pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjan

baik dengan sistem inspektit verifikatif maupun dengan sistem
investigatit metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan
perbaikan dan penyempurnan dalam pelaksanaan pekerjaan.

PenBawasan tidak langsung

Apabila aparat pengawas/pemimpin melakukan pemeriksaan
pelaksanan pekerjaan hanya melalui laporanJaporan yang masuk
Kepa0anva.

Laporan tersebut bisa berupa uraian kata-kata, deretan angka-

anBkaAtaustatistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang

telah dicapai sesuai dengan pengeluaran biaya/anggaran yang telah
di rencana kan.

c. Pengawasan forma I

Pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/aparat,
pengawasanyang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau

atasan dari pada pemimpin organisasi itu. Dalam pengawasan itu
biasanya telah ditentukan presedur hubungan dan tata kerjanya.
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d

e.

Pengawasan informal

Pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang

telahditentukan, pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh

pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi

(pribadi).

Pengawasa n teknis

Pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik misalnya

pemeriksaanterhadapsaranaprasarana, kesehatan pegawai dan

sebaga inya. (H a n d aya n ing rat.1985: 145),

f. Pengawasanadministratif

Pengawasan administrative merupakan pengawasan terhadap pos-

pos yang menyangkut permasalahan anggaran(rencana anggaran).

Dalam pelaksanaan anggaran meliputi kepengurusan administrative dan

kepengurusan yang dilakukan oleh bendahara, baik bendahara pengeluaran

maupun bendahara penerimaan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa

pengawasan merupakan cara atau teknik yang dilakukan seseorang atau

pimpinan organisasi untuk mengawasi apakah rencana yang dibuat dapat

sesuai dalam pelaksanaannya. Sehingga apa yang diinginkan nya dapat

tercapai. Untuk mencapai semua itu, sehingga diperlukan adanya berbaBai

macam metode pengawasan.

Perubahan yang sangat dinamis dari lingkungan organisasi pemerintah

termasuk perubahan prilaku manusia yang membutuhkan pengawasan.

Hal ini berdasarkan konteks pengelolaan keuangan daerah yang merujuk

pada Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, dan telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2006, serta Keputusan Menteri Dalam

Negeri No. 13 Tahun 2006 yang dan disempurnakan dalam Peraturan

Pemerintah No, 59 Tahun 2007 tentanB Pedoman Pengelolaan Keuantan

Daerah. Dimana untuk tercapainya pelaksanaan APBD, mencapai sasaran

yang ditetapkan dalam pembahasan antara eksekutif dan pihak DPRD, perlu

dilakukan pengawasan oleh DPRD, karena DPRD memilikifun8si pengawasan

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk menyangkut APBD,

di mana melekat fungsi budgetrng dari masinB masing anggota DPRD. Dimana

pengawasan/ pemeriksaan dimaksud diarahkan kepada pencaapaian sasaran

yang ditetapkan dalam APBD.

Freeman (2003: 71) menegaskan bahwa salah satu pihak yang

berkompeten dalam melakukan pengendalian atau pengawasan terhadap

anggaran adalah pihak legeslatif. Dan Shield (1998: 67) dan selaniutnya Purdy
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(1993: 47) menegaskan bahwa pengawasan diperlukan untuk mengukur
dan memprediksi tuiuan serta peluan untuk melakukan intervensi terhadap
aktivitas yang sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

telah diatur mekanisme dan ssistem pengelolaan keuangan negara dan

sistem dan mekanisme pen8elolaan keuangan daerah secaftl eksplisit tentang
APBD, di mana di dalamnya menyangkut tentang penerimaan, pengeluaran,

pendapatan, pembiayaan, dan belanja daerah dan berbagai ishlah keuangan

daerah.

5.2.4 PENGAWASAN K€UANGAN NEGARA DAN DAERAH MENURUT RUANG

LINGKUPNYA

Pengawasan keuangan negara dan daerah menurut ruang lingkupnya

dibedakan menurut jenis, yaitu pengawasan internal, dan eksternal.

1. Pengawasan Internal

a. Pengawasan intern dalam arti sempit, adalah pengawasan yang

dilakukan oleh pengawas di mana pejabat yang diawasi itu dengan

aparat pengawas sama-sama bernaung dalam pimpinan seorang

menteri atau ketua lembaga negara. Lembaga yang bertugas

melakukan pengawasan dalam a rti sempit ini adalah inspektorat
jenderal departemen (IRIENDEP), inspektorat wilayah propinsi
(ITWILPROP), inspektorat wilayah daerah kabupaten (ITWILKAB),

inspektorat wilayah daerah kota (ITWILKOTI.

b. Pengawasan intern dalam arti luas, pada dasarnya sama dengan
pengawasan intern dalam a rti sempit, perbedaan pokoknya hanya

terletak pada adanya korelasi lansung pengawas dan pejabat yang

diawasi, dalam arti pengawas yang melakukan pengawasan tidak
bernaung dalam satu departemen atau lembaga negara tetapi
masih dalam struktur organisasi pemerintahan.

c. Pengawasan ekstern, adalah suatu bentuk pengawasan yang

dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang berada dalam

organisasi yang diawasi dan tidak mempunyai hubungan kedinasan.

Secara operasional, tugas pengawasan eksternal dilakukan oleh

BPK, Disamping itu dikenal pula pengawasan legeslatif yang

mempunyai artiadalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan

oleh DPR, DPRD terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas

umum pemerintahan dan pembangunan. Bentuk pengawasan
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yang masih termasuk pengawasan eksternal adalah pengawasan

masyaftrkat, yaitu suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh

warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tulisan

kepada aparatur pemerintahan yang berkepentin8an.

Merujuk pada pengertian pengawasan dan pengertian keuangan daerah

yang dikemukakan, maka pengawasan keuangan daerah dapat diartikan

sebagai segala kegiatan dan trndakan yang dilakukan untuk meniamin a8ar

pengaturan dan pengelolaan segala hak dan kewajiban daerah Yang dapat

dinilai dengan uang dalam bentuk APBD dapat dilakukan tidak menyimpang

dari rencana yang digariskan untuk mencapai tu.juan. Artinya pengawasan

keuangan daerah dapat menjamin kesesuaian pengelolaan APBD dengan

rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Yang paling strategis dan sangat mendasar adalah pada saat pengaiuan

usulanperencanaan yang diajukan oleh setiap unit keria dan SKPD di Daerah

dan Pelaksanaa n progra m da n kegiatan.lika ini dapat diawasidan dikendalikan

dengan seksama maka kemungkinan sangat kecil terjadinya penyimpangan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan,

Fungsi ini dapat dijalan oleh Bappeda jika pada Satuan Keria Perangkat

Daerah, karena Bappeda merupakan instansi yang mempunyai beban tugas

dan tanggung jawab untuk mengkoordinasika n seluruh perencanaan di

Daerah. Dan jika sudah sampai pada pelasksanaan anggaran, fungsi ini dapat

dijalankan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD

Untuk meningkatkan pengawasan internal dalam lingkungan
pemerintah dan pemerintah daerah, untuk lebih efektif maka pemerintah

telah mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun

2008 tentang Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pemerintah mewajibkan kepada seluruh jajaran unit kerja dalam

lingkungan Kementeria n/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah untuk
membentuk unit SPIP di masing-masing unit kerjanya, terkandung maksud

adalah untuk lebih mengefektifkan pengawasan melekat atau pengawasan

lanBsung yang dilakukan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga Negara dan

kepala daerah serta kepala satuan kerja perangkat daerah dimasing-masing

oaera n,

2. PengawasanEksternal

Pengawasan eksternal keuangan daera h berdasa rkan Undang-Unda ng

No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 42 menjelaskan
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bahwa. DPRD mempunyai tugasdan wewenang melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan
program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD berfokus kepada

pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan

melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh

SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan
oleh konstitusi, tanpa masuk ke ranah pengawasan yanB bersifat teknis.
Apabila ada dugaan penyimpangan, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut.

a. lvlemberitahukan kepada Kepala Daerah untuk ditindaklaniuti oleh

Satuan Pengawas lnternal.

b. Membentuk pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat.

c. Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi
penyidik{Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) (Fanindita, 2010).

Pengawasan anggaran meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari
tahapperencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Secara

sederhanapengawasa n anggamn merupakan proses pengawasan terhadap
kesesuaianperencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam melaksanakan
pembangunandaerah. Pengawasan terhadap pelaksaanaan perlu dilakukan,
hal ini bertuiuan untukmemastikan seluruh kebilakanpublik yang terkait
dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Namun
sebelum sampai pada tahap pelaksanaan, anggota dewan harus mempunyai
bekal pengetahuan mengenai anggaran sehingganantinya ketika melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, anggota dewantelah
dapat mendeteksi apakah ada ter.ladi kebocoran atau penyimpangan

alokasianggaran.

5.3 FUNGSI DPRD SEBAGAI PENGAWAS KEUANGAN DAERAH/
APBD

Pengawasan anggaran secara yuridis telah diatur baik di tingkat pusat

maupun daerah, Undang-Undang, peraturan pemerintah dan juga dalam
peraturan daerah mengenaipengelolaa n keuangan daerah. Dalam konteks
pengelolaan keuangan, pengawasanterhadap anggaran dijelaskan dalam
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan
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Daerah Pasal 132 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.

Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tapi lebih mengarah

pada pengawasan untuk menjamin pencapa ia n sasara n ya ng tela h ditetapkan

dalam APBD.

Hal ini sesuai juga dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13

Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk meniamin pencapaian sasaran

yang telah ditetapkan, dPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan

APBD. Ini berarti bahwapengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan

pengawasan eksternal dan ditekankan pada pencapaian sasaran APBD.

Pengawasan merupakan tahap inteBral dengan keseluruhan tahap pada

penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap

bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo,2001). Pengawasan yang

dilakukan oleh dewan dimulai pada saat penyusunan APBD, pelaksanaan

APBD, perubahan APBDdan pertanggungjawaban APBD IModio, 2007].

5.3.1 KINERJA DPRD DAIAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH/APBD

Kinerja DPRD dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagaianggota

dewan tergantung kepada kompetensinya. Pengertian kinerja dalam suatu

organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi

yanB telah ditetapkan. Hasibuan (2000) mengemukakan, kinerja (prestasi

kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan.

pengalaman, dan kesungguhan serta waktu.

Kinerja mengandung dua komponen penting yaitu: kompetisi; berarti
individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan

tingkat kinerjanya. Produktivitas; kompetisi tersebut dapat diterjemahkan

ke dalam tindakan atau kegiata n-kegiata n yang tepat untuk mencapai hasil

kineria atau outcome (Wibowo, 2007). Mangkunegara (2000), menyatakan.

faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kiner.la adalah faktor
kemampuan (ability) dan motlasi (motvotion).

Menurut PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiata n/progra m yang akan atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan

kualitas yang terukur.
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Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa kinerja DPRD dalam

pengawasa n keuanga n daera h/APBD adalah keluaran/hasildarikegiatan/
program yang dicapai ole h a nggota dewan dalam melaksanakan kegiata n

atau tind a ka n pengawasan terhad a p penggu na a n APBD d enga n kuantitas

d a n kualitas ya ng terukur ya ng d idasa rka n atas ko m pete n si, penga lama n,

dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota dewan tersebut.

Mengenai tugas dan fungsi DPRD bahwa. Tugas utama badan

Legislatif adalah di bidang perundang-undangan, menentukan policy

(kebijaksanaan) dan membuat undang-undang, termasuk mengadakan

amandemen terhadap peru nda ngunda nga n yang diajukan oleh

Pemerintah dan hak budget serta mengontrol ba dan ba da n eksekutifagar
semua tindakannya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan
(Bud ia rdj o dan Ambong, 1993),

Fungsi dan tugas DPRD juga dijelaskan di dalam Undang-Undang

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.

27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa

DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyaitiga fun8si, yaitu:

1) fungsi legislasi,

Fungsi legislasi yaitu fungsi DPRD dalam membuat peraturan

perundang-undangan. Fungsi anggaran yaitu fungsi DPRD dalam

menyusun anggaran, dan Fungsi penBawasan yaitu fungsi DPRD

untuk mengawasi kineria eksekutif dala mpengelolaan keuangan

daerah dan melaksanakan peraturan daerah, kebilakan pemerintah

daerah dan berbagai kebijakan publik lainnya secara konsisten.

2) fungsi anggaran

FunBsi anggaran adalah di mana DPRD mempunyai hak budget,
yaitu yang mengatur dan menyusun serta menyetuiui alokasi

anggaraan dari setiap SKPD daerah, berdasarkan program dan

kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari SKPD Daerah.

3) fungsi pengawasan.

Fungsi pengawasan yaitu fungsi DPRD untuk mengawasi kinerja

eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah dan melaksanakan
peraturan daerah, kebiiakan pemerintah daerah dan b€rbagai

kebijakan publik lainnya secara konsisten.
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5,3.2 P€NGAWASAN DcwAN TERKAIT APBD

Dalam Undang-Undang No. ?7 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan

DPRD Pasal 293 dan 343 ayat (1) huruf c bahwa DPRD Provinsi/Kabupaten/
Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota- Hal ini merupakan penegasan bahwa tugas dan

wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efisien dan efektil maka

diperlukan adanya pengorganisasian proses yang baik dan terarah. Tahap

demi tahap pengawasan dituangkan dalam suatu rencana kerja disertai
dengan penjadwalan sertaketerlibatan berbagai pihak dari dalam maupun
da ri luar DPRD.

Produk akhir dari proses pengawasan ini adalah rekomendasi yang

harus disikapi oleh eksekutif. Pengawasan anggaran meliputi seluruh siklus

anggaran. Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses

pengawasan terhadap kesesuaian perenca naan anggara n dan pelaksanaannya

dalam melaksa nakan pembangunan,

Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keuangan

daerah dalam hal ini pengawasan DPRD terhadap eksekutif dalam
melaksanakan APBD, para anggota dewan ya ng baru terpilih dapat melakukan

beberapa hal berikut.

1. Menghadiri rapat/sidang paripurna DPRD, rapat/sidang kerja

komisi-komisi dengan eksekutif yang diwakili oleh pejabat pengelola

keuangan daerah. Dalam rapat ini, DPRD dapat mengadakan
pembahasan mengenai berbagai hal dengan pemerintah terutama
menyangkut kebijakan anggaran maupun selain itu, DPRD juga

dapat membahas hasil dengar pendapat komisi-komisi dengan

masyarakat, LSM dan akademisi. Oleh karena itu anggota dewan
sedapat mungkin harus menghadiri rapat-rapat atau sidang yang

sudah di agenda kan untuk membahas masalah yang sedang terjadi
di masyarakat.

2. Memahami setiap masalah yang sedang dibahas di dalam sidang/
rapat yang sedang diikuti. Anggota dewan harus bisa mencermati
dan memahamiapa saja masalah yang sedang dibahas dalam setiap
sidang DPRD. Untuk meningkatkan kinerja di bidang pengawasan

APBD, anggota dewan harus menguasai keseluruhan proses dan
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struktur angBaran, Hal ini diperlukan agar anggota dewan dapat
memahami dan mengkaji secara teliti permasalahan anggaran yang

sedang dibahas sehingga pengawasan terhadap proses pelaksanaan

anggaran bisa berjalan lancer.

3, Melakukan kunjungan kerja, kunjungan kerja ini dapat berupa
kunjungan lapangan dan hearing dengan pimpinan unit kerja
yang ada di pemerintah daerah setempat ataupun kunjungan ke

Kabupaten/Kota di Provinsi lain yang bertujuan untuk melakukan
studi banding mengenai meka nismea nggara n yang dilakukan di
daerah tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum.
Hasil kunjungan kerja tersebut dapat dijadikan sebagai bahan
pembelajaran bagi para anggota dewan dalam melaksanakan
kegiatannya (Nurhayati, 2008).

Untuk meningkatkan kinerja dalam pengawasan keuangan daerah,

DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu,
pen8etahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai

oleh anggota DPRD.

Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari

kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar helakang pendidikannya

ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti
oleh anggota dewan.

Pelatihan/seminar mengenai keua ngan daerah yanB diikuti oleh a nggota

dewan akan meningkatkan pemahaman anggota dewan bahwa proses alokasi

anggaran bukan sekedar proses administrasi, tetapijuga politik. Memastikan

anggaran sesuai prioritas harus dilakukan oleh DPRD sejak penyusunan

rencana jangka menengah daerah hingga proses penentuan Kebijakan Umum

APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran.

Selain itu penBetahuan dewan tentang anggaran juga berkaitan dengan
pengetahuan dewan tentang undanB-undang atau peraturan-peraturan yang

mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan PP

No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasa | 132 da n 133 yang menyatakan ba hwa DPRD melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Selaniutnya dalam

Pasal 133 menyebutkan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
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5.4 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPXI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), merupakan unsur pengawasan

eksternal pemerintah daerah, memiliki kewenangan untuk melakukan

pengawasan, dan pemeriksaan terhadap seluruh jararan pemerintah dan

pemerintah daerah termasuk BUMN dan BUMD serta lembaga perbank-an di

lingkunga n BUMN dan BUMD.

Berdasarkan UUD 1945, mengamanatkan kepada BPK untuk memeriksa

Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara guna membantu DPR dalam

melaksanakan Hak Budgetnya. BPK ditempatkan secara langsung sejajar

dengan Lembaga Tinggi Negara. BPK merupakan satu-satunya lembaga tinggi

Negara yang diberikan mandat untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri

dan profesional, tanpa intervensi pemerintah dan pihak lembaga tinggi lainnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-

Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK menjelaskan:

1. Menentukan obiek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan

pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta

menyusun dan menjaiikan laporan pemeriksaan

2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang waiib diberikan

oleh setiap orang atau unit organisasi Pemerintah dan Pemerintah

Daerah, lembaga Negara lainnya, Bank lndonesia, Badan Usaha

Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah

dan Lembaga atau Badan Lain yang mengelola keuanBan Negara

dan Daerah.

3. Melakukan Pemerksaan ditempat penyimpanan uang dan

barang milik Negara dan daerah ditempat pelaksanaan kegiatan,

pembukuan dan penatausahaan keuangan Negara dan daerah serta

pemeriksaan terhadap perhitungan perhitungan surat-surat, buKi-

buktirekening Kor:ln, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang

berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang wajib
disampaikan kepada BPK.

5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan Negara setelah

dikonsultasikan dengan Pemerintah yang walib digunakan dalam

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara

dan Daerah.
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Menetapkan kode ehk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan Negara dan Daerah.

Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa diluar BPK

yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

M€mbina jabatan fungsional Pemeriksa.

Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan, dan

Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian

internal pemerintah dan pemerintah daerah sebelum ditetapkan
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

7.

L
9.

10.

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada masyarakat melalui wakil-
wakilnya di DPR dan DPRD sebagai pemegang hak budget. Seperti halnya

DPR, DPD iuga menerima laporan hasil pemeriksaa n yang dilakukan oleh BPK.

DPR dan DPRD memiliki hak dan wewenang masing-masing untuk
menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Dan BPK memantau tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaannya.

Visi, Misi dan Tujuan Strateiik BPK:

Visi BPK, menjaga lembaga pemeriksa keuangan Negara yang bebal
mandiri dan profesional serta berperan aktif daiam mewujudkan
tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan.

Misi BPK, memeriksa pengelolaan dan tang8ung jawab keuangan

Negara, dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas
dan transparansi keuangan Negara, serta berperan aktrf dalam
mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.

Landasan Operasional BPK

Landasan Operasional BPK menurut UU No. 15 Tahun 2006 adalah

sebagai berikut.

1) BPK terdiri dari 9 oranB yaitu satu orang ketua merangkap

anggota, satu orang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh
oranE anggota. Anggota BPK menjabat selama 5 tahun dan

hanya dapat meniabat selama dua periode.

2) Ketua dan wakil ketua BPK dipilih dari dan oleh anggota.

3) Untuk melaksanakan tugasnya BPK dibantu oleh Pelaksana

BPK yang terdiri dari Sekretariat lenderal Unit Pelaksana Tugas

Pemeriksaan, Unsur Penunjang, Perwakilan BPK, dan pejabat

lain sesuai densan kebutuhan.
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4) Pelaksanaan tugas dan fungsi BPK sepenuhnya dibiayai dari

APBN yang besarnya ditetapkan oleh DPR.

5) Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara di

lingkungan BPK diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik yang

dituniuk oleh DPR atas usul Menteri Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memiliki kewenangan untuk

menyatakan opini hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada setiap

Kementerian/Lembaga Negara, dan SKPD dalam lingkungan pemerintah

daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara

(BUMNL Bank Indonesia, dan Badan serta lembaga lain yang mengelola

keuangan Negara dan keuangan daerah dengan memberikan opini:

1. Disclea mer;

2. Waiar Dengan Pengecualian; dan

3. Waiar Tanpa pengecua lian.

5.5 PENGAWASAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT

Masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, diikut sertakan untuk

melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan yang

dilakukan oleh masyarkat atau swadaya masyarakat jika melihat adanya

penyelewengan dalam pelaksanaannya, dan dimintakan untuk melaporkan

kepada pihak-pihak yang berwajib atau lembaga pengawasan internal
pemerintah maupun eksternal pemerintah. Laporan yang dilakukan oleh

masyarakat atau swadaya masyarakat harus disertai dengan bukti-bukti yang

dapat diperta nggungjawabkan.

5.5 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Merupakan Lembaga Independen, yang dibentuk berdasarkan Undang-

undang mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Penelitian dan investigasi awal;

2. Penyidikan;

3. Penuntutan.

Dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia, adapun dalam

implementasinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bekerja menunggu

hasil laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau pengaduan
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masyarakat. Dalam penanganan kasus-kasus dugaan penyimpangan, KPK

dapat bekerja sama dengan aparat pengawasan internal pemerintah dan
pemerintah daera h.

Dalam penangana n kasus-kasus seperti:

1. Penyua pan/ gratifikasi;

2. Besaran materi kasus pada aspek lumlah kerugian Negara atau

d aera h.

Pada dasarnya setiap perkara yang ditangani oleh KPK, trdak ada yang

lepas dari tuntutan terutama kasus-kasus yang setelah dilakukan penelitian

dan investigasi mengandung unsusr kerugian Negara atau daerah.

KPK dapat pula melakukan pemeriksaan dan penuntutan terhadap
seluruh pejabat Negara, dan unsur pejabat pemerintah dalam lingkungan

kementerian dan pemerintah daerah.

5.7 PENYELESAIAN KERUG'AN NEGARA/DAERAH

Penyelesaiaan kerugiannya adalah sebagai berikut.

1. Setiap kerugian Negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan
melenggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera

diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.

Bendahara, pegawai negeri/daerah bukan bendahara, atau pejabat

lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan

kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan

Negara/daerah, wajib menggantikan kerugian Negara/daerah
tersebut.

Setiap pimpinan kementerian Negara/lembaga/kepala Satuan

Kerja Perangkat Daerah(SKPD) dapat segera melakukan tuntutan
ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementerian Negara/
lembaga/SKPD yang bersangkutan terjadi kerugia n akibat perbuatan

dari pihak manapun.

setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung

atau oleh Kepala SKPD kepada G ubernur/Bupati/Walikota dan

diberitahukan kepada BPK sela mbat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja

setelah kerugian daerah dapat diketahui.

Setelah kerugian Daerah diketahui, kepada bendahara, pegawai

negeri daerah bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-

nyata melanggar hukum dapat segera dimintakan surat pernyataan

4.
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kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut
meniadi tanggung jawabnya danbersedia mengganti kerugian

daerah dimaksud.

Jika surat pernyataa n tanggungjawab mutlak (SKTJMltidak mungkin

diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian

daerah, maka Gubernur/Bupati/Wa likota yang bersangkutan segera

mengeluarkan suratKeputusan pembebanan penggantian kerugian

sementara kepada yang bersa ngkutan.

Pengenaan ganti rugi terhadap bendahara dikenakan dan

ditetapkan oleh BPK. Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah

ditemukan unsur pidana, maka BPK menindakla njutinya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengenaan ganti rugi Negara/daerah terhadap pegawai negeri

bukan bendahara, atau pelabat lain ditetapkan oleh Menteri/
Pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Tata cara tuntutan
ganti rugi Negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah,

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain

yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Negara/daerah

dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Putusan pidana tidak membebaskan darituntutan ganti rugi.

UndanB-Undang No. l Tahun 2004 tentanB Perbendaharaan Negara, pada

bab Xl Pasal 59, ayat (1) sampai denBan ayat (3), pasal 60 ayat (1) sampai

dengan ayat (3), pasal 62 ayat (L) sampai dengan ayat {3}.}--

(sumber:

o.

9.

5.7.1PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGAM/DAERAH

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara, sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada pasal 22 ayat (1

s.d, ayat 5) adalah sebagai berikut.

(1) BPK menerbitkan surat Keputusan penetapan tentang batas

waktu perta nggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/

barang yang terjadi, atas tindak lanjut laporan dari kepala daerah
atau atas temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan, sehingga

diketemukanadanya kekurangan kas/barang dalam persediaan

yang merugikan Negara/daerah.

(2) Bendahara yang bersangkutan diperkenan dapat mengajukan

keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dengan tengganB
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waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah bendahara bersangkutan

menerima surat keputusan dari BPK.

(3) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan

ditolak, maka BPK dapat menetapkan surat keputusan pembenan

penggantian kerugian daerah kepada benda hara yang bersa ngkutan.

(4) Gubernur/bupati/walikota melaporkan penyelesaiaan kerugian

daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60(enam) puluh hari kerja

setelah diketahuinya adanya kerugian daerah.

(5) Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/daerah maupun

pengenaan ganti kerugian Negara/daerah terhadap pegawai negeri

bukan bendahara, atau peiabat lain diatur dengan peraturan

pemerintah yang merupakanpetuniuk pelaksanaan ketiga paket

unda ng-undang di atas.

Ketentuan tersebut diharapkan dapat diSunakan oleh pihak-pihak

yang terkait dalam menangani dan menyelesaikan kerugian Negara/daerah

yang semakin hari semakin bertambah besar; sehingga dapat diantisipasi

teriadinya kerugian Negara/daerah, dicegah penyelesaiaan kerugian Negara/

daerah yang berlarut, serta dipercepat proses pemulihan kerugian lainnya

pada kementerian Negara/lembaga dan daerah.

TangBung jawab untuk melakukan penyempurnaan dan mengefektifkan

sistem pengawasan audit, dapat dilakukan oleh Menteri Penertiban Aparatur

Nega ra (MEN PAN), yang bertanggungjawab seca ra tugas pokok dan fu ngsinya

sebagai lembaga yang diberikan kewenangan secara kelembagaan oleh

pemerintah yang mengatur tentang penertiban aparatur Negara, sehing8a

kinerja aparatur Negara baik pada tataran pada kementerian Negara/lembaga

Negara maupun pada jajaran pemerintahan daerah dapat menjalan tugas

dan tanggungiwab secara sungguh-sungguh. Guna terwujudnya aparatur
pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kinerla yanB disiplin,

bersih dan berwibawa serta memiliki integritas sebagai unsur pelayan dan

pengayom masyara Kat.

Pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan

kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan audit eksternal.

Untuk melakukan semua ini diperluka n langkah-langkah ya ng konstruktif

dengan melakukan penataan dan penyempurnaan struktur kelembagaan

dan prosedur pengawasan secara independen, efektil efisien, transparan

dan terukur, Sehingga apabila diketemukan atau diterimanya laporan atas

penyimpangan atau kelalaian yang diperbuat oleh pejabat pengelolaan
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keuangan daerah dapat segera ditindaklanjuti temuan-temuan tersebut
dengan cara melakukan peningkatan koordinasi secara intens dengan pihak-

pihak terkait yang dalam hal ini yang bertanggung iawab atas pelaksanaan

dan pemeriksaan baik internal maupun eksternal secara konprehensif dengan
menerapkan sistem pengawasan berbasis kinerja.

Untuk itu perlu dilakukan pengembangan profesionalitas tenaga-tenaga
pengawasan dan pemeriksaan. Tidak kalah pentingnya dalam mendukung
percepatan tindak lanjut atas temuan-temuan hasil pemeriksaan adalah

dengan memperbaiki sistem informasi aparat pengawasan fungsional (APFP)

da n perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan serta kode etik dan standar
audit serta melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja pengawasan dan

meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukumuntuk menindaklanjuti
hasil temuan yang dilakukan aparat pengawasan internal dan aparat
pengawasan eksternal.

Tindak lanjut atas penyimpangan atau kelalaian para pejabat pengelola
keuangan daerah dapat dilakukan dengan cara:

1. Jika hasil temuan hanya bersifat administratif, maka sansksi yang

diberikan hanya berupa tegoran secara tertulis kepada pejabat

dimaksud, dalam sanksi administratif ini dapat berupa:

a. Penundaan kenaika n pangkat;

b. Penundaan kenaikan gaji berkala; dan

c. Dan Pencopotan dalam iabatan sebagai pejabat pengelola

keuangan daerah.

Jika hasil temuan bersifat kerugian atas keuangan daerah, maka sanksi

yang diberikan adalah:

a. Diselesaikan secara tuntutan perbendaharaan, bagi pejabat
benda hara;

b. untuk peiabat selain bendahara dan merupakan pegawai negeri
daerah, maka sanksi yang diberikan adalah dikenakan tuntutan
ganti rugi, dalam arti dengan mengganti kerugian daerah, sebagai
akibat penyimpangan atau kelalaian yang dilakukannya.

c. Dan sanksi-sanksi administrative lainnya juga dapat dikenakan.

5.7.2 S]FAT DAN BCNTUK KERUGIAN DAEMH

Bendahara, yang melakukan perbuatan:
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Tidak melakukan pencatatan dan penyetoran kekas Negara

atasuang/barang yang diterimakannya.

Tidak melakukan pencatatan atas penerimaan/pengeluaran uang/
bara ng.

Membayar/member/mengeluarkan uang/barang kepada pihak
ya ng trda k berha k da n ata u secara tida k sa h.

Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan
bara ng.

Menerima dan menyimpan uang palsu.

Korupsi, penyelewanga n, penggelapa n.

Kecurian, penodongan, perampokan dan/atau kolusi.

Pertan8gungjawaba n atau laporan yang tidak sesuai dengan

kenyataan.

Penyelahgunaan wewenang/jabatan.

Tidak melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (walib
pungut pajak).

Pegawai Negeri yang bukan bendahara yang melakukan perbuatan:

a. Korupsi, penyelewanga n, penggelapan.

b. Penyalahgunaan wewenang/ dan jabatan.

c. Pencurian dan penipua n.

d. Merusak, menghilangkan barang inventaris milik daerah

e. Menaikan harga, merubah kualitas/mutu.

f. Meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai

melaksanakan tugas belajar.

g. Meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah
ditentu ka n.

Pihak ketiga, karena melakukan perbuatan:

a. Tidak menempati ianji/kontrak (wan prestasi).

b. Pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena faktor
kesalahan.

c. Penipuan, penggelapan danperbuatan lainnya yang secara langsung

atau tidak langsung menimbulkan kerugian Negara/daerah.
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5.7.3 PENYEBAB KERUGIAN DAERAH

Tinja uan dika renakan sebab akibat yang dilakukan oleh manusia, denga n

unsur kesengajaan, kelalaian, kealpaan atau kesalahan. Semua itu dilakukan

diluar kemampuan sipelaku. Atau terjadi akibat adanya kejadian luar biasa

dari alam misalnya; bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir
bandang atau banjir akibat sunami dan kebakaran yang tidak disengaja. Dan

proses alamiah seperti terjadi pembusukan, mencair, menyusut, menguap,

menguraikan dan dimakan rayap.

5.7.4 WAIfiU TERJADINYA KERUGIAN DAERAH

Tinjauan waktu ini adalah untuk memastikan apakah peristiwa kerugian

daerah yang teriadi, saat ini masih dapat dilakukan penuntutannya atau tidak,

baik terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pihak ketiga.

Dalam hal tuntutan ganti rugi, perlu diperhatikan ketentuan daluwarsa

sebagai berikut.

1) 5 (lima)tahun sejakteriadinya kerugian tidak dsilakukan penuntutan
ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

2) I (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan
penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

3) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau
pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti rugi daerah berada

dalam pengampuan, melarikan diri, meninggal dunia, penuntutan

dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang

memperoleh hak ahli warisnya.

4) Tanggung jawab pengampu/Ahli warisnya untuk membayar ganti

rugi daerah menjdi hapus, apabila dalam waktu 3(tiga) tahun sejak

keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan, atau yang

memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang

berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

5) Setelah lewat batas-batas waktru daluarsa tersebut diats, tidak
dapat lagi dilakukan tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu mengingat
batas waktu daluarsa yang relative singkat, maka setiap ada

kerugian daerah wajib segera dilakukan pemrosesan tuntutan ganti

rugi.
(Sumber: Undang-Undang No- l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada

pasal65 dan pasal 66 ayat 1 dan ayat 2).
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5.8 TATA CARA PENYETESAIAN KERUGIAN DAERAH

Melalui Upaya Damai

Penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai dilakukan apabila
penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai sekali gus atau
a ngsuran dalam ja ngka waktu selambatJam batnya 2 (dua) ta hun dengan
menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawan Mutlak (5KTJM).

Melalui Tuntutan Perbendaharaan

Penyelesaiaan kerugian keuangan daerah melalui proses Tuntutan
Perbendaharaan dilakukan apabila upaya damai yang ditempuh secara
tunai atau angsuran tidak berhasil.

Proses Penuntutannya merupakan kewenangan Kepala Daerah melalui
Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Majelis Perimbangan).

Apabila pembebanan perbendaharaan telah diterbitkan kepala daerah
melakukan eksekusi keputusan dimaksud dan membantu proses
penyelesaiaa nnya.

Melalui Tuntutan Ganti Rugi

Penyelesaiaan kerugian keuangan daerah melalui proses tuntutan ganti
rugi dilakukan apabila upaya damai yang dilakukan secara tunai sekali
gus atau an8suran tidak berhasil. Proses penuntutan menjadiwewenang
Kepala Daerah. Melalui Majelis Pertimbangan.

Tuntutan Ganti Rugi dapat dilakukan apabila:

1. Adanya perbuatan melanggar hokum, kesalahan atau kelalaian
dengan fungsi atau status dalam jabatannya. Dengan pelaksanaan

fungsi atau status dalam iabatannya.

2. Pegawai negeri yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan
melanggar hukum/kesalahan itu tidak berkedudukan sebagai
benda hara.

3. Pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung
telah dirugikan oleh perbuatan melanggar hokum/kelalaian itu.
Apabila pembebanan ganti rugi telah diterbitkan, Kepala Daerah

melakukan eksekusi keputusan dimaksud dan membantu proses
pelaksanaa npenyelesaiaanya.

c,
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e.

Melalui Cara Lain

Apabila pelaku kerugian daerah ternyata ingkar janji (* wanprestasi),

maka daerah dapat melakukan dengan cara taguhan secara paksa

melalui Badan/lnstansi penagih yang berwenang setelah diputuskan

kepala daerah bahwa tagihan akan/telah macet

Tuntutan Perbendaharaan (TPl

Tuntutan perbendaharaan adalah suatu tata cara perimbangan

terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan

perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan

mengganti kerugian.

Tuntutan lni berlaku untuk bendahara yang dalam hal ini adalah

seseoranB yang ditugaskan untuk menrima. Menyimpan dan membayar

atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga dan barang milik

daerah, serta bertanggungjawab kepada kepala daerah. Yang merupakan

objek dari penuntutannini adalah adanya kekurangan perbendaharaan

yang pada dasarnya merupakan selisih kurang antara saldo buku kas

dengan saldo fisik kas.

Penyelesaiaan Tuntutan Perbendaharaan

Dalam hal ini dapat diselesaikan melalui 4 (empat) cara yaitu: upaYa

damai, tuntutan perbendaharaan biasa, tuntutan perbendaharaan

khusus dan pencatatan.

5.9 PENYETESAIAAN KERUGIAN BARANG DAERAH.

1) Pegawaiyang bertanggung jawa b atas terjadinya kehilangan barang

daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian

kerugian yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Penggantian kerugian dalam bentuk barang dilakukan khusus

terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4
(empat) dan roda 2 (dua) yang umur pembeliannya l sampai 3

tahun.

3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan

terhadap barang tidak bergerak atau barang bergerak selain yang

dimaksudkan di atas dengan cara tunai atau angsurdn selama 2(

dua) tahun.
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4) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganh rugi datam
bentuk uang maupun barang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

5.10 DALUWARSA TPTGR

1, Tuntutan Perbendaharaan (TP)

a.

D.

TP Biasa dinyatakan daluarsa(lewat waktu) apabila baru diketahui
setelah lewat 30 {tiga) puluh tahun sejak kekurangan kas/barang
tersebut diketahui, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-
uoava damai.

TP Khusus terhadap ahliwaris atau yang berhak Iainnya dinyatakan
daluarsa (lewat waktul apabila jangka waktu 3 ( tiga) tahun telah
berakhirnya setalah:

1) Meninggalnya bendahara tanpa adanya pemberitahuan.

2) Jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir,

3) Surat Keputusan pembebanan tidak pernah ditetapkan.

2. Tuntutan Ganti RuEi Biasa

TG R dinyata kan daluwa rsa seta la h lewat 5 (lima ) tahun sejak a khir tahun
kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir
tahun di mana kerugian tersebut terjadi/perbuatan tersebut dilakukan.

5.11 PENGHAPUSAN

Apabila bendaha ra/pegawai ataupun ahli waris/keluarga terdekat/
pengampu yang berdasarkan keputusan kepala daerah diwajibkan mengganti
kerugian hdak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala daerah untuk
penghapusan atas kewajibannya. Berdasarkan permohonan tersebut kepala

daerah memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan penelitian,
Apabila ternyata yanB bersangkutan memang tidak mampu, maka setelah
mendapatkan persetujuan dari DPRD selaniutnya kepala daerah dengansurat
keputusan dapat menghapuskan TPltGR baik sebagian ataupun seluruhnya.

Penghapusan yang telah dilakukan dapat ditagih kembali apabila
dikemudian hari terbuktr bahwa bendahara/pegawai/ahli waris yang
bersan8kutan ternyata mampu.

151



Teori dafl lrnplenenlati Budget Siklus Keuatlgan Daerah

Surat keputusan penghapusan baru dapat dilaksanakan setelah

memperoleh pengesahan dari menteri dalam negeri.

Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai

sampai dengan Rp.10.000.000,00 (5epuluhjuta rupiah) dapat diproses

penghapusannya bersamaan dengan penetapan peraturan daerah tentang

Perhitungan APBD tahun anggaran yang berkenaan.

5.12 PEMBEBASAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

a, Pembebasan

Dalam hal bendahara atau pegawai bukan bendahara meninggal dunia

tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan surat

keputusan kepala daerah diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka

majelis pertimbangan memohon secara tertulis kepada kepala daerah

yang bersangkutan untuk membebaskan sebagian/seluruh kewajiban

yang harus dipenuhi, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan

dari DPRD dan menteri Dalam Negeri.

b, Penyetoran

Penyetoran pengembalian secara tunal/sekaligus atau melalui angsuran

atas kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil peniualan

barang ja minan/kebendaan harus melalui kas daerah atau dinas/

lembaga/satuan kerja daerah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

Dalam kasus kerugian daerah di mana penyelesaiaannya diserahkan

melalui pengadilan, kepala daerah berupaya agar pangadilan

menyatakan bahwa barang yang dirampas diserahkan kepada daerah

dan selanjutnya hasil penjualannya disetorkan ke kas daerah.

Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD), setelah diterima kas daerah segera dipindahkan

bukukan ke rekening BUMD yang bersangkutan.

c, Pelaporan

Bupati/walikota wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan

penyelesaiaan kerugian daerah kepada gubernur setiap semester.

Selanjutnya gubernur wajib melaporkan kepada gubernur setiap

semester. Selanjutnya gubernur wajib melaporkan perkembangan
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pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah untuk tingkat provinsi/
kabupaten/kota yang berada diwilayahnya setiap semester kepada

Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan
Otonom Daerah untuk dUadikan bahan pemantauan.

5.13 LAIN-rArN

Apabila bendahara atau pegawai bukan bendahara berdasarkan laporan
dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah, maka kepala daerah
dapat melakukan hukum disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan
dari iabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan
kegiatannya.

Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah
daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan
mengajukan gugatan perdata. Apabila proses melalui badan peradilan ini
tidak terselesaikan, maka permasalahan ini dikembalikan kepada daerah dan
penyelesaiaannya dapat dilakukan dengan cara pencatatan ataupenghentian/
penghapusan. Keputusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan
yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggurkan hak daerah untuk
tetap melaksanakan TPTGR.

(Sumber: Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan dan

Pertanggungjawaban Pengelolaan KeuanBan Negara). SS
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BAB VI

PENGETOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

6.1 LATAR BELAKANG

l-! elaksa naan da n penata usahaan Badan Layana n Umum Daerah dalam

l- undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaa Negara,

telah memberikan nuasa baru bagi para peiabat pengelola keuangan daerah,

termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLU).

Dalam pasal 68 dan 69 dari Undang-Undang No. l tahun tahun 2004,

dimaksud dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), menjelaskan bahwa bagi Dinas atau

insta nsi pemerintah dan pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pelayanan

kepada masyarakat diwajibkan menerapkan fungsi pelayanan yang fleksibel

denBan mengutamakan produktivitas, effisiens! dan efektivitas. Sehingga apa

yang dilakukannya dapat dijadikan contoh oleh dinas-dinas pelayanan lainnya

dalam lingku ngan Pemerintah Daerah.

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah No, 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dikeluarkannya

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6l Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis

Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

Badan Layanan Umum diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan

petunjuk operasional untuk Badan Layanan Umum Daerah diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Badan Lavanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerdh atau Unit Keria pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk

memberikanpelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/

atau.jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan.
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Sebagai perangkat kerja pemerintah daerah tujuan BLUD

adalah pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien
sejalandengan praktik bisnis yang sehat, yang pengelolaannya
dilakukanberdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala
daerah. Praktik bisnis yangsehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam
rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD

selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD. Unit Kerja
pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit
Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
pemerinta h dae ra h ya ng me ne ra pkan PPK- BtU D.

Badan Layanan Umum Daerah merupakan salah satu satuan ker.ia

perangkat daerah (SKPD), atau unit kerja pada SKPD dalam lingkungan
Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan umum kepada
masyarakat, yang berwujud penyediaan barang dan jasa yang akan dijual
dengan mengutamakan kepentingan social denga n tidak mempermasalahkan
mencari keuntungan semata.

Pelayanan yang fleksibel dengan mengutamakan produktiivitas, akan
memberikan kemudahan bagi masyarakat daerah yang membutuhkan
pelayanan oleh Badan Layanan Umum Daerah. Wujud dari fleksibilitas
pelayanan dapat dilakukan pada pengelolaan keuangan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) dan singkat PPK -BLUD. Pengelolaan keuanganBadan
Layanan Umum Daerah. dikecualikan dengan pengelolaan keuangan pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Walaupun demikian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD, merupakan
unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah yangtidak dapat dipisahkan
dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah. berdasarkan peraturan
perundang-unda ngan dan peraturan daerah yang menjadi rujukan dan dasar
bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah, merupakan Instansi yang memiliki
kekhususan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan
secara tehnis, yang dilakukan oleh Dinas terkait yang menangani dan
bertangungjawab atas keberadaannya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
pada Pemerintah Daera h.
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Tujuan dan azas Badan Layanan Umum Daerah adalah meningkatkan
pelayanan umum kepada masyaraakat daera h, guna da pat mensejahterahka n

dan dan turut serta mencerdaskan kehidupan masyarakat daerah.

Aturan dan kaidah-kaidah bisnis yang sehat dalam penyelenggaraan

fungs-fungsi organisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan

melakukan manaiemen yang baik berdasarkan peraturan perundang

undangan dan peraturan Pemerintah serta peraturan Pemerintah Daerah dan

mengacu kepada standar Akuntansi Pemerinah {SAP} dan standar Akuntansi

Pemerinta h Daerah.

Layanan umum yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah

(BLU D), adala h berupa pengadaan bara ng d an jasa, tidak diperkenankan BLU D

melakukan pelayanan umum yang saat ini telah menjadikan kewenangan

Dinas-dinas terkait pada Pemerintah Daerah, mislnya Dinas Kependudukan,

yang melayani pembuatan kartu tanda penduduk, akte kelahiran, kartu

keluarga dan lainnya terkait dengan permasalahan kependudukan. Dan izin

mendirikan bangunan serta lainnya yang telah meniadi kewenangan pada

dinas terkait dalam lingkungan pemerintah daerah.

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN OALAM BLUD

P€rencanaan BLUD

Penyusunan perencanaan kebutuhan jangka menengah dan renstra

BLUD, maka BLUD menyusun Renstra bisnis berdasarkan Rencana jangka

menengah B[UD, Renstra bisnis BLUD memuat, Visi dan Misi, pro8ram

strategis serta pencapaian kineria Badan Layanan Umum Daerah. Dan

menyusun rencana pencapaian lima tahunan dan proYeksi keuangan lima

tahunan BLUD. Dimana visi BLUD adalah memuat gambaran yang akan

datang, yang harus dihadapi, guna tercapainya cita dan citra yang ingin

digapai BLUD. Adapun misi memuat sesuatu yang harus dilaksanakan atau

dikerjakan berdasarkan visiyang telah ditetapkan, sehingga tuiuan organisasi

dapat terlaksana sesuai dengan bidang usaha BLUD.

Program yang berisi proses kegiatan yang berorientasl pada hasil yang ingin

dicapaidalam kurun waktu satu sampailima tahun ke depan. Dengan melihat dan

memerhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau akan mungkin timbul.

Sedangkan pengukuran kinerja, memuat pengukuran yang dilaksanakan

dengan menggambarkan capaian hasil kegiatan dengan analisis atas factor-

faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi capaian kineria-
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b. Penganggaran BLUD

Dikarenakan BLUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),

maka BIUD untuk memenuhi kebutuhan braya operasionalnya, diwajibkan
menyusun rencana bisnis anggaran (RBA) tahunan yang berpedoman
kepada renstra bisnis BLUD. Rencana bisnis anggaranJ merupakan dokumen
perencanaan bisnis yang berisi: program, kegiatan, ta rget kinerja da n anggaran

BLUD, Rencana BisnisAnggaran adalah penjabaran dariprogram dan kegiatan

BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD. Prinsip

anggaran berbasis kinerja merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Bsnis

Anggaran BLUD, serta menggunakan sistem akuntansi berdasar sifut layanan

yang diberikan, dan kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendpatan yang

diorediksi akan dineroleh.

5.2.1 DASAR PETAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UNUM DAERAH

(BruD)

Dasar Pelaksanaan An8garan Badan Layanan Unum Daerah (BLUD)

adalah DPA-BLU, adala h memuat:

1. Pendapatan;

2. Biaya;

3. Proyeksi arus kas; dan

4. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan

dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Badan

Layanan Umum Daerah.

Apabila Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) belum
mengesahkan dokumen anggaran (DPA-BUD), maka Badan Layanan Umum
dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka yang

tercantum dalam DPA-BLU tahun sebelumnya,

DPA-BLU yang telah disetujui dan disyahkan oleh PPKD, untuk diiadikan
pedoman dasar penarikan dana bersumber dari APBD.

6.2.2PENDAPATAN

Pendapatan BIUD dapat diperoleh bersumber dari:

1. Jasa layanan;

2. Hibah;

3. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
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4. APBD;

5. APBN; dan

6. Lain-lain pendapatan BLIJD yang sah.

. BLUD memperoleh pendapatan bersumber dari jasa layanan,

berupa imbalan yang didapat darijasa layanan yang diberikan
kepada masyara kat.

. BLUD memperoleh hibah dapat burupa bantuan hibah terikat
dan hibah tidak terikat,

. BLUD dapat memperoleh hasil, atas dasar kerjasama dengan
pihak lain, berupa sewa menyewa, dan usaha lainnya yang

mendukung tugas dan fungsi BLU D,

. BLUD memperoleh pendapatan dariAPBD, berupa pendapatan
yang berasal dari otoritas kredit anggaran dari pemerintah

daerah, buka dari pelaksanaan kegiatan APBD.

. BLUD dapat memperoleh pendanaan dari APBN, berkaitan
pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Adapun BLUD dapat memperoleh penghasilan lain-lain yang

sah berupa:

a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

b. Hasil pemanfuatan kekayaan;

c. Jasa giro;

d. Pendapata n dari bunga;

e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap uang asing;

f. Komisi, rabat yang diakibatkan dari akibat penjualan dan/
atau pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BLUD.

6.2.3 PENGEToIAAN KAs BLUD

. Pengelolaan kas BLUD, dilakukan melalui rekening kas BLUD.

Rekening kas

. BLUD merupakan rekening tempat menyimpan uang BLUD

yangdibuka oleh

. Pimpinan BIUD pada Bank umum untuk menampung seluruh
penerimaan pendapatan dan pembiayaan pengeluaran.
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Pengelolaa kas BLUD menyelenggarakan:

Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

Pemungutan pendapatan atau tagihan;

Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;

Pembaya ran;

Perolehan sumber dana untuk menutup deficit jangka pendek dan

Pemanfaatan surplus kas langka pendek untuk memperoleh

pendapatan tambahan.

Seluruh penerimaan yang diperoleh BLLJD dimasukan setiap hari ke

dalam rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan

BLUD.

g. Pengelolaan Piutang dan Utang

Kesehariannya BLUD dapat memberikan pinjaman/ piutang dengan

penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berkaitan secara

langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD. Selain

dapat memberikanpinjaman, BLUD juga dapat mencari piniaman,

di mana pinjaman berhubungan dengan kegiatan BLUD, adapun

pinjaman dapat dilakukan dengan pinjaman .iangka pendek, jangka

menengah serta pinjaman jangka panjang. Adapun pinjaman jagka

panjang terlebih dahulu harus mendapatkan persetuiun dari Kepala

Daera h.

6.2.4 B|AYA

Yang dimaksud biaya BLUD, adalah biaya operasional dan biaya

non operasional. Biaya operasional meliputi: seluruh biaya operasional

dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi BLUD, sedangkan biaya

non operasional BLUD adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dari akibat

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BIUD.

Biaya operasional BLUD diarahkan untuk membiayai:

c,

Pogram peningkatan pelayanan;

Kegiatan pelayanan;

Kegiatan pendukunB pelaya nan.

Semua itu dialokasikan berdasarkan kelompok, jenis, program, dan

keeiatan.

a.

b.

c.

f.
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Biaya operasional meliputi:

1. Biaya pelayanan; dan

2. Biaya umum dan administrasi.

Biaya pelayanan adalah seluruh biaya operasional yang berhubungan
langsung dengan kegiatan pelayanan terdiri dari:

1. Biaya pegawai;

2. Biaya jasa pelayanan;

3. Biaya bahan;

4. Biaya pemliharaa n;

5. Biaya barang dan jasa; dan

6. Biaya pelaya nan lain-lain.

Adapun biaya umum dan administrasi mencakup seluruh biaya

operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan

terdiri dari:

a, Biaya pegawai;

b. Biaya ad ministrasi kantor.

c, Biaya pemeliharaan;

d. Biaya barang dan jasa;

e. Biaya promosi; dan

I Biaya umum dan administrasi lain-lain.

Sedangkan biaya non operasional terdiri dari:

a. Biaya bunga;

b. Biaya administrasi ba nk;

c. Biaya kerugian penjualan asset tetap;

d. Biaya kerugian penurunan nilai; dan

e, Biaya non operasional lain-lain.

6.2.5 JUMLAH DAN KuALrrAs BARANG DAN/ATAu rAsA

Jumlah dan kualitas barang dan/atau
dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan

Umum Daerah.

Pengadaan barang dan jasa pada

dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang

iasa yang akan dihasilkan dan

anggaran oleh Badan Layana n

Badan Layanan Umum Daerah

berlaku bagi pengadaan barang
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dan lasa pemerintah/ EadanLayanan Umum Daerah dengan status penuh

dapat diberikan kebebasan dari ketentuan yang berlaku umum bagi

pengadaan barang dan jasa pemerintah, apabila terdapat alas an efektivitas

dan atau efisiensi.

Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang

sumber da nanya berasal dari:

a- Jasa laya n a n;

b. H ibah tidak terikat;

c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan

d. Lain-lain pendapatan BLUD yan8 sah.

Pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan
pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin ELUD

dan disetujui kepala daerah. Pengadaan barang dan/atau jasa yang

dananya berasaldari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti
ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan

barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepaniang disetuiui
pem beri hibah.

Pengadaan barang dan/atau iasa berdasarkan ketentuan
pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD

dan disetujui kepala daerah. Pengadaan barang dan/atau jasa yang

dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti
ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan

barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui
pemberi h ibah.

r Pengelolaan Barang

Barant inventaris milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan
kepada pihak Ialn atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara

dijual, ditukar dan/atau dihibahkan. Hasil penjualan barang inventaris
merupakan pendapatan BtUD. BLUD tidak boleh mengalihkan dan/
atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang

be rwen a ng.

Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap diseleng-

garakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undan8an. Hasil pengalihan aset tetap merupakan
pendapatan B[UDdan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan

BLUD.
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Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap dilaporkan kepada

kepala daerah melalui sekretaris daerah/kepala SKPD. Penggunaan

aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsunB dengan tugas

dan fungsi BLUD harus mendapat persetuiuan kepala daerah melalui
se kreta ris dae rah.

Tanah dan bangunan ELUD disertifikatkan atas nama pemerintah
daerah yang b e rsa ngkuta n. Tanah dan bangunan ya ng tidak digunakan
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD, dapat dialihguna-
kan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan kepala daerah.

6.3 INVESTASI

BLUD dapat melakukan investasi investasi jangka pendek dan

investasijanBka panjang sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan
pendapatan dan peninBkatan pelayanan kepada masyarakat serta
tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD. Investasi daerah jangka

panjang, dilakukan atas persetujuan kepala daerah.

tnvestasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera

dicairkan dan dimaksudkan untuk dimilikl selama 12 (dua belas) bulan

atau kurang dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka

pen de k, antara lain:

a. Deposito beriangka waktu 1(satu) sampai dengan 12 (dua belas)

bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;

b. Pembelian surat utang negara jangka pendek; pembelian

sertifi kat Bank Indonesia.

Karakteristik investasi jangka pendek, adalah:dapat segera

diperjualbelikan/dicairkan; ditujukan dalam rangka manajemen kas;

dan be ris iko rendah.

5.4 SURPLUS DAN DEFTSIT ANGGARAN

Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi

pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran. Surplus

anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali

atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas

daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU D.

Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi
pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
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Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada

tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

6,5 TAPORAN PENDAPATAN BLU

Salah satu fleksibilitas dari pola pengelolaan keuangan BLU (PPK

BLU) adalah penggunaan langsung pendapatan. Yang dimaksud
dengan peng-gunaan langsung yaitu hasil pendapatan BLU tidak
disetor ke Bendahara umum daerah (BUD), tetapi digunakan
langsung untuk membiayai kegiatan belanja yang t€rdapat
dalam DPA Karena pendapatan BLU merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari APBD maka setiap triwulan BLU melaporkan
realisasi pendapatan kepada pejabat pengelola keuangan daerah.

jumlah anggaran pendapatan dalam DPA realisasi sampai dengan
triwulan lalu realisasi triwulan pelaporan realisasi sampai dengan
triwulan pelaporan kelebihan/kekurangan Laporan tersebut ditanda
tangani oleh pimpinan BLUD dan diketahui oleh peiabat pengelola
keuangan dae ra h.

Karena pendapatan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari APBD maka setiap triwulan BLU melaporkan realisasi pendapatan
kepada pejabat pengelola keuangan daerah.

5.6 PEIABAT PENGETOLA BLUD

Pengangkatan pejabat pengelola BLUD, diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala Daerah adapun peiabat pengelola BLUD meliputi:

a. Pemimpin BLUD;

b. Pejabat Keua ngan dan

c. Pejabat Tehknis,

Penempatan dalam jabatan dan pejabat pengelola BLUD berdasarkan

kompetensi yang dimiliki calon para peiabat BLUD, hal ini dilakukan guna

untuk dapat memenuhi kreteria bisnis yang dikelola BLU D.

Pimpinan BLUD dalam kesehariannya menjalankan tugas dan
kewajibannya mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum
operasional dan keuangan BLUD. Sedangkan peiabat teknis BLUD dalam
menjalankan tugasnya mempunyai fungsi sebagai penangungrawab teknis di
bidangnya masing-masing.
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Kepala BLUD atau Pemimpin BLUD bertang8ung jawab secara langsung

kepada Kepala Daerah, melalui sekretaris Daerah. Sedangkan pejabat

pengelola keuangan BLUD dan pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab

kepada Kepala atau Pimpinan BLUD.

5.5.1 TUGAS PE'ABAT PENGEIOTA BLUD

Pimpinan BLUD mempunyai tugas dan kewajiban meliputi:

a. Memimpin, mengarahkan dana membina serta mengawasi,

mengendalikan, mengevaluasi penyelenggaraa n kegiatan BLUD.

b. Menyusun renstra bisnis BLUD.

c. Menyiapkan RBA.

d. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis
kepada kepala daerah sesuai ketentuan.

e. Menetapkan pejabat lainnya sesuaikebutuhan BLUD selain pejabat

yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan

f. Menyampaikan dan memperta nggungjawabkan kinerja operasional

serta keuangan BLUD kepada Kepala Daerah.

Pejabat Kepala Keuangan BLUD mempunyai tugas dan kewajiban

a. Mengkoordinasikan penyusuna n RBA.

b. MenyiapkanDPA-BLUD.

c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya-

d. Menyelenggara ka n pengelolaan kas.

e. Melakukan pen8elolaan utang dan pautang.

f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan

investaasai.

g. Menyelenggara ka n sistem informasi manajemen keuangan, dan

h. Menyelenggaraka n akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pejabat teknis pengelola B[UD mempunyai tugas dan kewajiban meiputi:

a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya.

b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA, dan

c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya.

Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang mengelola BtUD da pat mengelola

BtUD, baik secara tetap atau kontrak, yang pengangkatannya berdasarkan
propesionalitas dan kemampuan pegawai dan peiabat tersebut berdasarkan

165



Teori datl ltnplefiefitasi Budget Siklus Keuangan Daeruh

kebutuhan. Pengankatan dan pemberhentiannya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dan berdasarkan prinsip efisiensi,

ekonomis dan produktivitas dalam penin8katan pelayanan BLUD kepada

masyarakat Daerah.

Kepala atau Pimpinan ELUD merupakan pejabat pengguna anggaran

atau pengguna barang daerah, di mana secara ketentuan berlaku sama

dengan pejabat lainnya pada lingkungan pemerintah daerah.

Jika Pimpinan BLUD bukan berasal dari PNS, maka pejabat pengelola

keuangan BIUD diharuskan berasal dari kalangan PNS, Dan merupakan
pejabat pengguna anggaran dan pengguna barang daerah.

5,6.2 DEWAN PENGAWAS BLUD

Badan Layanan Umum yang memiliki omset tahunan yang cukup besar

dan memiliki berbagai kegiatan yang bermacam-macam, maka dibentuk
dewan pengawas, yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh
Kepala Daerah.

Dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang, salah satu

anggotanya dipilih dan ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas. Adapun
syarat-syarat minimal dan jumlah dewan pengawas mengikuti peraturan yang

ditetapkan Kementerian Keuangan/Menteri Keuangan.

Dewan pengawas beranggotakan :

a, Peiabat SKPD yang berkaitan dengankegiatan BLUD.

Peiabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah, dan

Tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan BLUD.

Adapun tugas dan kewajiban Dewan Pengawas meliputi:

a. Melakukan/memberikan saran pendapat kepada Kepala Daerah

mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola-

Mengikuh perkembangan ke8iatan BLUD dan memberikan pendapat

dan saran kepada Kepala Daerah mengenai setiap masalah yang

dianggap penting bagi pengelolaan BLUD.

Melakukan evaluasi dan penilaiankinerja baik keuangan maupun
non keuangan, serta memberikan saran dan catatan catatan penting

untuk dapat ditindak lanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan

Melakukan monitoring tindaklanjut hasil evaluasi danpenilaian
kineria.

b.
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Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1

kali dalam setahun. Dan sewaktu-waktu dapat diminta laporannya apabila

diperlukan oleh Kepala Daerah.

Jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan

diangkat kembali untuk yang kedua kalinya dalam masa jabatan berikutnya.

Dewan pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Kepala

Daerah, bila Kepala Daerah menilai Dewan Pengawas bekerja tidak maksimal,

dan terjadi penyimpangan bersama pimpinan BLUD atas dasar hasil Laporan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh gPK.

Adapun pemberian gajih dan tunjangan disesuaikan dengan kondisi

kemampuan keuangan BLUD yang bersangkutan serta disesuaikan dengan

tin8katan beban tanggung jawab yang dipkul dari masinS-masing peiabat

dan pegawai BLUD. Sedangkan tunjangan untuk Dewan Pengawas, berupa

honorarium dan besarnnya disesuaikan dengan kemampua n keuangan BLUD.

5.7 STANDAR PETAYANAN MINIMAL BTUD

Pelayana n yang dapat d iberikan oleh BLU D, mengikuti sta ndar pelayanan

minlmal yang telah ditetapkan disesuaikan dengan spesifikasi tehnis dan tolok
ukur layanan minimal yang dapatt diberikan oleh BLUD kepada masyarakat

daerah.

Dalam menjamin kualitas, dan ketersediaan pelayanan yang dilakukan

oleh BLUD, berdasarkan usulan kepapa BLUD Kepala Daerah dapat

menetapkan standar pelayanan minimal dengan peraturan kepala daerah.

Adapun standar pelayanan minimal harus memenuhi kreteria minimal

a nta ra lain:

Fokus pada jenis pelaya nan;

Terukur, dapat dicapai;

Relevan dan dapat diandalkan; dan

d. Tepat waktu.

Adapun besarn tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat sebagai

imbalan dari pengadaan barang dan jasa yang diberikan yang ditetapkan

dalam bentuk tariff sta ndar minimal. Ta rif layana n harus mempertimba ngkan

hal-hal sebagai berikut.

a. Mempertimba ngkan komunitas yang dilayaninya;

b. Pengembanga n layanan;

h

c.
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c. Daya beli masyarakat;

d. Kompetensi yang sehat.

Kesemua itu pada dasarnya tidak terlau memberatkan rnasvarakat, yang

penting dalam hal ini BLUD dapat menutup semua biaya oprasional BLUD

termasul imbalan yang wajar atas investasi dana yang telah dikeluarkan oleh
BLUD.

6.8 KERJA SAMA

BLUD dapat melakukan kerjasama dengan unit-unit usaha manapun
sepanjang saling menguntungkan dan dapat meningkatkan kualitas dan

kuantitas pelayanan kepada masyarakat daerah. Kerja sama yang dilakukan
oleh BLUD dapat berbentuk:

a. Keria sama operasi;

b. Sewa menyewa;

c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD,

Prinsipnya Kepala BLUD, di dalam melakukan kerjasama harus berpilak
kepada aturanyangtelah ditetapkan, dan melaporkan hasil kerjasama kepada

Keoala Daerah.

Tuntutan ganti rugi apabila terladikerugian keuangan BLUD,

diperlakukan sama dengan tuntutan ganti rugi yang digunakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang
No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung jawab

Keuangan Negara dan Peraturan perundang-undanga n yang ditetapkan
dan menjadi landasan operasional kerja BPK dan lembaga pengawasan dan
pemeriksaan lainnya di Indonesia.
Sumber: Nurlan Darise Pengelolaan Keuangan pada SKPD dan 8LU, Indeks lakarta,

Tahun 2009 dan Undang-UndanB No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

dan Tanggung Jawab Pengelolaan KeuanBan Negara-###



BAB VII

PENUTUP

7.1 LATAR BETAKANG

l-1i dalam latar belakang penyusun membahas secard umum tentang

lJpengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah,

merupakan proses kegiatan secara bertahap dari aspek penyusunan

peTencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan,

pertangBUngjawa ban dan pelaporan dan pemeriksaan keuangan daerah,

Pada tahapan-tahapan pengelolaan keuangan daerah, penyusun

mengharapkan adanya pemahaman dan pengertian yang mendalam tentang

pengelolaan keuangan daerah. Pemahaman pengelolaan keuangan daerah

tidak dapat dipahami secara parsial saia, tetapi harus dipahami secara

totalitas tentang manajemen pengelolaan keuangan daerah Tahapan-

tahapan dari pengelolaan keuangan daerah satu sama lainnya saling terkait

dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Karena keterkaitan proses

pengelolaan keuangan daerdh, satu dengan lainnya pengaruh mempengaruhi

dalam implementasinya.

7.2 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Dalam proses awal perencanaan dan penganggaran, diawali terlebih

dahulu, dilakukannya musyawarah kerja pembangunan (musrenbang), yang

merupakan suatu wadah untuk men8gali partisipatif masyarakat daerah'

Partisipatif masyarakat, pada era reformasi pengelola keuangan daerah,

merupakan suatu instrumen penting yang tidak bisa diabaikan, karena hasil

musrenbang dijadikan bahan dasar untuk menyusun perencanaan dan

penganggaran daera h, proses penyusunan perencanaa n dan pen ga nggaran

daerah memadukan antara kepentingan masyarakat daerah dan pemerintah

daerah. (Perpaduan antara bottom up planning and top down ptonning).

Sehingga untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah, selain mengacu



Teori dan Implementasi Budget Sik[us Reuangan Daerah

kepada dan mempedomani kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Renstra Daerah, juga

memerhatikan hasil musrenbang daerah.

Rencana Kerja Tahunan Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan
penggaran yang untuk diajukan kepada DPRD, dan dibahas bersama DPRD,

untuk mendapatkan persetujuan, guna dilanjutkan kepada penyusunan
Rencana Kerja an8garan Daerah (RKA) pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Daerah, merupakan rencana
program dan kegiatan yang telah dialokasikan dana anggarannya, dari
setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran
berikutnya.

Setelah Rancangan RKA Pemerintah Daerah, yang merangkup seluruh
pelaksanaan program dan kegiatan yang diajukan oleh para Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD), merupakan dokumen Rancangan APBD
pemerintah daerah, untuk diajukan kepada DPRD dan dibahas bersama.
Setelah dibahas dan disetujui, oleh DPRD, maka pemerintah Daerah, dalam
hal ini Kepala Daerah menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk
dimintakan pengesahan untuk dijadikan APBD, dan Peraturan Daerah bagi
Pedoman Tekhnis, dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD) untuk
dibuatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD(DPA-SKPD).

Dokumen DPA-SKPD, merupakan dokumen pelaksanaan anggaran bagi
setiap SKPD di Daerah.

7.3 PELAKSANAANANGGARAN

DPA-SKPD yang disusun selain sebagai pedoman tekhnis bagi para
pejabat pengelolaan keuangan daerah, juga merupakan dokumen yang
menekankan informasi mengenai rencana penarikan dana untuk
pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan tiap-tiap SKPD serta
pendapatan yang telah diperkirakan. Mekanisme penyusunan DpA-
SKPD/DPA-PPKD,

Sebelumnya pelaksanaan keuangan daerah, Kepala Daerah diwajibkan
untuk menyusun pedoman berbagai kebijakan-kebijakan yang meliputi:

a- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah.
c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang.
d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara

pengerua ra n.
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Menetapkan pejabat yanB bertugas melakukan pemungutan
penerimaan daerah,
Menetapkan pelabat yang bertugas melakukan pengelolaan
dan p iuta ng dae ra h.

g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan

ba ra ng milik daerah, dan
h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas

tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

daera h tidak da pat melakukan ta nggu ng jawabnya untuk mengelola keuangan

daerah, dikarenakan kesibukannya sebagai kepala daerah, maka kepala

daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah,

b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD,

da n

c. Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) selaku pengguna

a ngga ra n/ba ra ng dae ra h.

Pelimpahan kewenangan ditetapkan dengan keputusan Kepala

Daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yanB

memerintahkan, menguji dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Skema baga n a lur pela ksa naan

tenoaN PE,{GELou IKEUAN(:AN I

PENGESAHAN DEN6AN
PEF.SETU]UAN SEKRFIARIS

I

(Sumber: Peraturan Menteri Dalam NeBeri No.

pengelolaa keuangan daerah dan

KEUANGAN DAERAH "EDlSl 2.lakarta,

59 Tahun 2007 tentanB pedoman

NURLAN DARISE, "PENGETOLAAN

2009)
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GAMBAR SKEMA SPM DAN BUKTI PENDUKUNG

Sumber: NURLAN DARISE "PENGELOIAAN KEUANGAN DAERAH EDlSl 2." Jakarta

2009, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Kuangan Daerah

7.4 PERTANGGUNGJAWAEAN KEUANGAN DAERAH

Pertanggungjawa ban keuangan daerah, merupakan proses laniutan

dari budget siklus keuangan daerah, di mana bendahara pengeluaran

seca ra administratif d iwajibkan untuk mempertanggungjawabkan rea lisasi

penggunaan uanByanE diBUnakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja

barang dan belanja perjalanan serta belanja modal, yang dibiayai melalui
mekanisme denga n:

a. Uang Persediaa n;

b. Ganti Uang persediaan;

c. Tambahan uang persediaan;

d. Dan 5P2 D langsung, baik untuk keperluan bendahara maupun
untuk tagihan pihak ke tiga.

Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran kepada kepala SKPD,

melalui Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-

BUKTI.EUKTI ASLI
PEl.'lBAYARAN

RINCIAN PENGELLJ]ARAN

BUKTI AsU PEMBAYAR-A'.I

RINCIAN PENGELUARAN
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SKPD), selambat-lambatnya pada 10 bulan berikut, dengan melakukan

penutupan Buku Kas Umum setia p bulannya, yang diketahuidan mendapatka n

persetujuan penBguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran

Setelah melakukan penutupan Buku Kas Umum (BKU), Bendahara

pengeluaran membuat laporan pertanggu ngiawaba n penggunaan uang

persediaan- Apabila laporan pertanESuniawaban telah sesuai dengan kondisi

apa yang dilakukannya dalam mekanisme pencatatan dalam Buku Kas Umum

serta saldo kas yanB tertera dalam Buku kas Umum sesuai dengan saldo kas

yang ada pada brandkas tempat penyimpanan uang, maka disampaikan

kepada pengguna anggaran dan pengguna anggaran menerbitkan surat

pengesahan laporan pertanggungiawaban- Serta untuk tertib administrasi

dan tepat waktunya pelaksanaan anggaran setiap tahunnya, maka pada akhir

tahun anggaran pertanggun8iawa ban pengeluaran dana bulan desember

disampaikan selambatnya pada 31 Desember tahun anggaran berjalan

selain pertanggungiawaban secaTa administrasi' bendahara

pengeluaran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) waiib

memperta nggungjawa bkan secara fungsional atas segala apa yang dikelola

menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya

dengan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungawaban

semua pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selaku

Bendahara Umum Daerah(BUD) selambat-la mbatnya tanggal 10 bulan

berikutnya. Penyampaian pertanggungiawaban dimaksud dilakukan setelah

mendapatkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran yang

dikeluarkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran-

?.5 PETAPORAN PENGETOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengertian Laporan, Laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang

suatu keadaan atau suatu kegiatan, pada dasarnya fakta yang disaiikan itu

berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Fakta

yang disajikan merupakan bahan atau keterangan berdasarkan keadaan

objektifyang dialamisendiri oleh si pelapor (dilihat, didengal atau dirasakan

sendiri) ketika si pelapor melakukan suatu kegiatan Laporan adalah

suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan' ataupun

pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawaan

kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang (authority) dan tanggunB

jawab (responbility) yang ada antara mereka.
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. STahun 2005
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut.

Pasal l menjelaskan:

1. Laporan Keuanganadalah bentuk perta nggungiawaba n pengelolaan

keuangan negara/daerah selama suatu periode.

2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggamn
dengan kuantitas dan kualitas terukur.

3. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas
dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/
APBD.

4. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan
realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu
penode.

5. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan
laporan pertanggungiawaba n berupa laporan keuangan.

7.

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada
pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/
bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
yang terdiridarisekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis
daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan
kebutuhan daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daera h.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara
yang disetuiui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerdh, selanjutnya disebut
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah
instansidi lingkunga n Pemerinta h yang dibentuk untuk memberikan

9-
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pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi

dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan

sesuai dengan peraturan pemerintah terkait.

11. Dana Tugas Pembantuan adalah anggaran yang disediakan

sehubungan dengan penugasan tertentu dari pemerintah pusat

kepada daerah dan/atau desa disertai kewaiiban melaporkan dan

mempertanggung.iawabkan pelaksanaannya kepada menteri/
pimpinan lembaga terkait.

Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah

disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur,

dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk untuk Bupati/ Walikota 1

(satu) kali dalam 1 {satu}tahun.

Laporan digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih

lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 105, pada pasal 37 ayat {1)

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD

kepada DPRD; ayat (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam

ayat {1} disampaikan paling lama 1 {satu) bulan sekali setelah berakhirnya

triwulana n yang bersa ngkutan-

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang

implementasinya dimulai sejak penyusunan Renstra sampai dengan

perta nggungjawa ba n kinerja dalam bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan wujud dari pertanggungjawa ba n,

di mana dikembangkannya satu sistem pertanSSungjawa ban yang

disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

yang implementasinya dimulai pada saat penyusunan Renstra hingga

pertangBu ngjawaban kinerja dalam wujud LAKIP (Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah).

7.6 PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Pemeriksaan Keuangan Daerah, berdasarkan Undang-Undang dilakukan

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK selaku institusi pengawasan

eksternal pemerintah Daerah, merupakan institusi pengawasan eksternal

pemerintah, yang tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan

17s
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atas kinerja pemerintah daerah dan kinerja pengelola keuangan daerah secara

mandiri, bebas dari intervensi pihak pemerintah dan pemerintah daerah.

Pemeriksa yang dilakukan oleh pihak internal pemerintah Daerah,
meliputi lnstitusi:

a. InspekturWilayahKabupaten/Kota;

b. Inspektur Wilayah Provinsi;

c. Dan Inspektorat Jenderal Kementerian;

d. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; dan

e. Keiaksaan dan Keoolisian. ###
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